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ABSTRAK

Sinergi Pesantren-Madrasah Di Era Modern Sebagai Model
Alternatif Pendidikan Islam Indonesia

Amin Maghfuri
NIM. 15913083

Secara  historis, madrasah di Indonesia merupakan
lembaga pendidikan Islam yang lahir dari rahim pesantren untuk
merepresentasikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang lebih
modern. Namun dalam perkembangannya, madrasah berkembang ke
arah yang justru jauh dari nilai-nilai dan karakter pesantren. Bahkan
madrasah tidak lagi merepresentasikan pesantren dan keduanya
seolah memiliki “ruh” pedidskan masiyg-masing. Kenyataan tersebut

Lﬁusanliadr@h yang serba tanggung, tidak

memadai pengetahuan uiiu aricv)urang mendalam penguasaan

h penelitian kualitatif yang
. Data dalam penelitian ini

ctode dokumentasi kemudian

a l Janalisis isi untuk memperoleh

sebuah kesimpulan penétit n menggunakan pendekatan
historis-filosofis.

Hasil @wa Rl&]ﬁﬂ(‘ﬁ wa 1) Dinamika

kelembagaan pendidikan [slam antara pesantren dan madrasah di
[ndonesia menggambﬂ@%?‘?@s yang tidak berkesudahan
dalam mencari forma idikan * yang terbaik mengikuti
perkembangan i 'ﬁjm‘en yang melahirkan
madrasah berimmm iKan yang berjalan secara
terpisah, parsial serta tidak saling mendukung dan melengkapi antara
keduanya. Hal tersebut setidaknya tampak pada pengelolaan lembaga,
penerapan kurikulum serta evaluasi dan penilaian yang tidak sinergis
pada dua institusi pendidikan tersebut. 2) Konseptualisasi format
pendidikan Islam alternatif dalam bentuk kelembagaan yang sinergis-
integratif antara pesantren dan madrasah mengisyaratkan perlunya
evaluasi dan rekonstuksi ulang proses modernisasi yang berjalan di
lingkungan pesantren. Upaya untuk menciptakan sistem pendidikan
[slam yang lebih efektif dapat dimulai dari mengusahakan sistem yang
sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah, yang secara terbatas

dapat dimulai dari aspek manajemen pengelolaan, implementasi
kurikulum serta evaluasi dan penilaian yang sinergis-integratif.

menekankan pada kaji
dikumpulkan dengan men
dianalisis dengan menggu

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Pesantren, Madrasah, Sinergis-Inte-
gratif.



ABSTRACT

Synergy of Pesantren-Madrasah in Modern Era as an
Alternative Model of Islamic Education in Indonesia

Amin Maghfuri
NIM. 15913083

Madrasah in Indonesia historically is an Islamic Educational
institution that has been born from pesantren (Islamic Boarding School)
to represent pesantren as a more modern educational institution.
However, in its development, madrasah has been farther from the
values and characters of pesantren; even it no longer represents the
pesantren. Both madrasah and pesantren seem to have their own

“spirit” of education. This fact then has brought an impact on the
output of the graduates of madpasa yat] fficiently have common
knowledge and do not master the re 1g|0us pwledge deeply.

on the literature study.

The data in this research wepe @sing the documentation
method and analyzed using théjc an#lysis method to obtain a
research conclusion using the histori ilpbophical approach.

The results of the res¢ wed that 1) the dynamic of

format harmonious with the era development The modernism of
pesantren generatl V‘Eﬁﬁbﬁ ASanon in the
educational pattem t supporting
and completing to each otherlg tlea A seen in the institutional
management, implementati L[. M and evaluation and
assessment that are no ergic ho ducatlonal institution.
2) The conceptuahzatad'm é rs) tlonal institution
in the form of synergic-integrative institution between pesantren and
madrasah indicates the needs for evaluation and reconstruction of
modernization process in the pesantren environment. The endeavor
to create more effective Islamic educational system can be started
by building a synergic-integrative system between pesantren and

madrasah from the managerial aspect, curriculum implementation and
synergic-integrative assessment.

Keywords: Islamic Education, Pesantren, Madrasah, Sinergic-

Integrative. June 27,2019
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang paling
asli dan paling tua di Indonesia.! Keberadaannya memberi
warna berbeda pada sejarah pendidikan di Indonesia, terutama
pendidikan Islam. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang
sudah eksis sebelum kemerdekaan diraih, bahkan pesantren
dipercaya menjadi tempa irrya-seigangat perjuangan untuk
meraih kemerdekaan. Paséd-kemerdekgan, pesantren tetap masih
eksis dengan berbagai
mampu menjawab ang Hgeapd negatif tentang daya
tahannya (resistence) dalk
tetap eksis dan terus berk

Survive-nya pesariubwm

dari kemauan dan kemampuannya menyesuaikan dengan tuntutan
zaman, dengaUNclMEi i squAsek yang ada
dalam pesantren. Nam $ mikjan, ,dipamika yang terjadi di
dalam pesantren selamarl = th™=t lepas dari anggapan-
anggapan miringINEcsq Adkait keberadaan
pesantren. Meski sebagian besar sudah mulai menyadari peran
serta pesantren — yang juga inspirator dari lahirnya madrasah —
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, namun anggapan
konservatif maupun tradisional masih selalu disematkan kepada
pesantren. Barangkali memang pesantren dan juga madrasah

belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat ketika
disandingkan dengan hal-hal yang berbau modern, meskipun
proses modernisasi di pesantren khususnya sudah banyak
berjalan dan masih terus berjalan.

Salah satu bentuk nyata dari proses modernisasi dalam

| Departemen Agama Republik Indonesia, Pondok Pesantren dan
Madrasah Dinivah: Pertumbuhan dan Perkembangannya, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003)., hlm. 7.



(89]

tubuh pesantren yaitu dengan lahirnya madrasah-madrasah di
lingkungan pesantren yang selain mengajarkan ilmu agama, juga
telah mengakomodasi ilmu-ilmu umum di dalamnya. Meskipun
untuk sampai pada taraf setara dengan sekolah umum negeri
yang mendapat pengakuan pemerintah perlu waktu yang cukup
lama, namun keberadaan madrasah ini tetap merupakan bukti
nyata dari sebuah proses modernisasi pesantren. Tahap demi
tahap dan dinamika yang dilalui pesantren hingga akhirnya
diakui pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga
Menteri menggambarkan betapa proses modernisasi pesantren
dengan madrasah sebagai kepanjangan tangannya terus berjalan.

Proses mo qg@gMp ntren yang pada akhirnya
melahirkan madrasphi un mem nuhi tuntutan perkembangan

zaman merupakan ‘@kt' pg; ntren bukanlah lembaga yang
anti terhadap perkgmb ernisasi tersebut paling tidak
dipengaruhi oleh du ghal, tu sébagai akibat dari pembaharuan-
pembaharuan yang-terjat 14 a Islam dan respon terhadap
semakin meluasnya peén 11 smum yang dibuat oleh Belanda.2
Faktor pertam wﬁg %n agadaran dalam diri
umat m '] A n — akan perlunya

inovasi-inovasi diﬁ!p_e:ﬁ n slam seiring perkembangan
zaman. Sedangkan or kedua merupakan usaha dari kalangan
pesantren UJN@@NEI&IAWH pendidikan sekuler
yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda.

Meskipun demikian, pada dasarnya pengembangan yang
dilakukan pesantren ini diawali dengan dilema yang mendalam.’
Pesantren, yang notabene adalah lembaga pendidikan Islam —
dalam artian sempit — yang mengajarkan pengetahuan keagamaan
an sich diharuskan untuk memasukkan pengetahuan umum yang
bahkan pernah dihindarinya. Dilema yang menyelimuti pesantren
tersebut antara mempertahankan identitas kesejarahan sebagai
lembaga pencetak ulama dan fagih (orang yang menguasai

2 Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta:
Logos Wacana [Imu, 1999), him. 81-82.
3 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, Manifesto  Modernisasi

Pendidikan Islam dan Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.
219
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hukum figih) atau mengikuti tuntutan modernisasi dengan
memasukkan pendidikan non-keagamaan untuk memenuhi
tuntutan dunia kerja. Pada akhirnya secara gradual dan kontinyu,
pesantren menerima “tekanan™ modernisasi tersebut dengan
mendirikan madrasah yang mewakili lembaga pesantren yang
juga mengajarkan pendidikan non-keagamaan. Sampai pada hari
ini, hampir semua pesantren tradisional yang dulunya diangap anti
terhadap kemajuan sudah memiliki lembaga yang mengajarkan
pendidikan umum untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam
bentuk madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah
Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA), dan bahkan
sudah ada beberapa yang mendirikan Penguruan Tinggi (PT).

Kecenderungan o untak ™M %ngikuti mainstream

tentang pesantren. Kebenﬁ?ﬁ%ﬁ:@ pendldlkan Islam yang

juga mengajarkan pengetahuan umum — dalam hal ini madrasah

i s sisi e o Mg R byt Kematan yang
dimiliki pesantren serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat
tentang lulusan yang 51:I£ AIM skalanya masih belum
maksimal. Namu Nl@ ﬁg wan para kyai pesantren
akan tercerabutny ¢e| J&ﬁdikan Islam ala
pesantren mulai memperlihatkan indikasinya. Ditambah lagi
mulai memudarnya pengkajian khasanah keilmuan klasik secara
mendalam yang secara sanad dapat dipertanggungjawabkan
untuk melahirkan calon-calon yang ahli dalam bidang-bidang
tersebut.

Di samping kekhawatiran akan tercerabutnya akar
kesejarahan ilmu-ilmu keislaman atau jejak intelektualisme
[slam. munculnya madrasah juga memberi dampak pada kondisi
pendidikan nasional. Sejak awal berdirinya, sebagian besar

madrasah memang digunakan sebagai penyeimbang — untuk
tidak mengatakan melawan — terhadap kebijakan pendidikan



yang diterapkan pemerintah kolonial. Kenyataan tersebut
memunculkan stigma negatif bagi dunia pendidikan, yang
seolah menghadapkan keduanya pada suatu perbedaan dan
pertentangan. Stigma tersebut sepertinya telah menjadi dogma
dalam kehidupan masyarakat sejak kemerdekaan belum diraih,
bahkan tetap terbawa dan mengakar dalam persepsi masyarakat
sampai setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.
Pasca-kemerdakaan Indonesia,dalamupayapembangunan
nasional yang salah satu fokus garapannya adalah pendidikan,
pemerintah dihadapkan pada kenyataan adanya stigma negatif
pada dunia pendidikan Indonesia. Adanya dua macam lembaga
pendidikan yang eiSLmaS\ya akat dianggap berbeda dan
bertentangan tentu be érfimbulkan masalah. Meskipun
sudah ada sekolah iakui oleh pemerintah, namun

masyrakat terhadap lemb [ersehut.

Untuk mereddm "anggapan dikotomik di kalangan
masyaram ut $ A ngatasinya dengan
mengelu legg ET gentang penyatuan
payung semua le erﬁl |bawah naungan kementrian
P&K. Keputysa ﬁﬁ rs but kemudian dikuatkan
lagi dengan N N% /1974 agar Kepres No.
34 Tahun 1972 segera direalisaikan.” Dari situ, dengan berbagai
problematika dan dinamika kemudian lahirlah SKB tiga menteri
tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah™ pada
tahun 1975. SKB tersebut sebagai tindak lanjut dari Kepres No.
34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 yang intinya bahwa
madrasah merupakan lembaga pendidikan di bawah tanggung
Jjawab Menteri Agama dan statusnya setara dengan sekolah-
sekolah umum sesuai tingkatannya.’

Namun demikian langkah tersebut pada prosesnya tidak
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Anggapan dikotomik

tetap ada dan “penganak tirian” madrasah menjadi kenyataan
baru di lapangan. Madrasah sering kali dianggap sebagai sekolah

4 Maksum, Madrasah ....., hlm. 146-147.
5 Ibid., hlm. 149,



N

kelas dua dengan berbagai kekurangannya. Di sisi lain, madrasah
juga mulai dianggap kurang mampu mewakili pesantren sebagai
penerus dan penjaga jejak intelektualisme Islam serta penjaga
moral generasi bangsa. Sebagai kepanjangan tangan pesantren,
madrasah tidak cukup mampu menggambarkan tradisi pesantren,
terlebih setelah adanya SKB tiga Menteri yang menuntut adanya
perubahan orientasi kurikulum madrasah dengan penguarangan
muatan pelajaran agama.

Dalam SKB tiga menteri itu, madrasah mendapat
predikat sebagai sekolah umum berciri khas Islam. Barangkali
itu disematkan karena madrasah tidak lain adalah kepanjangan
tangan dari pesantren yang memang dikenal sebagai tempat
menimba ilmu-ilmu keisl maﬁbﬁ?f‘wa A
penyematan predlkat teréﬁou sg a merta dukutl dengan

u itu. Namun demikian,

keagamaan mendalam, dan Sebaoal sebuah sekolah yang

mengajarkan U IWE‘R'STHFAQH madrasah

kurang mampu melahirkan Iieneras muan yang unggul dalam

bidang pengetahuan u ini pengetahuan yang

diajarkan masih c[ @Hﬁg' madai.’
Hal ini bisa § n-o erbagai macam

sebab, mulai dari keprofesionalan guru, kelengkapan sarana dan
prasarana belajar di madrasah, serta fasilitas-fasilitas lain yang
tidak dapat dipenuhi oleh madrasah. Salain sebab-sebab tersebut,
pembagian waktu belajar di madrasah tentu berbeda dengan di
sekolah umum karena di dalam madrasah materi keagamaan
lebih banyak, sedangkan umumnya waktu belajar di sekolah
antara sekolah umum dan madrasah hampir sama. Hal yang
mungkin lebih parah terjadi pada madrasah yang berada dalam
lingkup pesantren, dimana pembelajaran agama dilakukan pada

6 Raharjo, Madrasah Sebagai The Centre of Excellence, dalam
Ismail, Dkk. (ed), Dinamika Pesantren dan Madrasah (Yonyal\alla Pustaka
Pelajar, 2002), hlm. 227-228.



keduanya (pesantren dan madrasah). dimana biasanya materi
agama di madrasah lebih dasar atau lebih ringan dari pada materi
agama di pesantren. Ini tentu menjadikan waktu belajar peserta
didik atau santri kurang efektif karena bisa jadi ada pengulangan
pembahasan antara pembahasan materi agama di pesantren dan
di madrasah.

Beberapa problematika tersebut tentu membuat gusar
kalangan yang memperhatikan dan peduli terhadap dunia
pendidikan dan pesantren serta juga khasanah keilmuan klasik
— dalam arti positif —. Belum lagi persoalan moral generasi
muda yang nantinya menjadi penerus keberlangsungan Islam
dan Kebhinekaan yang niylai terlihat mengkhawatirkan.

Sistem pesantren yzg]g mya/z erfungsi memfilter pengaruh
negatif dari luar kin;b elemah fungsinya, salah satunya

akibat fokus sistem n madrasah, yang secara formal
memang lebih mampu un meﬁ‘l eri jaminan material di masa
yang akan datang bagipdra didiknya.

Berdasarkan—fatar - telaking yang telah diuraiakan di

atas, maka pen ntmgrgldary ka$1 tentang lembaga-
lembaga iRén! u p dAi m pesantren dan
madrasah. Lebihls iﬁk (’Mwan kajian dalam bingkai

studi evaluatif terhadap proses modernisasi yang terjadi dalam
pesantren, h éN lAru bernama madrasah.

Fokus dan Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka
fokus penelitian dan pertanyaan penelitian pada penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Fokus Penelitian
Sinergi Pesantren-Madrasah Di Era Modern Sebagai Model
Alternatif Pendidikan Islam Indonesia
2. Pertanyaan Penelitian
Bagaimana konsep sinergi pesantren dan madrasah sebagai
model alternatif pendidikan Islam Indonesia?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis dan menjajaki gambaran model alternatif
pendidikan Islam di era modern ini dalam sebuah bingkai
sinergi antara pesantren dan madrasah sebagai sebuah lembaga
pendidikan Islam.
2. Manfaat Penelitian
1. Bersifat teoritik
a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah
wawasan  keilmuan bagi para penyelenggara
Pendidikan Islam di Indonesia, terkhusus juga untuk
peneliti sendiri.

pesantren.

2. Bersifat praktis

a. Hasil penelian in miditir gliapat digunakan sebagai

baha te s Pendidikan
]sla HI%1§ gf.yl&g
b. Hasil penehtul@l_uﬂlMpkan dapat digunakan

sebagai bahan ertimbangan dalam rangka menciptakan
dunia P NE&Aang lebih baik,
dengan tetap berpijak pada sejarah yang telah berjalan
di Indonesia.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan
penelitian ini, dan untuk mendapatkan hasil yang utuh,
terarah, serta penyajian yang konsisten maka diperlukan
sistematika pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika
pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan
garis besar dari keseluruhan pola pikir yang dituangkan
dalam konteks yang jelas dan padat. Oleh karena itu deskripsi



penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang
masalah yang di dalamnya terangkum alasan pemilihan soal
dan masalah-masalah yang melatarbelakangi penelitian ini.
Kemudian agar lebih memperjelas arah dan tujuan penelitian
ini maka dikemukakan pula tujuan dan manfaat dari penelitian
ini, baik secara praktis maupun secara teoritis. Dengan
demikian pada bab pertama ini memuat tentang penggambaran
isi penelitian secara keseluruhan dalam satu kesatuan yang
ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab-bab
selanjutnya.

Bab kedua, memuat telaah pustaka dan kerangka
teori. Telaah pUGstakas gnetypakan suatu  kajian  yang
dilakukan terhaap pengliti fi-penelitian sejenis yang telah
dllakukan sebel mn juan untuk menemukan dan

hasil penelman ai. Tahap ini perlu dllakukan
sebagai l\?\g fa da penelitian. Selain
itu, h 1 H%II Sindari penjiplakan
atau plag1a51 teIng aMg lain. Sedangkan kerangka
teori merupakan teori-teori yang sesuai dengan judul dan
masalah Nﬁzsl ini digunakan untuk
menyusun suatu kerangka berfikir untuk menemukan sebuah
hasil penelitian. Kerangka teori ini perlu dikemukakan sebagai
pisau analisis dalam sebuah penelitian, sehingga acuan dalam
pembahasan penelitian tampak jelas dan tidak melebar
kemana-mana.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang
memuat segala sesuatu tentang bagaimana penelitian tersebut
dilakukan. Metode penelitian memuat tentang jenis penelitian
dan pendekatan dalam penelitian, sumber data dalam penelitian.,
informan atau tokoh sebagai penunjang data penelitian, teknik
pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat, memuat pembahasan dalam penelitian
serta hasil dari pembahasan tersebut. Di sini akan dikemukakan



secara singkat tentang sejarah lahirnya pesantren. dinamika
yang dilalui oleh pesantren sejak lahirnya sampai dengan era
sekarang ini, serta segala sesuatu yang melingkupi pesantren.
Eksistensi yang cukup kuat dalam berbagai kondisi sosial,
politik, dan ekonomi yang selalu berubah juga menjadi bagian
pembahasan sebagai pengantar pada bab ini. Selanjutnya,
pada bab ini akan dikemukakan pembahasan yang berusaha
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Secara
sederhana dalam bab ini akan dikemukakan bagaimana
sinergi yang terjalin antara pesantren dan madrasah sebagai
sebuah lembaga pendidikan islam yang saling terkait, dimana
madrasah pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari
pesantren sebagai sebugh lémtbadd pendidikan Islam. Selain itu
juga akan dikemukakarn 8epg a nfpdel alternatif pendidikan
Islam dalam sistem singng dan madrasah sebagai
sebuah alternatif konsgpe ( slam yang menyangkut
pesantren. Konsep te jchtunyd merupakan hasil dari
embahasan-pembahasinsfigficlifiingdengan berbagai alasan
dpan pertimbangan. Jkﬁwgf@ﬂ i
Bab keli rigi eergivi dari kesimpulan,
serta saran gﬁm%ﬁlmﬁﬁesuai dengan
hasil penelitian inif upakan temuan yang
diperoleh darm h gﬂjal:ib sebelumnya.
Sedangkan saratt-s n@ﬂﬁ cntlasi yang relevan
terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi latar
belakang masalah dalam penelitian ini.
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KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka
Dalam sebuah penelitian, sangat dimungkinkan terjadi
kesamaan tema ataupun fokus pembahasan antara satu peneliti
dengan peneliti yang lainnya. Kesamaan tersebut sangat
berpeluang menghasilkan sebuah pengulangan penelitian
atau bahkan plagiasi penelitian. Oleh karenanya, sebelum
seorang peneliti melakukgn pene M pya tentang sebuah tema,
diharuskan baginya untufmelakukanzajian atau telaah pustaka
terlebih dahulu. Tujuan agr tidak terjadi plagiasi
dalam penelitian ataupyff; peiiagla o penelitian. Selain itu,
kajian atau telaah pustakz terg@But berffungsi sebagai penjelas
posisi seorang peneliti terhadap ‘penctitian-penelitian lain yang

telah dilakukan sebe]umf%jfézw UJ@J

Adapun beberapa penelitian yang telah peneliti kaji

sebelum melWﬂM R&@A&yang peneliti

pilih adalah sebagai b %t
1. Menggagas Pesen|n H@Mat Peradaban Muslim
di Indones fNHRDATI PN B Wlfiaufipad Kholil dalam
jurnal Media Akademika, Vol. 26, No. 3. Dalam artikel
ini, ia memaparkan bahwa gagasan menjadikan pesantren
sebagai pusat peradaban muslim di Indonesia merupakan
suatu yang sangat beralasan. Hal ini didasarkan pada
tinjauan historis yang menempatkan pesantren pada posisi
dimana lembaga ini merupakan lembaga pendidikan
tertua yang ada di Indonesia, serta tinjauan filosofis yang

>

menampakkan bahwa pesantren dibangun di atas landasan
dan konsep dasar pendidikan yang bersifat holistik dan
terpadu, dengan menempatkanaspek moralitas, ketuhanan,
dan martabat kemanusiaan secara utuh sebagai sebuah
nilai yang substansial. Untuk merealisasikan gagasan



tersebut, ada empat unsur pokok yang perlu digarap yaitu,
rekonstruksi pendidikan pesantren, pembenahan sistem
dan manajemen pesantren, penguatan kultur pesantren,
dan dukungan kebijakan pemerintah.’

o

Rekonstruksi  Sistem Pendidikan Pondok Pesantren
Tradisional di Indonesia (Telaah Kurikulum Pondok
Pesantren, Menuju Arah Baru Pendidikan Islam di Era
Globalisasi), yang ditulis oleh Ali Mu’tafi dalam jurnal
Al-Qalam  Vol.XIII menguraikan bahwa pesantren
harus melakukan transformasi ke arah posisi dan peran
yang lebih progresif dan dinamis dengan melakukan

pembaharua terutama  dalam aspek
kurikulum n metode pembelajaran agar
lebih mode oKa menghadapi era globalisasi,
perluadany tem pesantren yang mengarah
pada konsis g]si ‘ ¢n sebagai lembaga pengkader

en sebagai lembaga khusus
pengkajian terbukaan pesantren dalam
menerima dan _menerapkan pengetahuan umum serta

leAMIMER Ju‘zr A}San masyarakat.®

3. RekonstruLSﬁzﬁNesamren Sebagai Character
Building Menghadapi® Tantangan Kehidupan Modern,
yanglNNEﬁMuchlis Solichin dalam
Jurnal Karsa, Vol. 20 No. | Tahun 2012. Dalam artikel
ini Muchlis menguraikan bahwa pesantren, yang pada
perkembangannya melahirkan lembaga sekolah atau
madrasah akan di uji konsistensinya sebgai lembaga yang
dapat menanamkan dan menjaga moral para santrinya.
Adanya madrasah atau sekolah dalam lingkungan
pesantren serta kecenderungan dalam kehidupan modern

berupa materialisme.oportunis, individualisme dan
hedonis mengharuskan pesantren menemukan formulasi

7 Muhammad Kholil, “Menggagas Pesantren Sebagai Pusat
Peradaban Muslim di Indonesia®, Jurnal Media Akademika, Vol. 26 No. 3,
Tahun 2011.

8 Ali Mu'tafi, “Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren
Tradisional di Indonesia; Telaah Kurikulum Pondok Pesantren, Menuju Arah
Baru Pendidikan Islam di Era Globalisasi™, jurnal Al-Oalam Vol. X111, 2014.
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baru untuk tetap menjadi lembaga character building
bagi masyarakat. oleh karena itu, pesantren harus
mampu merumuskan pendidikan yang berorientasi pada
penanaman nilai-nilai keislaman yang berdasarkan pada
fitrah (potensi dasar) peserta didik. Pendidikan dalam
pesantren harus mulai diarahkan pada pembelajaran
yang lebih menampilkan aspek-aspek esoterisme dengan
memberikan ruang pada pemahaman dan kesadaran
akan pentingnya hikmah dan rahasia mendalam di balik
semua ketentuan, aturan melebihi apa yang tampak
(eksoterisme).”

4. Pembaharuan Pendidikan Pesantren Dalam Membangun
Sumber Daya Muéﬂ‘@ﬁﬁg/erkualitas pada Santri
Mahasnswa Pondo - :

bahwa terdapat dﬁﬂ%ﬂ?@jﬁaharuan pendidikan di

Pondok Pesantren Wahld Haswm yakni pembaharuan
pendld k n‘lbﬁ pendidikan
sosio- kemasyarakatan lm ementasi ‘gpembaharuan
pendidikan mtell A[.Mupa Madrasah Diniyah
(Madin) dmw gai macam metode
pembelaja MESI ntasi pembaharuan
pendidikan  sosio-kemasyarakatan  terwujud  dalam
berbagai lembaga yang ada di pondok pesantren wahid
hasyim Yogyakarta. Kedua model pembaharuan ini
berkonstribusi pada pemahaman santri terhadap kitab
kuning dan cara mengaktualisasikan dalam kehidupan

yang serba kompleks dan pembeljaran kepada santri
untuk menjadi warga negara yang baik. yang peka

9 Mohammad Muchlis Solichin, “Rekonstruksi Pendidikan
Pesantren Sebagai Character Building Menghadapi Tantangan Kehidupan
Modern”, Jurnal Karsa, Vol. 20 No. 1 Tahun 2012.



terhadap masalah, pegabdian diri kepada masyarakat dan
lain-lain."

5. Inovasi Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan
Islam Bersistem Boarding School di SMP IT Abu
Bakar Yogyakarta, yang ditulis oleh Mohammad Jakfar
sebagai Tesis di program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian
ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa inovasi
pendidikan agama islam di SMP IT Abu Bakar dengan
sistem boarding scool-nya, yaitu inovasi dalam aspek
tujuan pendidikan, inovasi dalam aspek materi atau

aharuan Pesantren: Rekonstruksi

Aspﬁtlrikugﬁa jajemen, Etika Pendidikan,

y!m& IIM giﬁm m dalam Jurnal

Progresiv ‘$ ?Arl"a% terbit pada Desember 2011.
aIa irllsl_ lje

Dalam jurn askan bagaimana Imam Zarkasyi
mela':N@@NE &ﬁ@tem pondok pesantren.
Pesantren modern, sebagaimana yang tergambarkan
dalam pondok pesantren Darussalam Gontor merupakan
bentuk pondok pesantren di ero modern seperti sekarang
ini. Agar pesantren tidak tertinggal dengan pendidikan
lainnya, pesantren menurutnya harus mau melakukan
pembaharuan dalam aspek kurikulum, manajemen, dan
tetap mempertahankan etika pesantren dalam bingkai

10 Sahidin,  “Pembaharuan  Pendidikan  Pesantren  Dalam
Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada Santri Mahasiswa
Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta™, 7esis, Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

11 Mohammad Jakfar, “Inovasi Pendidikan Agama Islam di
Lembaga Pendidikan Islam Bersistem Boarding School di SMP IT Abu Bakar
Yogyakarta”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, 2015.
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kemodernan. Kurikulum pesantren dengan standar 100%
ilmu agama dan 100% ilmu umum menjadi prinsip
pengembangan pesantren. Dalam hal manajemen,.
kepemimpinan pesantren diarahkan agar lebih terbuka
dan bercorak kolektif sehingga kepemimpinan itu tidak
mengacu hanya pada satu orang."

7. Pembaharuan Pendidikan Pesantren dalam Kerangka
Sistem Pendidikan Nasional, yang ditulis oleh Amrizal
dalam Jurnal Sosial Budaya, Vol. 8 No.02 yang terbit
pada periode Juli-Desember 2011. Dalam artikel ini, ia
memaparkan bahwapesantren sebagailembaga pendidikan
di Indonesia mempunyai kontribusi yang besar terhadap
masyarakat. Nanyfw 'defian,) tujuan dan kurikulum
pesantren yang i Z

lembaga-lembaga an rjadern. Agar tetap survive
y4 L
dalam arena percatura nia lobal., maka menurutnya

pesantren harus %‘M)f@ opsi kurikulum baru.

Rekonstruksi kurikulum pesantren menurutnya menjadi
suatu @N*Wtﬁgg'ﬂpﬂgesuaikan diri
dengan tuntutan global. Selain itu. pesantren juga harus
melakukan reorilﬁS 1} an juga mengarahkan
tujuan pepgidi ' NE ei(&niawiyah. tidak
hanya ukh mb g

8. Manajemen Integrasi Kurikulum (Studi Kasus di Pondok
Pesantren Ibnul Qoyyim Putri), yang ditulis oleh Iman
Alimansyah sebagai tesis pada program pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
pada tahun 2015. Pada hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa proses menajemen integrasi kurikulum di
pondok pesantren Ibnul Qoyyim putri meliputi aktifitas
manajemen pada umumnya yaitu perencanaan (planning).

12 Moh. Nurhakim, Imam Zarkasyi dan Pembaharuan Pesantren:
Rekonstruksi Aspek Kurikulum, Manajajemen, dan Etika Pendidikan. Jurnal
Progresiva Vol. 5, No. 1, 2011.

13 Amrizal, Pembaharuan Pendidikan Pesantren dalam Kerangka
Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Sosial Budaya, Volume. 8 No.02, 2011.



pengorganisasian (organizing). pelaksanaan (actuating)
dan pengontrolan (controling). Aktifitas manajemen
tersebut meliputi seluruh unsur atau komponen yang
ada di pondok pesantren Ibnul Qoyyim putri tersebut.
Sedangkan kurikulum pondok pesantren yang diajarkan
merupakan hasil integrasi kurikulum yang terdiri dari
kurikulum Kemendikbud, Kemenag, pondok modern
Darrussalam Gontor dan Pondok Pesantren Al-Mukmin
Ngruki. Pengimplementasian kurikulum integrasi di
pondok pesantren Ibnul Qoyyim putri tersebut memiliki
faktor pendudkung dan juga faktor penghambat,

diantaranya asarana, wali murid, masyrakat,

Al- Qalam ot '. " ”151 Desember 2014. Penulls

engatakan bz idikan Islam yang sekrang
bUN Mﬁﬁ&f atik perlu untuk
dlcarlkanj ke et rkurungan pendidikan Islam
dalam idea lsmt!'k-e_;ayaan masa lalu Islam (Determinisme
Histo[N@l@NEa&allAmenghadapl kenyataan
dunia  modern (Realisme Praktis) mengharuskan
adanya dinamisasi dalam dunia pendidikan Islam,
terutama pesantren. Dinamisasi ini dimaksudkan untuk
menggalakkan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah
ada dan pergantian nilai-nilai lama itu dengan nilai-nilai
baaru yang lebih sempurna. Namun demikian, dinamisasi
dan transformasi ini harus dijalankan dengan pertimbangan
dan kesiapan yang matang, tidak serampangan terutama
dalam menerapkan konsep-konsep kemodernan yang
berkiblat pada kebudayaan barat. Langkah-langkah

14 Iman Alimansyah, “Manajemen Integrasi Kurikulum (Studi
Kasus di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putri)”, Tesis, Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
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dinamisasi pendidikan Islam (Pesantren) ini adalah
pembaharuan substansi atau isi kurikulum pendidikan
Islam, pembaharuan managemen dan metodologi,
pembaharuan kelembagaan termasuk kepemimpinan
dan diverifikasi lembaga, serta pembaharuan dan
pengembangan fungsi pesantren dari sekedar tafaqquh fi
ad-din menjadi lembaga untuk transformasi masyarakat."
10. Madrasah Unggulan Berbasis Pesantren, yang ditulis
oleh Siswanto yang diterbitkan dalam Jurnal Studi
Keislaman Ulumuna, Volume 10 Nomor | periode Juni
2014. Dalam artikel ini penulis menghendaki adanya
keterbukaan dan akomodasi madrasah terhadap aspirasi
dari masyarakat apﬂﬁbf"‘%en k sikap dan respon
terhadap perkem il Za zm Hal itu dimaksudkan
untuk menghidug nilai-nilai pokok dari
pesanten, khususniya di yang merupakan rahim
kelahiran madras B Ke an madrasah sekarang ini

semacam memlllk/r%ayM@Fendiri bagi masyarakat,

terutama madrasah yang masih berada dalam lingkup
pesantUNi E‘BSI gleh banyak
kalangan dapat menelurkan generasi-generasi yang selain
unggul dalam b nologi, juga memiliki
jiwa religi %ﬁ diarahkan untuk
menciptak Nﬁm g Aung berlandaskan
tradisi pesantren dengan memadukan keunggulan
dalam bidang intelektual dan keterampilan dengan
keunggulan dalam bidang pengetahuan keagamaan dan
karakter religiusitasnya. Untuk merealisasikan konsep
tersebut, madrasah dan pesantren perlu berbenah diri
dan memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah komitmen
madrasah untuk mejadi lembaga yang unggul dengan
menerapkan dasar-dasar profesionalisme dalam sistem

15 Rohani, Dinamisasi Pendidikan Pesantren; Studi Pemikiran
Modernisasi Pondok Pesantren KH. Abdurrahman Wahid, Jurnal Al-Qalam,
volume XIII, 2014.



yang dijalankan dalam madrasah. Perlu ada reorientasi
Jjuga terhadap pola kepemimpinan dalam pesantren yang
melingkupi madrasah, selain itu juga madrasah juga perlu
membangun image agar semakin dilirik oleh masyarakat.
Jika performance yang ditampilkan madrasah mampu
memenuhi tuntutan masyarakat atau steakholders, maka

saat itulah madrasah tersebut dapat dikatakan unggul.'®
Dari beberapa literature review yang telah disajikan di
atas, hampir semuanya membicarakan tentang pembaharuan
pesantren, baik itu pada aspek sistem, tujuan, kurikulum,
manajemen atau metode pengajaran dalam pesantren.
Pembaharuan padaaspe cKt¢rtentu atau secara keseluruhan

agar selain tetap ok 51 tge juga mampu men01mbang1
: uﬁ pembaharuan yang dibahas

tersebut muncul de ;: betbagai corak, namun yang paling
umum dnhﬁkan adalah_a sekola umum atau paling
tidak p snstem pesantren,

serta memperba a aspek dalam pesantren.
Kesemuanyal:teratur M sajikan diatas menghendaki
adanya peliM@G:MéS\I Ahdlk'm pesantren. Hal
ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti dengan judul di atas. Penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah untuk melihat seberapa jauh pembaharuan yang
dilakukan oleh pesantren secara umum dan apa dampak yang
diakibatkan dari proses tersebut. Dengan kata lain, penelitian
yang akan peneliti lakukan adalah memberikan evaluasi terhadap
proses pembaharuan yang digembor-gemborkan oleh banyak
kalangan. Dari situ peneliti berharap dapat menemukan aspek-
aspek apa saja yang seharusnya tetap dikembangkan. aspek

mana yang perlu diperkuat, dan aspek apa yang seharusnya ada
dalam sistem baru pendidikan pesantren tersebut.

16 Siswanto, Madrasah Unggulan Berbasis Pesantren, Jurnal Studi
Keislaman Ulumuna Volume 18 No. | Tahun 2014.



B.  Kerangka Teori
1. Pendidikan Islam

Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun
2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya
dan masyarakat.'” Pendidikan juga dapat diartikan sebagai
suatu proses yang bertujuan menciptakan pola tingkah
laku tertentu pada peserta didik. yang mana proses tersebut
diusahakan oleh seorfog pen@idik,!
pndikan  Islam, terdapat

plerujuk pada pengertian

sebagai istilah yang paling dfninPdan paling sering dipakai

untuk menunjukkan s¢hdyjH-pféfées/pendidikan. Tiga istilah

tersebut adalah tarbiyah, ta’lim, dan ta'dib."” Jika dilihat
sekilas, k@N*WEﬂ%Aaglevan untuk
dipakai untuk menupjukkan suatu proses pendidikan, namun
bila diperinci lebil Ma memiliki cakupan-

cakupan yanglmmggia ang lainnya.
Tarbiyah, secara etimologi memiliki cukup banyak

arti, karena kata ini mempunyai akar kata yang cukup banyak.
Beberapa diantaranya adalah pendidikan, pengembangan,
pengajaran, perintah, pembinaan kepribadian, memberi
makan, atau mengasuh anak.”” Kata tarbiyah jika dimaksud
untuk menunjukkan pendidikan Islam menurut beberapa
pendapat menunjukkan suatu proses yang utamanya terjadi

17 UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003.

18 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam. (Bandung: Al-
Husna, 1986), hlm. 32.

19 Jalaluddin, 7eologi Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001),
him. 70.

20 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, Manifesto Modernisasi
Pendidikan Islam dan Pesantren, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm.
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pada fase pertama pertumbuhan manusia, atau ketika seorang
anak masih berada pada fase bayi atau anak-anak. Pendidikan
Islam dengan menggunakan istilah tarbiyah memiliki fokus
penekanan pada bimbingan anak supaya berdaya dan tumbuh
kelengkapan dasarnya serta dapat berkembang secara
sempurna, baik ilmu maupun akhlaknya.?'

Sedangkan kata ta’lim secara etimologi berasal dari
kata allama yang berarti mengajar, atau dapat diartikan
sebagai proses transfer ilmu.”? Menurut pendapat Abdul
Fattah Jalal, istilah ta’lim mempunyai jangkauan yang lebih
luas dan memiliki cakupan yang lebih umum dari pada istilah
tarbiyah.* la mermdefimjsikamsa’lim sebagai proses pemberian

penanaman amg

: > —_—
al-hikmah sertd §egal usa%!u yang bermanfaat bagi dirinya.
) ses yang lebih universal dari
pada tarbiyah, datas ta’lim mencakup aspek-aspek

pengetahuan dan keterampilan serta pedoman perilaku baik
yanMMMEQr&IM annya.**
Istilahlgg%t%y ng dipakai untuk menunjukkan
idikan ada

suatu proses pen ah ta’dib. Secara bahasa,
ta’dib b Fashl A Dot S daddberarti melatih dengan
akhlak yang baik, sopan santun, tata cara melaksanakan
sesuatu dengan baik serta mendidik, sedangkan ta’dib
berarti pendidikan.”® Kata ta’dib juga dapat dilihat dari
kata adab yang berarti moral, etika dan adab, atau kemajuan
(kecerdasan, kebudayaan) lahir batin. Peradaban dalam
bahasa Inonesia juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu
adab. sehingga aktifitas pendidikan — dengan menggunakan

terminologita’dib—merupakan upayamembangun peradaban

21 M. Ridlwan Nashir, Mencari Tipologi Formart Pendidikan ldeal:
Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), hlm. 53.

22 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, Manifesto......... , him. 34.

23 M. Ridlwan Nashir, Mencari Tipologi ........, him. 44,

24 [bid., hlm. 47

25 Ibid., hlm. 44-51.
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atau perilaku beradab (civilization) yang berkualitas di masa
depan.”®

Menurut Naquib al-Attas, ta’dib adalah pengenalan
dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan
kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari
segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa,
sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan
kekuasaan dan keagungan tuhan dalam tatanan wujud dan
keberadaannya.””  Istilah ta’dib menurutnya merupakan
terminologi yang paling cocok dan paling relevan untuk
menunjukkan konsep dan aktivitas pendidikan Islam, karena
istilah ta’dib tidak hanya mengisyaratkan suatu proses transfer
ilmu atau pengajaran, la;tifajr?ﬁf‘jhga anya meliputi manusia

adab mencakup amal %}MBMgga mengkombinasikan

ilmu dan amal serta adab secara harmonis. Titik tekan yang

diutamakat?Nl;Y' CR%'MPA@ penguasaan

ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan

kemantapan amal del g baik.*

Meruj H@ : E$‘$ ngy telah dijabarkan
definisinya s;I ar egm al. lam tulisan ini
penulis lebih condong untuk menggunakan istilah ta’dib
sebagai terminologi yang dimaksudkan untuk menunjukkan
pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu tahapan atau

proses yang di dalamnya terdapat tiga unsur pokok, yaitu
penerima, kandungan dan proses.’' Penerima dalam hal ini

26 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang
Kusut Dunia Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), hlm. 13.

27 Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan Dalam Islam:
Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam, terj. Haidar Bagir,
(Bandung : Penerbit Mizan, 1992) hlm. 61-62. lihat juga dalam M. Ridlwan
Nashir, Mencari Tipologi ........, hlm. 51.

28 Hasan Langgulung, Asas-Asas........, him. 3.

29 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, Manifesto.......... him. 34.

30 M. Ridlwan Nashir, Mencari Tipologi ......... him. 53.

31 Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan.......... him.
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yang dimaksud adalah manusia sebagai objek yang menerima
pendidikan, dan bukan hewan. Pendidikan Islam dalam hal
ini dimaksudkan sebagai suatu proses dan tahapan untuk
seorang manusia saja, bukan yang lainnya. Oleh karenanya
istilah ta’dib merupakan istilah yang paling tepat untuk
menunjukkan makna pendidikan di sini, bukan tarbiyah yang
juga dapat dipakai untuk menunjukkan selain manusia.*
Unsur dasar yang kedua dalam pendidikan adalah
kandungan dari pendidikan itu sendiri. Dalam pendidikan
Islam, kandungan isi dari apa yang diajarkan atau ditanamkan
kepada seorang sebagai subjeknya merupakan suatu hal

an serta proses belajar dan
pendidikan. Pengajaran dan
lan saja betapapun ilmiahnya

prosm%ﬁgj 1; Adgm jika kandungan

Hal tq‘ngﬂiM bahwa dalam pandangan
[slam, manusia selain mempunyai dimensi fisik dan akal juga
rnempummlﬁmpakan substansi dari
seorang manusia itu sendiri.**  Oleh karenanya, “sesuatu™
yang dimaksud sebagai kandungan pendidikan tersebut
adalah suatu hal yang dapat mengisi dimensi ruhaniah
manusia tersebut. Al-Attas menyebutkan “sesuatu™ itu
merupakan pengetahuan tentang tujuan dari pencariannya.
Lebih dari itu, kandungan dalam pendidikan juga harus
mampu menggerakkan manusia sebagai objek pendidikan
untuk melakukan tindakan dan tingkah laku yang sesuai
dengan pengenalan dan pengakuannya.”® Pengenalan berarti
menemukan tempat yang tepat schubungan dengan apa yang

32 Ibid., hlm. 65-66.
33 /bid., him. 41.
34 Ibid., hlm. 38.
35 Ibid., hlm. 47.
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dikenalinya, dan pengakuan berarti tindakan yang bertalian
dengan pengenalan tersebut yang ditampilkan dalam bentuk
amal atau perilaku sehari-hari, yang lahir sebab menemukan
tempat yang tepat dari apa yang dikenalinya.®

Unsur dasar ketiga yang terdapat dalam pendidikan
adalah proses. Umumnya unsur inilah yang selalu ditonjolkan
ketika berbicara tentang pendidikan, namun menurut al-Attas
ada yang lebih penting dari proses, yaitu kandungan.”” Namun
demikian, proses tetap merupakan satu unsur yang penting
dalam pendidikan. Berkenaan dengan itu, penting kiranya
menemukan konsep yang tepat untuk menggambarkan
proses pendidikan yang sesuai dengan Islam, dan dari situlah
al-Attas lebih memili ellﬁhﬁ'\b%gyt "dib dari pada tarbiyah.

Ta’dib yang nem plinya

ar kata adab merupakan
d|s1plm tubuh lea ga \V eg inologi ini mencakup

4 am [P, itannya dengan proses
pengembangan, yaity=kem Jpuaw [dan potensi jasmaniah,

intelektual serta du@lﬁj@j}@;&ﬁ Perbedaan konsep

tarbiyah sebagai terminologi pendidikan Islam dengan

konsep ta@}NllinE ;grblyah lebih

ditonjolkan kualltas sih sayang (r hmah) dan bukan pada
pengetahuan (* 1Im ma terminologi ta’dib,

pengetahuanl prqmﬁ $1£A(h sayang. Dalam
struktur konseptu h up unsur-unsur
pengetahuan (‘ilm), pengajaran (ta’lim) dan pengasuhan

yang baik (tarbiyah).”” Oleh karena itu sudah cukup kiranya
menggunakan terminologi ta’dib untuk menunjukkan konsep

Jd

pendidikan Islam, karena di dalamnya sudah mencakup
terminologi tarbiyah dan ta’lim. Dengan konsep ta’dib ini
diharapkan mampu melahirkan dan memberikan tuntunan
adab bagi manusia sebagai objek pendidikan. dan dengannya
akan lahir suatu peradaban Islami yang unggul.

36 /bid., him. 56.
37 Ibid., hlm. 36.
38 /bid., hlm. 53.
39 Ibid., hlm. 74-75.



2. Pondok Pesantren dan Madrasah
a. Pondok Pesantren

Secara  umum, pondok pesantren  dikenal
sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang khusus
memberikan pendidikan dan pengajaran tentang ilmu
agama Islam. Pondok pesantren yang merupakan lembaga
pendidikan Islam pertama di Indonesia lahir bersamaan
dengan datangnya Islam di Indonesia. Tidak dapat
dipastikan kapan pesantren mulai didirikan pertama kali
dan dimana tempat pertama kali berdirinya pesantren.
Cukup banyak pendapat yang menyebutkan kapan

masing-masi an data yang dikeluarkan oleh
Departemen aimana dikutip oleh Mastuhu
menyebutkar agPesdhtren tertua yang pertama kali
didirikan ada el trergjn Tampes II pada tahun 1062
M. Akan tet‘ i diragukan karena tentunya
terdapat pesantt: anfpes | sebelum ada pesantren Jan

Tampes [[.}" P lai y bug(n bahwa pesantren
mdm\égﬁgigﬁéh wah yang pertama
kali didiril;rﬁl?ﬁkMaulana Malik Ibrahim pada
tahun 139 . Lembaga ini digunakan sebagai sarana
untuklN@NﬁzslaAi Jawa yang kemudian
dilanjutkan dan dikembangakan oleh Raden Rahmat atau
dikenal dengan sebutan Sunan Ampel.*'

Terlepas dari kapan pondok pesantren pertama
kali didirikan, namun lembaga ini diakui sebagai lembaga
pendidikan Islam indigenous. yaitu lembaga pendidikan
Islam tertua dan paling asli di Indonesia. Selain identik
dengan makna keislaman — karena memang pesantren

merupakan lembaga pendidikan yang khusus mengajarkan
ilmu agama —, keberadaan pesantren juga identik dengan

40 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian
lentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994),
hlm. 19.
_ 41 Muhtarom, Reproduksi  Ulama di  Era Global: Resistensi
Iradisional Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005), him. 106.
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makna keaslian Indonesia.”” Pesantren memiliki peran
yang strategis dalam rangka penyebaran Islam pada awal
masuknya Islam di Indonesia. Pesantren berfungsi sebagai
tempat pendalaman ilmu-ilmu agama sekaligus tempat
pengkaderan ulama atau mubaligh sebagai penyebar
agama [slam di Indonesia.

Istilah pondok pesantren terdiri dari dua Kkata,
yaitu pondok dan pesantren. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, istilah pondok diartikan sebagai bangunan
untuk tempat sementara; bangunan tempat tinggal yang
berpetak-petak yang berdinding bilik dan beratap rumbia
(untuk tempat tinggal beberapa keluarga).* Zamakhsari
Dhofier mengiden
kata arab, funduq, y&ngfic 'lilé irti hotel atau asrama. la
menyimpulkan ba W
para santri atau te

Bahasa lndonesi@iﬁﬁﬁ w “S¢bagai  asrama tempat
santri atau tempat murid-murid belajar mengaji.” Jika
ditinjauld kWIERthﬂ@ para ilmuan
diidentifikasi memjliki beberapa asal kata. Kata pesantren
berasal dari katlélﬁiAh ngan awalan pe dan
akhiran anm 1 i $Jar santri. Prof. John
berpendapat ba Qgrﬁﬁe rasal dari kata santri
yang merupakan bahasa Tamil yang berarti guru mengaji.
Sementara itu, C.C. Berg berpendapat bahwa kata santri
berasal dari bahasa India shastri yang berarti orang yang
tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana

ahli kitab suci Agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata
shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama

42 Nurcholish  Madjid, Bilik-Bilik  Pesantren;  Sebuah  Potret
Perjalanan, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010), hlm. 3.

43 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Pusat Bahasa, edisi 1V, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), him. 1093.

44 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup
Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta:
LP3ES, 2011), hlm. 41.

45 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa...... him.
1064.



atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.'

Berdasarkan asal kata yang berkaitan dengan
pesantren, juga berdasarkan sistem dan bentuknya,
sebagian ilmuan menyebut pesantren berasal dari India.
LLembaga yang mirip dengan pesantren digunakan sebelum
ada proses penyebaran Islam di Indonesia, dimana lembaga
yang demikian tersebut digunakan secara umum untuk
pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa."’Ada
juga yang berpendapat bahwa lembaga pesantren pada
dasarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan di
nusantara pada masa Hindu-Budha yang bernama
“mandala”. L \fersehut kemudian diadopsi menjadi
lembaga peridi slal/g ketika Islam mulai masuk di
Indonesia d¢ grapa penyesuaian pada bagaian-
bagian tertenty kan oleh para pemuka agama

z
)

Islam wakty begitu, anggapan-anggapan
ntuk dan sistem pendidikan
pesantren bukin’b érasal dari Islam tersebut dapat

di ﬁ ai n sistemnya, juga hal-hal
yﬂ' m lmmﬁfﬁgempakan bentuk
yang sudaqg&lﬂm Islam.* Jadi, menganggap
sepenuhnya bahwa pesantren merupakan warisan dari
kebucl:BjD@Jﬁiﬁlsltﬁk sepenuhnya dapat
dibenarkan, karna pada kenyataannya dalam dunia Islam

bentuk dan sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren
juga sudah ada.

Pondok pesantren dapat dimaknai sebagai lembaga
keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran
sertamengembangkan danmenyebarkan ilmuagama Islam.
Pondok pesantren merupakan suatu sistem atau lembaga
pendidikan Islam di Indonesia yang lahir jauh sebelum

46 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren......, him. 41.
47 Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan

Islam dalam Kurun Modern, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 20.

48 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren......, him. 41.
49 Karel A. Steenbrink, Pesantren..... hlm. 22-23.
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adanya sistem pendidikan lain di Indonesia.”” Metode
pengajaran yang lazim digunakan dalam sistem pesantren
adalah metode sorogan’ atau bandongan. Selain itu,
masih ada juga metode dalam bentuk diskusi yang disebut
dengan “kelas musyawaroh™ yang biasanya hanya diikuti
oleh santri senior.® Dalam “kelas musyawaroh™ tersebut
dibahas beberapa aspek dalam sebuah kitab yang telah
dibacakan oleh seorang guru atau kyai, diantaranya
gramatika bahasa dan kandungan isi yang termuat dalam
kitab yang bersangkutan.

Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga
pendidikan memiliki kekhasan tersendiri bila dibandingkan
dengan lembaga pendidiéafy’ yang lain seperti sekolah.
Dalam pesantren é‘d : suqzj unsur yang tidak akan

penting terhadap j a Dsistem  pembelajaran  di
pondf)l.( Pesantren. i ﬂ@}l pondok pesantren pasti
memiliki unsur-unsur tersebut, namun tentu antara satu

pesantr%NlWrEﬂ)sqﬂrﬂAqmaan sesuai

dengan Dbesar-kecilnya pesantren yang bersangkutan.

Unsur-unsur tersell&lmg ®

L Masjid,rmg'w§'1$rja i mulai dari shalat
jama’ah i aKtu, pcTiga) itdb dan kegiatan-

kegiatan lain. Masjid merupakan elemen yang tidak

50 Departemen Agama Republik Indonesia, Pondok Pesantren dan
Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003)., him. 9.

51 Metode sorogan adalah metode pengajaran secara individual
yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya secara bergantian. Dalam
metode ini, seorang murid mendatangi guru untuk membacakan beberapa baris
Qur’an atau kitab-kitab tertentu yang sebelumnya telah dibacakan oleh guru
yang bersangkutan. Metode ini biasanya diberikan kepada santri atau murid
baru yang masih memerlukan bimbingan secara individual. Lihat Zamakhsari
Dhofier, Tradisi Pesantren....,hlm. 53-54.

52 Metode bandongan seringkali disebut juga dengan metode weton.
Dalam metode ini sekelompok santri atau murid bertugas memperhatikan,
mendengarkan dan bila perlu mencatat apa yang dibaca, diterjemahkan dan
dijelaskan oleh seorang guru atau kyai pada kitab tertentu. Lihat Zamakhsari
Dhofier. Tradisi Pesantren.....hlm. 54.

53 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren.... hlm. 57-58.

54 [bid., hlm. 79-99.



dapat dipisahkan dari pesantren.

2. Pondok atau asrama, sebagai tempat tinggal santri
yang berada dalam lingkungan komplek pesantren.

3. Pengajaran kitab Islam klasik, yang merupakan
kegiatan inti pendidikan pesantren. Biasanya terdiri
dari pengajaran al-Qur’an dan kitab-kitab berbahasa
arab yang disesuaikan dengan tingkatan tertentu atau
jenis cabang ilmu yang dikuasai oleh kyai. Selain itu
diajarkan pula tata cara berwudhu, shalat dan ibadah-
ibadah lain serta beberapa amalan.

4. Santri, yang merupakan sekumpulan orang yang

enetap di pondok karena berasal
'aul{;ﬁ ari lokasi pondok, dan santri

kalong yangmer: ) murid-murid yang bersal dari
sekitar poﬁ#ﬂm ] 11

¢€h yang tidak perlu menginap di

AR
3 aly'yahg | pakan un prﬁpenting dari suatu

pondokls‘n_treﬂ\Mnya ia merupakan pendiri
pesantren a 1 pendiri pesantren yang
mf%éﬁﬁﬁléﬁrah pesantren.

Pola yang ada antara satu pesantren dengan
pesantren yang lainnya secara umum hampir sama, hal
itu didasarkan pada keberadaan unsur-unsur pesantren
di atas. Pola tersebut tetap bertahan hingga sampai akhir
abad XIX, dimana pesantren mulai berkembang karena
persinggungannya dengan sistem sekolah atau madrasah.
Persinggungan ini dan ditambah dengan berbagai
dinamika yang terjadi dalam dunia pesantren melahirkan
pola atau tipe-tipe baru pondok pesantren. Pondok
pesantren yang dahulu cukup dikenal dengan hanya satu

Jenis, kini memiliki beberapa tipe yang berbeda. Pondok

55 Departemen Agama Republik Indonesia, Pondok Pesantren...,

him. 14.
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pesantren diklasifikasikan menjadi beberapa tipe atau
jenis berdasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan bentuk dan jenis pendidikannya,
umumnya pesantren dikenal ke dalam dua kategori, yaitu
pesantren salaf/klasik/tradisional dan pesantren khalaf/
modern. Dua jenis pesantren itulah yang sekarang ini
masyhur dikenal dan sering dijadikan perbandingan
antara keduanya. Secara lebih spesifik. Ridlwan Nashir
mengklasifiksikan pesantren ke dalam lima jenis, yaitu:*
1. Pondok pesantren salaf/klasik, yaitu pondok pesantren

yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf
dengan metode sorogan dan bandongan, serta terdapat
pula sistem klaakaﬁl‘naﬁ?asa ) salaf.
2. Pondok pesan mn S bembang, yaitu pondok
dapat sistem pendidikan
sikal madrasah swasta

3. Pondok pesamﬁﬂj&fﬁbang yaitu pondok

pesantren seperti semi berkembang, hanya saja sudah

cbib_pEnho! B et Fomnya. yakoi
70% agamamcy umum, Di samping itu juga
diselenggara Tiga Menteri dengan
peran Y CINE

4. Pondok pesantren khalat/modern, yaitu seperti bentuk
pondok pesantren berkembang, hanya saja lebih
lengkap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya,
anatara lain diselenggarakannya sistem sekolah umum
dengan penambahan diniyah (praktek membaca kitab
salaf), perguruan tinggi baik umum maupun agama,
bentuk koperasi dan dilengkapi dengan takhasus
bahasa Aeab dan Inggris.

5. Pondok pesantren Ideal, yaitu sebagaimana bentuk
pondok pesantren modern hanya saja lembaga
pendidikan yang ada lebih lengkap. terutama pada

56 M. Ridlwan Nashir. Mencari Tipologi...... (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), hlm. 87.



bidang keterampilan. Keberadaan jenis pendidikan
tersebut disyaratkan tidak menggeser ciri khusus
kepesantrenannya yang masih relevan dengan
kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Selain itu, pengklasifikasian pesantren juga dapat
dilihat dari persentuhannya dengan sistem sekolah.
Berdasarkan persentuhan sistem pesantren dengan sistem
sekolah, pesantren dapat dikategorikan ke dalam empat
tipe, yaitu 1) pesantren yang sepenuhnya dilaksanakan
secara tradisional; 2) pesantren yang menyelenggarakan
pengajaran secara klasikal; 3) pesantren yang hanya
merupakan ast an santrinya belajar di luar

pesantren; diz_n saﬁ-’t en yang menyelenggarakan
sistem pondu@ ro sekaligus menyelenggarakan
sistem sekoldhat raisdh.

asifikasian di atas, banyak
1 melihat pesantren. Tipe atau
upakan generalisasi dari bentuk-
benty ngye $ ra ugsum, bisa jadi masih
tem at ‘tip ﬁR TA selain yang telah
dlsebutkan ﬁeMaSI semacam ini merupakan
hal y lumrah ne ,bl tu banyaknya pesantren
dcngalﬁ N%g g berbeda, mulai dari
segi fisik maupun isinya. Dari pemaparan sederhana
tentang pondok pesantren tersebut, maka perlu kiranya
dalam penelitian ini dijelaskan pondok pesantren seperti

apa yang akan menjadi objek penelitian, utama terkait
dengan pengklasifikasian pesantren di atas.

pola tersebut 7t

Mengingat begitu banyaknya jenis pesantren yang
ada sekarang ini, tentu menjadi hal yang cukup sulit jika
harus melihat semua jenis pesantren tersebut. Terlebih lagi,
dalam penelitian ini tidak semua unsur pesantren menjadi
objek penlitian. Penelitian yang akan dilakukan memiliki
fokus pada sinergitas antara pesantren dan madrasah.
Maka dalam penelitian ini tipe atau pola pesantren yang
akan menjadi objek penelitian adalah pesantren yang
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masih menggunakan sistem salaf, dimana di dalamnya
masih kental dengan nuansa asli pesantren yaitu pengajian
kitab kuning sebagai bentuk tafaquh fi ad-dien seorang
santri. Selain itu, dalam sistem pesantren tersebut terdapat
madrasah swasta atau negeri yang mengajarkan pendidikan
umum yang mengikuti pola SKB Tiga Menteri. yaitu
madrasah yang prosentase kurikulumnya 70% umum dan
30% agama.
. Madrasah
Dalam diskursus pendidikan Islam, istilah madrasah
merupakan satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan
¢ a sudah mengakar dan
g menunjukkan suatu
lama. Istilah tersebut
Basiyfa pengaruh Islam di
belahan dunia, te %asu am@ di Indonesia. Sebagai
negara mayoritas | musl#A\_Indonesia juga tidak lepas

dari penggunaan isfilgfy{nfddrashh untuk menunjukkan

sebuah lembaga pendidikan Islam. Namun demikian,

terdapa@N:iMER@ilqﬂﬁagl penyebutan
istilah madrasah dj_Indonesia jika dibandingkan dengan
penyebutan istilatsslahLAMt lain.

Jik NDW ﬁe jarahan madrasah
sebagai I:IIn aga pendidi g saIImA‘naka kita harus

kembali melihat sejarah masa lalu dimana kata madrasah
pertama kali dipakai untuk menunjukkan suatu lembaga
pendidikan, begitu juga perkembangannya. Memang
benar bahwa pendidikan Islam sudah dimulai sejak
lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW,
namun sistem yang digunakan masih sangat sederhana.
Pada awal masa Islam tersebut, masjid merupakan tempat
sentral untuk melakukan kegiatan dakwah dan pendidikan.
Sistem yang sangat sederhana tersebut terus berkembang
mengikuti dinamika yang ada. sampai muncullah istilah
madrasah untuk menunjukkan lembaga atau sistem
pendidikan Islam yang dipelopori pada masa Bani Saljuk.

dari pembahasan.
menjadi istilah kha
lembaga pendidikap sgj
ikut tersebar sei %g
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Pada abad pertengahan, Nizam al-Mulk yang
merupakan Wazir Bani Saljuk mendirikan madrasah
Nidzamiyah di Baghdad. Madrasah ini merupakan lembaga
pendidikan yang bertujuan menyebarkan pemikiran Sunni
untuk menghadapi tantangan pemikiran Syi“ah serta untuk
menyediakan pengajar-pengajar di kalangan Sunni. Pada
masa itu, bentuk dan sistem yang kemudian disebut dengan
madrasah ini menjadi trend yang hampir seluruh wilayah
Islam menggunakannya. Bentuk madrasah ini merupakan
hasil dari berbagai dinamika yang dilalui oleh sistem
pendidikan Islam yang dimulai dari masjid, masjid khan,

hingga kemu adrasah.”” Bentuk dan sistem
madrasah se endidikan Islam ini kemudian
juga sampai agsehingga istilah tersebut juga
berlaku di In un terdapat sedikit perbedaan
Dala durg pendidikan Islam, madrasah
menjadi istiw , nunjukkan suatu lembaga
pendidikan s I ”,~ imana di dalamnya terdapat
p wﬁ‘ ran yang cukup luas tanpa
mi{ htsu Eﬁ%\A&&da dengan sejarah
pendnd:kan(!%vlﬂl dlmana madrasah pada awal
i

berdirinya dikhususkan hanya sebagai tempat pendidikan
dan p"}‘] él;Aadrasah pada waktu itu

tidak diajarkan pengetahuan selain pengetahuan agama,
bahkan madrasah dianggap sebagai lawan atau bentuk
penolakan terhadap pendidikan umum. Hal inilah yang
membedakan antara madrasah dalam dunia pendidikan
Islam secara umum dan madrasah yang ada di Indonesia.
Madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah
seecara umum, sedangkan di Indonesia hanya ditujukan
untuk sekolah yang mengajarkan pengetahuan agama, dan
pada perkembangannya pada sekolah yang pengetahuan
agama menjadi dasar atau ciri khasnya.’®

57 Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah
Berbasis Pesantren, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005), him. 31.

58 Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren
Sekolah dan Madrasah, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001), him. 59.



(%)
(98]

Madrasah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) diartikan sebagai sekolah atau perguruan yang
berdasarkan agama Islam.’” Istilah madrasah pada
dasarnya berasal dari kata Arab yang memiliki arti sekolah
atau tempat belajar.”” Di Indonesia, madrasah dikenal
sebagai sekolah yang mempunyai ciri khas pendidikan
agama Islam, karena di dalam madrasah pendidikan agama
menjadi tuntutan utama pendidikannya. Di Indonesia,
madrasah tidak begitu saja lahir, ia merupakan hasil dari
dinamika yang terjadi dalam dunia pendidikan Islam di
Indonesia, terutama kaitannya dengan pesantren.

Sejarah kelahiran _dan perkembangan madrasah
di Indonesia tidfk

dengan menggu akan JAltend | klasikal.®'  Jika tidak

demikian, ia'me%%ﬂ@ﬁari interaksi seorang
terhadap dunia luar dan ketidakpuasan terhadap pola

pengajara i pesantren.
Upayagﬁpaxmgsu!mn ndonesia yang
telah mendapatkllSLngAM luar Indonesia untuk
melakukan m EL$ maln di Indonesia
diwujudkatl a @:Nl cj atirasah. Semangat
pembaharuan ini sedikit banyak disebabkan oleh
terjadinya pembaharuan di dunia Islam di timur tengah
pada waktu itu. Selain itu, umumnya madrasah juga lahir
sebagai respon terhadap kebijakan dan sistem pendidikan
pemerintah kolonial Belanda.®”

Pemakaian istilah madrasah di Indonesia pertama
kali digunakan oleh Abdullah Ahmad yang mendirikan

853.

59 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa....., him.

60 Haidar Putra Daulay, /istorisitas.... hal. 59. Lihat juga dalam M.

Ridlwan Nashir, Mencari Tipologi... him. 90.

61 M. Ridlwan Nashir, Mencari Tipologi... him. 90.
62 Ainurrofig Dawam dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah. .,

him. 34.



Madrasah Adabiyah. Madrasah ini merupakan madrasah
pertama yang menggunakan sistem klasikal yang ada
di Indonesia. Perjuangan pembaharuan pendidikan
Islam yang dilakukan oleh Abdullah Ahmad kemudian
diikuti oleh beberapa organisasi Islam seperti PERTI, Al
Irsyad, Muhammadiyah. Jami‘atul Washilah dan yang
lainnya. Masing-masing organisasi keagamaan dengan
tokohnya masing-masing mengembangkan madrasah
dengan corak yang tidak jauh berbeda di beberapa
daerah.® Bermunculannya madrasah di beberapa daerah
tersebut juga mengmsplraSI KH. Hasylm Asy’ari yang

dan ilmu bu 3 v n yang dilakukan di pondok
pesantren terlse banyak diikuti oleh banyak

pondok pesaf’lvlru Hjﬁifdzﬂt@l-daerah lain.

Pada awalnya, istilah madrasah memang identik
dWLMER&TAaSendidikan umum.
Namun pa I enAl va, madrasah cukup fleksibel
untuk menj;§<rﬂ'h pehdidikan umum ke dalam sistem
madreiN@@NE)@al mdaran akan pentingnya
pendidikan untuk mengarungi kehidupan di dunia,
selain pentingnya pendidikan agama untuk penghayatan
beribadah. Sampai saat ini, secara umum dikenal dua jenis
madrasah yang ada di Indonesia, yaitu madrasah diniyah
vang hanya mengajarkan pendidikan agama dan madrasah
dalam artian umum yang selain mengajarkan pengetahuan
agama juga mengajarkan pengetahuan umum. Pasca-
kemerdekaan Indonesia. madrasah jenis kedua ini
mendapat banyak perhatian dari pemerintah, terutama
dalam aspek kurikulum. Hal ini dilakukan utamanya untuk

memberikan pengakuan kesetaraan pada madrasah dengan
sekolah umum, sehingga lulusan madrasah memiliki hak

63 Lihat Karel A. Steenbrink, Pesantren...., him. 26-83.



yang sama seperti lulusan sekolah umum.

Bagi pesantren, lahirnya madrasah merupakan bukti
bahwa pesantren bukanlah merupakan lembaga pendidikan
yangantiterhadap perubahandan perkembangan. Madrasah
menjadi bukti bahwa pesantren memiliki fleksibilitas
dalam menanggapi perkembangan zaman. Pembaharuan
pesantren dengan melahirkan madrasah semakin menjadi
daya tarik bagi pesantren-pesantren yang belum memiliki
madrasah. Kecenderungan ini terus meluas hingga hampir
sebagian besar pesantren memiliki madrasah, atau setidak-
tidaknya satu madrasah untuk gabungan dari beberapa
pesantren. Meskipun__demikian, pada perkembangan
selanjutnya madrasa '%f'dﬁl("‘han a lahir dari pesantren.
Madrasah juga oh masyarakat yang

negeri pada madrazgf*ﬁf&gjﬁ@j ada ataupun mendirikan
madrasah negeri baru. Hal ini menyebabkan munculnya
banyakUN'W $II % umum yang
dikelola masyarakat. madras yang dikelola pemerintah
ataupun madrasa esantren

sah tersebut di
atas tidak mgm&gﬁm diamika yang

terjadi pada setiap masanya. Madrasah dalam hal ini
selalu menyesuaikan atau disesuaikan dengan kebutuhan
dan kondisi waktu tertentu. Mulai dari masuknya sedikit
demi sedikit pengetahuan umum dalam madrsah. sampai
dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga
Menteri tentang peningkatan kualitas madrasah sebagai
dasar penyetaraan madrasah dengan sekolah umum.
Banyaknya corak madrasah tersebut tentu akan
memberi sedikit hambatan pada proses penelitian yang
akan dilakukan dalam penelitian ini. Men-generalisir
bentuk dan corak madrash yang berbeda-beda ke dalam
satu jenis akan membuat kekayaan dan ciri khas yang ada



dalam madrasah banyak yang terabaikan. Oleh karenanya,
dalam penelitian ini pembahasan yang berkaitan dengan
madrasah secara umum dibatasi pada madrasah yang
berada dalam lingkup pondok pesantren atau berkait-paut
dengan pesantren. Selain karena posisinya yang berbeda
dengan madrasah-madrasah lainnya, madrasah dalam
lingkup pesantren ini memiliki dinamika tersendiri yang
unik bila dibandingkan dengan madrasah di luar lingkup
pesantren. Keberadaan pesantren dengan berbagai unsur
dan kulturnya tentu menjadi hal lain yang tidak dimiliki
oleh madrasah yang tndak berhubungan dengan pesantren.
Oleh karenapya A

ini dirasa m@milik{ nildi |lebih dibandingkan dengan
madrasah-m: ¥

3. Modernisasi P« i
Berbicalx
o)

kita sedang mer enpeh
ini berada padaipe semestinya. Kata modernisasi

ZEEUNWERSI”(;,Zigieiﬁdiiﬁgd‘éiiﬂl

terbaru atau T ?hl ‘”Ae g 1beg1tu modernisasi secara
sederhana dapat dimaknai sebagai suatu proses pencarian

tentang M@@ME&‘@“ sebuah masa yang

sedang dijalani.

Modernisasi juga dapat dipahami sebagai sebuah
sikap dan cara berfikir yang sesuai dengan tuntutan zaman,®
atau pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga
masyarakat untuk bisa hidup dengan tuntutan masa kini.®
Jadi, proses memasakinikan kehidupan tersebut tidak hanya
meliputi sikap atau bahkan sekedar gaya hidup, malainkan
juga meliputi pola pikir dan mentalitas untuk menyesuaikan
dengan perkembangan dan dinamisnya kehidupan.

Nurcholish Madjid memberikan sudut pandang lain

64 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Pusat Bahasa, edisi 1V, (Jakarta: PT Gramedia, 2008). him. 924.

65 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, Manifesio ......, him. 16.

66 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar. .., him. 924,



tentang modernisasi. la mensinonimkan makna modernisasi
dengan makna rasionalisasi, yaitu proses perombakan
pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan
menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja baru
yang rasional. Proses perombakan terebut dilakukan dengan
menggunakan penemuan-penemuan mutakhir manusia di
bidang ilmu pengetahuan.”” Berdasarkan pemahaman ini,
penggunaan rasio atau akal merupakan suatu yang mutlak
dalam sebuah proses menuju kehidupan modern.

Melihat sedikit definisi yang telah dipaparkan di atas,
modernisasi menghendaki adanya kemajuan berpikir dan

manusia. Satu hal yﬁ \'/‘ dat adalah bahwa dalam
beberapa deﬁmm tepzang der‘@asn di atas, tldak ada

modermsasu Moderrﬁaﬂjﬂ@jkan pada pembaharuan

pola berfikir dan tata kerja, bukan pada gaya hidup dan
s NIVERSITAS
Dikalangan; yarakat terjadi kerancauan istilah dan
pemaknaan antara g esternisasi. Substansi
dari westerni ¢ ﬁ Almemben makna
pada modermm nm §l engangap bahwa
westernisasi itulah yang merupakan suatu proses menuju
kemodernan, dengan meniru cara hidup dan gaya hidup,

tetapi melupakan pembaharuan terhadap pola berfikir dan
tata kerja.

Secara esensial antara modernisasi dan westernisasi
jelas berbeda. Dalam modernisasi tidak mencakup cara hidup
dan gaya hidup barat, sedangkan westernisasi bermakna
demikian. Westernisasi adalah suatu proses meniru,
mengadaptasi, bahkan mengambil alih gaya hidup barat

67 Nurcholish Madjid, /slam, Kemodernan. dan Keindonesiaan
(Bandung : Mizan , 1997), him. 172.



secara radikal, tanpa ada filterisasi terlebih dahulu.®® Hal
mendasar inilah yang seharusnya diperhatikan oleh setiap
orang ketika berbicara tentang memasakinikan kehidupan.
Karena pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang
mengatasnamakan tindakannya sebagai bentuk modernisasi,
namun sejatinya yang dilakukan adalah westernisasi atau
proses meniru dan menerapkan gaya kehidupan Barat.
Modernisasi tidak mesti menghilangkan identitas
kultural yang dimiliki. Berkaca pada modernisasi yang
dilakukan oleh Turki, yang secara radikal dan ekstrim
memaknai  modernisasi  dengan  westernisasi  mulai

dari hal-hal dengan agenda besar dan
serius yang ihatkafy [Turki tercerabut dari masa
lalunya.® Modlg @ dapat dilakukan dengan
berakar pada os|masa lalu, yang merupakan

masa lalunya aka#v

kemiskipan intele

UNL\(%R&!:TA&W bahwa proses
memasakinik an tidak mengharuskan kita
untuk meninggalkan khazanah keilmuan Islam masa lalu.
ModemilsN@@NE&sAharus didasarkan pada
khazanah masa lalu yang dimiliki oleh pendidikan Islam itu
sendiri, dan kemudian diikuti dengan proses rasionalisasi
terhadap apa saja yang dirasa relevan dengan kondisi yang
sedang berlangsung. Paradigma seperti inilah yang harus
ditanamkan dan dikuatkan dalam diri insan Indonesia, terlebih
lagi bagi insan pendidikan Islam Indonesia. Hal ini tentu saja
dapat dilakukan jika suatu bangsa memiliki optimisme dan
meyakini bahwa setiap bangsa mempunyai kemungkinan
untuk melakukan modernisasi sendiri tanpa harus meniru

M bangsa tersebut berada dalam

68 Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam; Studi Kritis dan
Refleksi Historis, (Yog yakana Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 198.

69 Yasmadi, Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholish Madjid
llg/;ulz.;(g;p Pendidikan Islam Tradisional, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), him.



atau mengikuti pola yang sudah ada dari bangsa lain. Karena
pada dasarnya, modernisasi dapat dilakukan oleh siapapun
dan dimanapun, tanpa ada batasan ruang dan waktu. 7
4. Sinergi Dalam Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
sinergi diartikan sebagai sebuah kegiatan atau operasi
gabungan.”!  Menururt Hampden-Turner sebagaimana
dikutip oleh Sulasmi, sinergi berasal dari kata syn-ergo, suatu
kata Yunani yang berarti kerjasama.”” Kata sinergi sering
digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan kerjasama atau
kolaborasi antara dua unsur atau lebih untuk menciptakan
suatu pola yang baru. Um a suatu proses kerjasama atau
sinergi ini ditujukan mtdﬁlmAe%ipt
dalam rangka mempe folek ﬁl an dalam bersaing.

kan suatu aktivitas baru

Stephen R. kan bahwa makna dari
sinergi lebih dari sek pdar kdfjhsamal Menurutnya, bersinergi
adalah menciptakan |stia lusiPatau gagasan yang lebih

baik dan inovatif @?ﬂjﬁiﬁ@&erjasama. Proses atau

kegiatan tersebut olehnya disebut dengan istilah “creative

cooperati@NlMERlsm@Aesama tersebut
akan melahirkan s [t:l yang, kreatif sebagai hasil dari
perkumpulan ide-i!g i Msing-masing anggota.
Hal ini men ebuah kerjasama
bukan hanyat(

juga untuk membangun interaksi yang dapat memacu daya
pikir masing-masing anggota hingga membentuk suatu
kreativitas kolektif.”®

Secara sederhana Covey mengartikan sinergi
dengan “keseluruhannya lebih besar dari pada jumlah

ebersamaan yang menjadi tujuannya, tetapi

70 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, Manifesto ......, him. 32.

71 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar:..., hlm. 1312.

72 Siti Sulasmi, “Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas
Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya Dalam
Membentuk Kualitas Sinergi™ Jurnal Ekuitas, Volume 13, Nomor 2, Periode
Juni 2009, him. 219.

73 Ibid., him. 220.



bagian-bagiannya™.” Pernyataan tersebut menggambarkan
sebuah interaksi, kerjasama, dan saling ketergantungan dari
beberapa anggota dimana hasil yang didapat akan lebih besar
dari pada jumlah hasil individu yang digabungkan menjadi
satu. Covey menggambarkan yang demikian tersebut dengan
1+1 tidak sama dengan 2, tetapi 1+1=3, 8, 100, dan bahkan
bisa lebih besar dari angka tersebut. Sejalan dengan Covey,
Husaini Usman memberikan gambaran tentang sinergi
dengan istilah “hasil bekerja bersama-sama lebih besar dari
pada bekerja sendiri-sendiri”. la memaparkan juga bahwa
sinergi haklkatnya hamp;r sama dengan koordmasn yaltu

secara terus-m Anencapai tujuan secara efektif
dan efisien.”
atan paling tinggi dari sebuah
. ara dua unsur atau lebih yang
> g arn dari sinergi sebagaimana
diangkapk gjg. hargai perbedaan,
Mgﬁrg‘f Aﬂ%kelemahan. Untuk
mencapai pad katap\ergebut, maka dalam proses sinergi
tersebut mensyaratkan adanya rasa saling percaya, rasa aman
dari sen"N@@NE&I)Am yang tulus.” Tanpa
adanya rasa saling percaya, rasa aman dan keterbukaan
tersebut maka akan sulit terjalin sinergi yang kreatif yang
menghasilkan energi membangun dan mengimbangi.
Ketiga syarat tersebut menjadi hal yang vital dalam
sebuah hubungan sinergi, karena dalam prosesnya sinergi
merupakan suatu relasi dialogik antara berbagai sumber
pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses
yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan.”

Sinergi
komunikasi atal

74 Stephen R. Covey, The 7 Habits Of Highly Effective People (7
ﬁ[ebmsaan Manusia yang Sangat Efektif), (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997),
m. 298
75 Husaini Usman, Manajemen: TeoriPraktik dan Riset Pendidikan,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 488-491.
76 Stephen R. Covey, The 7 Habits...., him. 299,
77 Siti Sulasmi, “Peran Variabel....... him. 224.
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Dari penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah
kesimpulan bahwa sinergi merupakan sebuah kegiatan
gabungan, kolaborasi, atau kerjasama yang dilakukan
oleh dua unsur atau lebih yang berbeda yang dilakukan
guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal atau tujuan
bersama yang bernilai tinggi. Sinergi mengisyaratkan sebuah
hasil yang jumlahnya lebih besar, lebih tinggi, atau lebih
berkualitas karena dikerjakan dalam lingkup yang kolektif
dan kreatif, dibandingkan dengan jumlah yang dihasilkan
dari masing-masing yang dikerjakan secara individual.

Dalam lingkup dunia pendidikan, sinergi ini dapat
dilakukan setidaknya dalam dua bentuk, yaitu sinergi

i" sdfll dengan yang lainnya.
epsS ang demikian itu telah
tertanam matang da@ﬂ%@ﬁ masyarakat. Terdapat
istilah pengetahuan agama dan pengetahuan umum sebagai
bukti ad i i ik tersebut.
Dalam ling uﬁ!ﬁ?b%ﬁgtﬁ;ﬁga anggapan
tersendiri bagi pesllSEE_dA sah sebagai lembaga
pendidikan yi @mﬁ - lam, dan sekolah
umum bagi m friea aint madrasah dan
pesantren. Hal ini tentu tidak dapat diabaikan begitu saja
seolah hal tersebut tidak ada.

Sinergi  keilmuan  dapat  dilakukan  dengan
mengintegrasikan dan men-salingterkait-kan pengetahuan
agama dan pengetahauan umum. Hal ini sudah mulai
diinisiasi oleh salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam
dengan menggunakan paradigma integrasi-interkoneksi.
Paradigma ini pada hakikatnya ingin menunjukkan bahwa
antara berbagai bidang keilmuan sebenarnya saling memiliki




keterkaitan dan saling melengkapi.”

Paradigma yang
demikian ini berusaha mengakomodasi “kesenjangan™ yang
nampak terjadi antara ilmu agama dan ilmu umum. Dengan
paradigma yang demikian ini, diharapkan pendidikan dapat
dilakukan secara komprehensif yang mengakomodasi dan
dan mengintegrasikan dua cabang keilmuan tersebut.
Sedangkan sinergi kelembagaan merupakan suatu
usaha mengintegrasikan dua atau lebih lembaga pendidikan
yang masing-masing dianggap memiliki kelebihan.
Dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki masing-masing
lembaga, kemudian dikolaborasikan menjadi satu untuk
dicarikan alternatit lebih baik untuk mewujudkan
pendidikan yangdebi rkuail as. Kolaborasi atau kerjasama
tersebut diupaygka 8 1@1 uk saling menjatuhkan atau
mencari ke]amclga an yang lainnya, tetapi untuk
memaksimalka%pot sing-masing  dalam  lingkup
sinergitas sehm o Sirmencetak generasi yang memiliki
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78 Waryani Fajar Riyanto, Inegrasi-interkoneksi Keilmuan UIN
Sunan Kalijaga; Sebuah Interpretasi dan Aplikasi. (Yogyakarta: UIN Sunan
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BAB 111
METODE PENELITIAN

Sebagaimana pengertian metode pada umumnya, metode
penelitian adalah cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang
meliputi kegiatan berfikir dan berbuat untuk mencapai tujuan penelitian
tertentu. Dalam metode penelitian pada umumnya menggambarkan
tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subyek penelitian /
sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data. Adapaun
penjelasan dari masing-masing komponen di atas adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian 9

ian kepustakaan (Library
Research), karena l.ﬁ.'\—""'i yang menggunakan
buku-buku sebagai sumbe .7" Selain dari buku, penelitian
kepustakaan (Library Reseaféh~—juga dapat menggunakan
literatur-literatur lain seﬁﬂw; artikel dan tulisan-tulisan
lain sebagai sumber datanya.®” Penelitian kepustakaan (Library

Research) dinMLM& Ri&l:mﬁq&huan ilmiah
yang tertuang dalam bigl]illliasﬂaxm dokumen-dokumen

tertentu.

Penelitian |N@@NE@ Reé¥garch) digunakan
untuk memacahkan problem yang bersifat konseptual-teoretis,
baik tentang tokoh pendidikan atau konsep pendidikan tertentu
seperti tujuan, metode, dan lingkungan pendidikan. Penelitian
kepustakaan seringkali juga disebut dengan penelitian literatur,
dimana penghimpunan data penelitiannya diambilkan dari
khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek
utama analisisnya.’! Setelah proses penghimpunan data selesai,
kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan analisis

. P
Jenis penelitian ini gda

79 Sutrisno Hadi, Merodologi research, (Yogyakarta: Andi Offset,
1990), him. 9.

80 Rusdi Pohan, Merodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta:
Ar-rijal Institut, 2007), hlm. 25.

81 /bid.. him. 20.
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untuk menginterpretasikan pemikiran-pemikiran tokoh yang
bersangkutan.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan historis-filosofis. Pendekatan historis atau sejarah
digunakan karena dalam penelitian ini aspek-aspek sejarah
digunakan sebagai dasar acuan untuk membuat alternatif konsep
pendidikan Islam Indonesia, atau dengan kata lain menggunakan
perspektif historis / sejarah sebagai acuan pemecahan sebuah
masalah. ¥

Dalam penelitian ini, pendekatan historis dilakukan
dengan cara melihg § SYj

sejarah dan dmam"_
lahir, berkembang la ks)§ sampai sekarang ini. Dalam
konteks ini utama
madrasah sebagai %epa - gag tangan dari pesantren dan

berbagai dinamaika: =T

aspek kesejarahanﬁjﬁjgﬁpiﬁ ftharapkan dapat menemukan
benang K!g an titik-titik celah
kelemahﬁN&%aﬁS‘l Arg;an atau masukan
konstruktif terhafswaﬂ santren ataupun dinamika
pesantren-madrasah di era yan akan datang.

Seda igunakan karena dalam
penelitian ini memerlukan pemlku'an dan pengkajian yang
mendalam untuk menemukan konsep tertentu. Pendekatan
filosofis digunakan untuk merumuskan secara jelas hakekat yang
mendasari konsep-konsep pemikiran.** Dalam penelitian ini,
pendekatan filosofis digunakan setelah dilakukan pendekatan
historis. Hasil analisis atau studi komparasi sebagai bagian dari
pendekatan historis yang telah dilakukan sebelumnya menjadi
bahan yang kemudian dianalisis kembali untuk menemukan
sebuah konsep baru berkaitan dengan situasi sekarang ini. Hasil
dari pemikiran yang mendalam atau pendekatan filosofis tersebut

82 Taufik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat: Lintas Historis Islam
di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 35.

83 Anton Baker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian
Filsafar, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 92.
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diharapkan mampu menemukan dan menjadi alternatif jawaban
atas berbagai kesenjangan dan persoalan yang lahir dari dunia
pesantren dan madrasah, termasuk juga persoalan-persoalan yang
meliputi dinamika pesantren-madrasah.
Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua,
yaitu:
Data primer, adalah data yang menjadi sumber utama dalam
penelitian ini. Tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan
pesantren, utama terkait kritik terhadap pesantren, modernisasi
pesantren, dan konsep-konsep tentang pesantren menjadi bahan
utama dalam penelitian inj-Adapun_buku-buku yang dijadikan

b. Dinamika Sistem Yasantren;  Suatu Kajlan

Tentang Unsur danﬁﬂﬂﬂﬁﬂ@] Pendidikan Pesantren.
Ditulis oleh Mastuhu pada tahun 1994 dan diterbitkan di

Jakartaollh)NlVERSlTAS

¢. Manajemen Madr1§ Ber Pesantren. Ditulis oleh
Ainurrafiqg Dawam rifin dan diterbitkan oleh
penerbit ListalN @NEt@Inm4 di Jakarta.

d. Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Protret Perjalanan. Ditulis
oleh Nurcholish Madjid dan diterbitkan di Jakarta Oleh Dian
Rakyat.

e. Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholish Madjid Terhadap
Pendidikan Islam Tradisional. Ditulis oleh Yasmadi pada
tahun 2002 dan diterbitkan di Jakarta oleh Ciputat Press.

f. Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren.

Ditulis oleh Ahmad Mutohar dan Nurul Anam di Jember

pada tahun 2013 dan diterbitkan oleh penerbit Pustaka

Pelajar Yogyakarta.

Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren

di Tengah Arus Perubahan. Ditulis oleh M. Ridlwan Nasir

4o
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pada tahun 2005 dan diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit

Pustaka Pelajar.
Data sekunder, adalah data pendukung sumber utama penelitian,
atau data pendukung data primer. Data sekunder ini diperoleh
dari literatur-literatur yang terabadikan dalam sebuah buku yang
relevan dan mendukung literatur sumber primer. Selain itu, data
sekunder ini juga diperoleh dari hasil interview dengan beberapa
tokoh yang kompeten dalam bidang yang berkaitan, utamanya
tentang modernisasi pesantren. Hasil interview ini digunakan
sebagai penguat terhadap data-data yang diperoleh dari literatur.
Adapun data sekunder yang diperoleh dari literatur di antaranya

a.

b. Hlstonsltasdanﬁ&k? ntren Sekolah dan Madrasah.
Ditulis oleh Hai zﬁrﬁﬂtra Daulay dan diterbitkan di
Yogq FWER E—rﬂa da tahun 2001.

c. Isla ﬁ)nesra enatap asa epan. Disunting oleh

Muntaha AZhII n ALMUH im Saleh, diterbitkan di

Jakanam Elgf bangan Pesantren dan
Masyaralkat a A

d. Gus Dur Penggerak Dinamisasi Pendidikan Pesantren;
Memperteguh Nilai-nilai Pesantren bagi Transformasi dan
Kosmopolitanisme Islam Nusantara . Ditulis oleh Rohani
Shidiq dan diterbitkan oleh Istana Publishing di Yogyakarta
pada tahun 2015.

¢. Menggerakkan Tradisi. Ditulis oleh KH. Abdurrahman
Wahid dengan editor Hairus Salim H.S.. diterbitkan oleh
penerbit LKiS Yogyakarta pada tahun 2010 dan merupakan
cetakan yang ketiga.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi
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merupakan metode pengumpulan data dengan jalan menganalisis
data yang dibutuhkan, yaitu berupa sumber-sumber data
dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan tema
penelitian.®
penelitian, peneliti bermaksud menopang data-data literatur
tersebut dengan interview terstruktur maupun tidak terstruktur
dengan beberapa tokoh — utamanya tokoh pesantren — untuk
menghasilkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan lebih
kuat.

Analisis Data

Selain itu untuk lebih memperkaya wawasan

Langkah selanjutnya setelah data-data terkumpul adalah
menganalisis data-data tersgbut. Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adadal® anz'l\f‘ls% isi (content analysis),
yaitu suatu upaya yang élla an m rangka melihat dan
menganalisis sejarah dim an pesantren dengan
berbagaidinamikanyasa mas(g sckarang. Upayatersebut
kemudian dilanjutkan PAdelikal dan mengidentifikasi
tuntutan-tuntutan pend1 JM@I kemudian dianalisis
dengan berdasarkan dan mengacu pada nilai-nilai luhur yang

telah tumbuhUNI:WlEcFQerlaq? i/hedadiren. Metode
analisis isi (content an E%;i merup'lk n analisis ilmiah yang

menekankan pada isi a angun secara objektif
dan sistematis. IND@N n proses analisis
akan menghasilkan pemahaman yang men alam serta objektif
utamanya tentang konsep pendidikan ideal yang mampu

mengakomodasi kemodernan dan status seorang muslim sebagai
hamba yang mempercayai dimensi rohani dalam kehidupannya.

Adapun pola berfikir yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah pola berfikir deduktif, yaitu cara menarik
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-
hal yang bersifat khusus.* Hal-hal yang bersifat umum berupa
gagasan, pemikiran, dan teori-teori yang sudah ada berkaitan
dengan dunia kepesantrenan dan kemadrasahan, sedangkan

84 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Prakiek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), him. 236.

85 Moh. Ali, Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Strategi,
(Bandung: Bumi Aksara, 1987), him. 16.
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hal-hal yang bersifat khusus adalah hasil analisis yang sudah
mengarah pada konsep ideal pendidikan Islam di era modern.
Gagasan dan pemikiran tentang modernisasi pesantren yang
didengungkan oleh berbagai kalangan pada era orde baru
menjadi landasan dan titik awal analisis, kemudian dilanjutkan
dengan identifikasi secara mendalam kebutuhan dan tuntutan
serta kondisi pendidikan Islam masa kini. Dari situlah kemudian
akan berusaha dicari format ideal pendidika Islam di era modern
yang komprehensif, bukan pendidikan Islam yang parsial,
pendidikan Islam yang mampu dengan sesungguhnya untuk
mengembangkan dua dimensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu
dimensi jasmani dag'dimensigohani.
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UNIVERSITAS
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BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pesantren dan Dinamika Modernisasinya
Sejarah Islam Indonesia telah dimulai sejak Islam pertama
kali masuk di Indonesia pada abad ke 7M/1H.* meskipun diyakini
bahwa Islam secara massif berkembang di Indonesia baru dimulai
pada abad ke 12-13 M. Perkembangan Islam yang pesat tersebut
terutama setelah adanya peran Wallsongo dalam penyebaran
—tan Perkembangan Islam
tersebut dltandal dengan gema n ményebar-luasnya pengaruh
Islam di daerah-daerah ﬁ \/J 810nes:a Dalam jangka
waktu yang realtif singkat; dai#&s fa cara yang relatif santun
—~bukan melalui penakluk i slam mampu menyebar
secara luas dan sekaligus3 n agama yang telah ada

sebelumnya. Banyak féﬁﬂJMMempenuaruhl pesatnya

penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia tersebut, salah

satunya adalalLMM E%:"yﬁﬁ&ukan dengan
cara yang santun, tanpa sakmya yang ada."’
Menyebarnya I!§LLEH Ihdonesia secara tidak
langsung merupall@NE@elﬂdldlkan Islam di
Indonesia. Parapembawa agama Islam yang umumnya merupakan
pedagang pertama-tama memperlihatkan perilaku yang dapat
dijadikan teladan sehingga masyarakat tertarik untuk meniru
dan kemudian keluar rasa ingin tahu dalam diri mereka. Proses
ini berlanjut pada tahap pengajaran yang sangat terbatas secara
personal atau kelompok, yang dilakukan kapan saja dan dimana
saja selama ada kesempatan untuk menyampaikan isi ajaran

agama Islam. Tahap ini berdampak positif pada kepercayaan
dan hubungan yang semakin erat antara para penganjur agama

86 Zuhairini, Dkk., Sejarah Pendidikan Islam, cet. 1X, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2009), hlm. 133.

87 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. cet. 1V,
(Mutiara Sumber widya, 1995), him. 14-16.
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dan masyarakat setempat. Pada gilirannya, masyarakat yang
sudah menaruh kepercayaan pada kapasitas keilmuan penganjur
agama tersebut merasa perlu untuk memberikan pengetahuan
agama kepada anak-anaknya dan mempercayakannya pada para
penganjur agama tersebut.®

Sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat yang
tertarik dengan Islam, semakin banyak pula orang-orang yang
mempercayakan anak-anaknya untuk mendapat bimbingan
dan pengajaran pengetahuan agama kepada para penganjur
agama yang terpercaya tersebut. Di satu sisi, berjalannya proses
pengajaran ini juga merupakan cara tersendiri bagi penyebaran
\ Banyaknya masyarakat yang
mendapatkan pengetahuan

jid atau langgar juga menjadi
a_itu. Pada perkembangannya,
dikarenakan banyakn ". anak’yang hendak belajar yang bahkan

berasal dari E ll is éﬂcéar atau masjid
yang sua&h)llﬂér\z Fis ‘Dﬂ. pondokan sebagai
tempat tinggal sanf%ar_bﬂal\d)‘nu Sistem pendidikan Islam

yang demikian inilah yang merupakan embrio lahirnya lembaga
pendidikan I N@@NE&Ade%an istilah pondok
pesantren.®

Secara sistem dan bentuk fisik, pesantren pada masa awal
pertumbuhannya ini sangat sederhana. Berjalannya pesantren
pada waktu itu hampir tanpa perencanaan yang matang, mengalir
begitu saja dengan sedikit improvisasi sekenanya. Hal ini dapat
dilihat dari berbagai kegiatan yang berjalan di pesantren, yang
salah satunya tercermin dalam pemahaman tentang waktu.
Penggunaan pengertian waktu yang dipakai dalam lingkungan
pesantren berbeda dengan pengertian waktu masyarakat secara
umum. Umumnya pesantren menggunakan dimensi waktunya
berdasarkan pada jadwal shalat fardlu. Hampir pada setiap

88 Zuhairini, DKk., Sejarah. ..., him. 209-211.
89 Ibid., him. 212.
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kegiatan pesantren, dimensi waktu yang digunakan adalah
berdasarkan jadwal shalat. Ini menjadi keunikan tersendiri
dalam dunia pesantren. yang oleh KH. Abdurrahman Wahid
diklasifikasikan sebagai salah satu prasyarat sebagai sebuah
subkultur.”

Secara fisik, pesantren juga dapat dikatakan tidak memiliki
perencanaan yang matang. Bahkan santri-santri yang ingin
menetap untuk belajarlah yang membangun sendiri pondokan
sebagai tempat tinggal selama mereka belajar. Biasanya,
pondokan ini letaknya berdekatan dengan masjid sebagai sentral
kegiatan santri, terutama untuk shalat jamaah. Antara pondokan
dan masjid diberi batu-batu sebagai penghubung antara dua
bangunan tersebut agar smri%‘aﬁt{’i‘y o hendak ke masjid dari

Pondok pesantren cse8 paga pendidikan Islam
merupakan tempat pengajagan a ii Jur aﬂ jan pengetahuan agama.
miempat mencetak kader-kader

pendakwah atau muballn%@]@ntnya mempunyai tugas

menyebarkan Islam ke daerah tertentu. Keberadaan lembaga
pendidikan yaUNfVEaR@ Sm ini sangat
penting dalam rangka memperluas pengaruh Islam di Indonesia.
Keberadaannya diangg g tombak penyebaran
Islam di wilayah H St tara tahun 1200
dan 1600.” Pada !:7 ri mm m secara massif
menyebar luas di Indonesia.

Embrio lembaga pendidikan pesantren diyakini sudah
ada sejak Islam menyebar cukup luas di wilayah Indonesia.
Akan tetapi, kapan lembaga pendidikan Islam ini secara resmi

berdiri belum dapat dipastikan dan masih debatable. Terdapat
beberapa pendapat yang menyebutkan tentang awal mula sejarah

90 Abdurrahman Wahid, “Pesantren Sebagai Subkultur”, dalam
Abdurrahman Wahid, Dkk., Pesantren dan Pembaharuan, (Jakarta: LP3ES,
1995), hlm. 48.

91 Marwan Saridjo, Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia,
(Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), him. 29.

92 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup
Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta:
LP3ES, 2011), him. 62.
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lahirnya lembaga pendidikan ini. Masing-masing mempunyai
argumentasi yang menguatkan, sehingga untuk memastikannya
masih butuh penelitian lebih lanjut lagi. tentunya bila hal tersebut
masih memungkinkan.

Secara umum, pendapat yang paling sering digunakan
untuk menunjukkan awal mula berdirinya pesantren adalah
pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren pertama Kali
berdiri pada masa Walisongo. Sunan Gresik atau Maulana Malik
Ibrahim yang merupakan wali tertua dalam jajaran Walisongo
dianggap sebagai peletak dasar sendi-sendi pesantren. Sedangkan
wali yang bertindak sebagai pembina pesantren pertama adalah
Sunan Ampel atau ahm 2

=]

s

Tujuan didi igar@sﬂl ren pada waktu itu tidak lain

adalah sebagai tempat engan calon-calon muballigh

id
penyebar Islam. S gla ~¢alon muballigh tersebut dirasa
. Cper . . wn
siap dan memiliki gml yang cukup, maka mereka akan
ditugaskan menyeb slafiy K@ daerah tertentu. Jika melihat
pada tujuan didirikant

n pada awal pertumbuhannya
dan bukﬁ W, v i m r di Indonesia pada
masa Wakisongd, Ma n Sjy o ebutkan pesantren

pertama kali be'cswdﬂ\w walisongo tersebut dapat

dibenarkan. Pendapat tersebut menunjukkan adanya korelasi
antara tujuall Né@NEtS lAan menyebarnya Islam
secara massif di Indonesia. Sebagai bukti, pada periode antara
tahun 1570-1630 sebagaimana digambarkan oleh Anthony Reid,
merupakan periode islamisasi paling kuat di Nusantara.” Hal
tersebut bisa jadi merupakan buah dari lembaga pesantren yang
didirikan walisongo sebagai ujung tombak penyebaran agama
Islam.

Penyebaran  Islam dan perkembangan pesantren
semakin pesat setelah para penyebar agama Islam mendapat
dukungan dari penguasa. Dukungan oleh raja yang berkuasa

93 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi
Menuju Demokratisasi Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 9.

94 Zamakhsari Dhofier, 7radisi Pesantren; Memadu Modernitas
untuk Kemajuan Bangsa, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), hlm.
21.
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ini memudahkan langkah para penyebar agama Islam untuk
menarik masyarakat memeluk Islam, dan secara tidak langsung
menjadikan pesantren semakin ramai dan bertambah jumlahnya.
Dukungan dari raja yang sedang berkuasa tersebut salah satunya
dapat dilihat dari diberikannya tanah perdikan kepada para
penyebar agama Islam untuk kepentingan dakwah Islam. Tanah
perdikan tersebut pada umumnya dijadikan tempat didirikannya
pesantren sebagai tempat pengajaran dan pendalaman agama
Islam. Oleh karenanya, perkembangan pesantren menjadi cukup
pesat dan Islam semakin menyebar luas. Bahkan pada periode
kekuasaan kerajaan Mataram, terutama pada masa pemerintahan
Sultan Agung, dapat dikatakan sebagai zaman keemasan bagi
perkembangan pesantre (gaf'§'p@rfg‘aja an Islam berkat adanya
dukungan dari penguasa. |t

Pada masa kepe
Islam mendapatkan mo

S@ an Agung, Pendidikan
emafiya. Hal ini ditunjukkan
dengan perkembangan ke Jaan pespntren yang sangat pesat
dengan pertambahan lemba =>flencapal 300 pesantren.
Jumlah tersebut tentu saja tldak bisa dianggap sebagai angka
yang keCIlme g EB 3 h@rmasuk dalam
periode-periode awal Islam. Selain dari JA$kelembagaan
yang bertambah begitu :I|§ emasan pesantren pada
masa Sultan Agu mﬁﬁ$f sikap pemerintah
pada waktu itu y]ml emperhltungkan
orang-orang pesantren. Sikap tersebut tampak dari kebijakan
pemerintah yang mengambil kyai-kyai pesantren sebagai

penasehat serta perlakuan terhadap kyai-kyai tersebut dengan
sangat baik.”

Dinamika yang dialami pesantren pada masa ini lebih
cenderung pada proses penguatan eksistensi dan penguatan
perannya sebagai ujung tombak dakwah Islam. Pesantren
pengalami perkembangan yang cukup pesat. terutama berkat
dukungan yang diperoleh dari para penguasa. Pesantren pada masa

95 Marwan Saridjo, Sejarah Pondok... him. 39-40.

96 Abdurrahman Mas’ud, “Sejarah dan Budaya Pesantren”, dalam
Ismail, Dkk. (ed), Dinamika Pesantren dan Madrasah (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2002). hlm. 12.
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ini menjadi lembaga pendidikan Islam yang banyak diminati oleh
masyarakat dan kebanyakan berada di pusat-pusat kota. Keadaan
yang demikian ini berubah drastis ketika penjajah mulai masuk
di wilayah Nusantara. Pesantren yang semula menjadi lembaga
pendidikan yang paling dikenal dan diminati masyarakat serta
berada di pusat-pusat kota menjadi lembaga pendidikan yang
terpinggirkan dan berada di desa-desa pedalaman. Perannya yang
dahulu sebagai ujung tombak dakwah Islam perlahan berkembang
dan berubah menjadi tombak perjuangan masyarakat.
Perkembangan pesantren yang pesat terutama pada masa
kerajaan mataram tersebut membuat Belanda merasa khawatir.

perkembangan pesat
[slam yang ada di’ ;am P '
dibinasakan.”” Bararg rsebut pula yané membuat

pesantr %R‘ksj at-pusat kota atau
kabupatumly m ﬁ. ikan diri di daerah-

daerah pedalamml snu] AMan agar pesantren-pesantren

ini jauh dari jangkauan dané gawasan Belanda, dan dengan
demikian dlm t Ada umumnya dengan
normal.

Dari sisi perkembangan kelembagaannya, perpindahan
kekuasaan dari Mataram kepada kolonial belanda berdampak
cukup besar. Perkembangan pesantren yang dulunya sangat pesat
perlahan mulai menurun dan terhambat ketika kolonial Belanda
masuk ke Indonesia untuk menjajah. Pemerintah kolonial
mencurigai dan khawatir terhadap pesantren sebagai lembaga
pendidikan Islam yang dianggap menjadi institusi dan pusat untuk
melatih para militan yang dipersiapkan untuk melawan penjajah.”
Namun demikian, meski secara kelembagaan datangnya kolonial

97 Marwan Saridjo, Sejarah Pondok........, hlm. 41.
98 Abdurrahman Mas’ud, Dari Haramain ke Nusantara: Jejak
gge/el\nml Arsitek Pesantren, (Jakana Kencana Prenada Media, 2006), hlm.
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Belanda ke Indonesia menghambat perkembangan pesantren,
dari sisi minat masyarakat justru pesantren semakin digandrungi.
Hal tersebut tidak lain karena pada era kolonial, hanya
pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mampu diakses
oleh masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan
pendidikan buatan kolonial umumnya hanya dapat diakses oleh
sebagian kecil masyarakat pribumi, terutama yang berasal dari
kaum bangsawan.

Di zaman kolonial ini, eksistensi dan kondisi pesantren
berbanding terbalik dengan kondisinya di periode sebelumnya,
baik pada periode Wali maupun pada periode kejayaan kerajaan
a enode Wall atau perlode

institusi yang penting daj 1kzm oleh pemermtah pada
masa kolonial posisi pesa ’ a% karena menjadi oposisi
terhadap pemerintah koloptal. P diambil oleh kalangan

menjadi alasan bagi r;f:re@i&ﬂfMﬁ@jjsolasikan diri ke ten’:lpat-

tempat terpencil. Pilihan tersebut pada gilirannya memunculkan
stigma negatifjte W’ER@Wﬁ embaga yang
asing dan terbelakang k ena kebanyakan berada di daerah-
daerah yang terpencil.

Dinamika m@ j agaan pesantren
pada masa kolonial tida enti sampai disitu saja. Pemerintah

kolonial pada waktu itu sempat mengusahakan satu jenis
pendidikan yang berdasarkan masyarakat pribumi murni secara
teratur dan disesuaikan dengan masyarakat desa. Usaha tersebut
tentu memiliki hubungan dengan pendidikan Islam pesantren
yang memang pada waktu itu ada di masyarakat pribumi. Usaha
pemerintah kolonial tersebut didasarkan pada kebijakan politik
pendidikan Belanda yang harus menghormati pribumi dalam
masyarakat dan keagamaan. Namun pada akhirnya, usaha
untuk menyediakan jenis pendidikan berdasarkan masyarakat
pribumi tersebut urung terlaksana. J.A. Van Der Chijs yang
diangkat sebagai Inspektur Pendidikan Belanda dengan keras
menolak penyesuaian pendidikan Islam yang ada meskipun ia
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setuju dengan tetap mempertimbangkan masyarakat pribumi.
Penolakan tersebut didasarkan pada alasan teknis dimana
ia menganggap terdapat kebiasaan yang jelek dalam sistem
pendidikan masyarakat pribumi (pesantren).” Kebiasaan jelek
tersebut terutama dalam hal metode membaca teks Arab yang
hanya dihatal tanpa pengertian. Tradisi didaktis pendidikan
yang ada pada masyarakat pribumi tersebut dirasa tidak dapat
dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk mengembangkan suatu
sistem pendidikan umum.'®

Selain karena alasan teknis, pada dasarnya penolakan
terhadap pelibatan institusi pendidikan masyarakat pribumi
(pesantren) dalam sig elanda tersebut juga sangat
besar dipengaruhi o 3\ alasa amaan Pemermtah kolonial

kolonial pada akhlrnifé’ ikan sckolah desa (gubernemen)
dan pesa%iyﬁﬁ Ssﬁ Sya sendiri untuk
mengemb d é! tersebut, menurut
Saridjo, merupakarl gl_u pertama kali menyebabkan
terjadinya dualisme dalam snstem endidikan di Indonesia.'"!
Kebij g‘Apkan oleh pemerintah
kolonial pada masa-masa berlkutnya secara umum cenderung
membatasi ruang gerak lembaga pendidikan Islam (pesantren)
sehingga perkembangannya pada masa ini hampir tidak terlihat,
baik dari segi kelembagaan maupun segi didaktis pendidikannya.
Diantara kebijakan pendidikan pemerintah kolonial tersebut
adalah adanya ordonansi untuk membatasi proses pendidikan
agama. Melalui ordonansi tersebut, pemerintah kolonial
mewajibkan bagi siapa saja yang hendak memberikan pelajaran

99 Marwan Saridjo, Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan
Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, (Bogor: Al Manar
Press, 2011), him. 48-49.

100 Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan
Islam dalam Kurun Modern, (Jakarta: LP3ES, 1994), him. 3.

101 Marwan Saridjo, Pendidikan Islam..., him. 52.



agama harus memiliki izin dari pemerintah kolonial.'”?

Meski dari sisi eksistensi pesantren tidak mengalami
perkembangan yang pesat, namun secara substansional pesantren
terus mengalami dinamika-dinamika modernisasi di dalam sistem
pendidikannya. Pesantren yang pada mulanya merupakan lembaga
pendidikan Islam yang hanya mengajarkan pengetahuan agama
dengan metode tradisionalnya (umunya sorogan dan wetonan)
serta dengan kelengkapan pembelajaran yang serba terbatas
secara perlahan terpengaruhi dan merasa perlu untuk mengadakan
penyesuaian-penyesuaian. Dalam bahasa Steenbrink, sikap yang
ditampilkan oleh kalangan pesantren tersebut digambarkan
dengan kalimat “menolak_dan mencontoh™.'” Sikap tersebut
menunjukkan bahwa mes Mkﬁﬂ'ﬁgﬁﬂ Pg; antren pengambil posisi
sebagai oposisi yang en igan ] lcn) promi dan kooperatif
dengan pemerintah kolon g LU a% ilam urusan pend1d|kan
namun pada saat yang 2 ma
model pendidikan yang 51'&[ '

sebagai contoh bagi penowmg}@lﬂldlkan di pesantren.

Umumnya, langkah yang diambil kalangan pesantren

tersebut dmn@N'é@éER)SWA@yamgr atau
mengimbangi perkemb n p ikan dengan model yang
ditawarkan oleh pementg AMOkah tersebut ditandai
dengan lahirnya IW?$'ﬁnbelajaran baru
dalam lingkungan pesantren; yaitu déhgan menggunakan sistem
klasikal serta dimasukkannya beberapa materi pembelajaran baru
yang tidak lazim dalam sistem pendidikan pesantren sebelumnya

seperti membaca, menulis huruf latin, ilmu bumi dan yang
lainnya.

Keputusanuntuk menirumodel pendidikanyangditerapkan
oleh pemerintah kolonial ini dalam diskursus sejarah pendidikan
Islam dianggap sebagai sebuah pembaharuan terhadap sistem
pendidikan pesantren. Dengan adanya pendidikan sebagaimana
yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, maka pesantren dari
segi didaktis pengajaran telah mengalami perkembangan. Meski

102 /bid., him. 54.
103 Karel A. Steenbrink, Pesantren..., him. 65.
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demikian, pembaharuan yang terjadi dalam sistem pendidikan
pesantren ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kebijakan
pemerintah kolonial, melainkan juga didukung dan dipengaruhi
oleh gerakan pembaharuan pendidikan sebagai hasil dari kontak
dengan gerakan pembaharuan di timur tengah.'

Sementara dinamika dan perkembangan pesantren dari sisi
kelembagaan dan kuantitas terbatas karena kebijakan-kebijakan
pemerintah kolonial, perkembangan dan pembaharuan dari sisi
didaktis pengajaran terus menyesuaikan dengan keadaan yang
melingkupi. Hal tersebut juga tetap terjadi meski terjadi pergantian
tampuk kekuasaan dari kolonial Belanda ke tangan Jepang.
Kebijakan pemerintdh Uepang ségara umum juga tidak dapat
sit% bagi dinamika perkembangan
pada umumnya. Meski demikian,
secara lebih khusus p¢mcrjifa Jang menunjukkan sikap yang
berbeda dalam hal pérlak ten%dap komunitas muslim yang
ada di Indonesia. Ini dapa il @%ﬁrutama dari usaha pemerintah
Jepang mendirian sebagai kantor urusan Agama,

meski temnvaSIﬂwmgjrsebut Shumubu
inilah ya Kemudi ri h'kémerdekaan menjadi cikal
bakal dibentuknyelsclﬁﬂm:mama (Depag) yang salah
satu tanggung jawabnya ad mengelola pendidikan Islam di
Indonesia, tefmmiéw% grlA1

Pasca-kemerdekaan Indonesia, posisi dan eksistensi
pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak serta merta
mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Dari berbagai
literatur yang ada menyebutkan bahwa secara umum fokus
pemerintah dalam bidang pendidikan pada waktu itu bukanlah
pada pesantren, melainkan lebih umum pada penataan sistem
pendidikan secara nasional. Tidak diperhatikannya pesantren pada
waktu itu juga dapat dibuktikan dari peraturan-peraturan yang
terbit pada masa itu. Bahkan, pembahasan mengenai pendidikan

agama di sekolah hanya merupakan pembahasan kecil yang tidak
terlalumenjadi topik utama. Pembahasan dengan topik pendidikan

104 Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta:
Logos Wacana [Imu, 1999), him. 82.
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agama menunjukkan dengan agak jelas bahwa pendidikan agama,
meskipun tidak ada niatan untuk meninggalkan, namun dalam
prakteknya prosentase pembahasannya terlalu sedikit.'”
Perhatian terhadap pendidikan agama pasca-kemerdekaan
sebenaranya telah ada walaupun tidak begitu terlihat dan hanya
menarget pada pendidikan agama di sekolah yang umumnya
adalah model warisan Belanda. Perhatian tersebut dapat dilihat
dari amanat penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah Negeri
dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Jo No. 12 Tahun 1954.
Sayangnya meski telah diamanatkan dalam Undang-Undang,
implementasi pengajaran agama di sekolah tersebut masih berupa
opsional dengan memberikan kebebasan bagi pesarta didik

Perguruan Tinggi melahuﬂ}gﬁ’%ﬂj@’& No. Il Tahun 1960.'%

Tidak dibahas dan diperhatikannya pesantren dan

mdiasa st I AT O cmerdeka
dapat ditelusuri dari lébagal keb Uatan yang dikeluarkan
pemerintah pada waktu ng No. 4 Tahun 1950

yang dianggap !mpmﬁ$1étem pendidikan
nasional yang perfama  yang sar tidak menyebutkan
pesantren dan madrasah di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan
bahwa pesantren dan madrasah dianggap berada di luar sistem
pendidikan nasional, sehingga sejak saat itu pula muncullah

sikap diskriminatif terhadap dua lembaga tersebut. Sebagian
menganggap bahwa terma yang dipakai dalam undang-undang

tersebut memang tidak secara eksplisit menunjukkan pesantren
atau madrasah karena dianggap akan cukup dengan menggunakan
terma sekolah agama saja.'” Apapun itu, sudah pasti konsidi
yang melingkupi pada masa itu sangat mempengaruhi kebijakan-

105 Marwan Saridjo, Pendidikan Islam.... hlm. 64.
106 /bid., hlm. 71-72.
107 Ihid., him. 73.
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kebijakan yang diambil. Mengingat juga bahwa dalam kurun
waktu tersebut, pemerintahan Indonesia masih baru beberapa
tahun terbentuk dan sangat mungkin masih dalam pencarian
format terbaiknya.

Jika dicermati dengan teliti, fokus pembahasan tentang
pesantren dari pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan terjadi
kontradiksi dan cenderung menguap pembahasannya. Hal ini
terjadi disinyalir karena adanya beberapa kemungkinan, yaitu 1)
pemerintah lebih fokus terhadap keberlanjutan program sekolah
warisan Belanda untuk mengakomodir lebih banyak warga negara
sehingga pembahasan tentang pesantren cenderung meredup; 2)
pesantren telah terlal Jusuwwog i atau mengisolasi diri sejak
akan, atau setldak-tldaknya

pesantren diangga d . entasﬂ(an oleh Iembaga yan
ggap %1 g
kelembagaan mirip dengan

sekolah

Pasca- kemerdzé‘&a’%f ﬂrjl.%ama menjelang akhir orde
lama da N,IY S!)afa ikan Islam yang
mengemu m n a adrasah termasuk
yang menjadi obllgli_buﬁrM]g menyangkut pendidikan

[slam. Sedanﬁi:ﬁembwaraan §tan0 pesantren pada masa-
masa terseb |r tidak dapat dilihat

hasilnya. Terabaikannya pembahasan pesantren di tingkat
kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan keadaan yang
terjadi di lapangan. Pesantren-pesantren yang ada di Indonesia

Justru mengalami perkembangan baik secara kelembagaan

maupun dalam hal sistem pembelajarannya. Pesantren-pesantren
melakukan berbagai penyesuaian dengan tuntutan-tuntutan yang
ada, termasuk gelombang besar lahirnya madrasah dari pesanten-
pesantren demi mendapatkan pengakuan resmi dan mendapatkan
bantuan dari pemerintah.'’®

Dorongan yang besar bagi pesantren untuk membuka
model pendidikan baru serta tuntutan realitas perkembangan
masyarakat menjadikan pesantren secara dilematis harus

108 Karel A. Steenbrink. Pesantren..., him. 76.
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menerima kedatangan madrasah. Dilema yang dihadapi
tersebut secara umum antara mempertahankan identitas kultural
pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang concern pada
proses tafagquh fi al-din dan kekhawatiran akan terabaikan oleh
masyarakat jika tidak membuka model pendidikan baru yang
menyediakan ijazah. Karenanya, pada tahun 70-an gelombang
besar kelahiran madrasah dari dalam sistem pesantren menjadi
tidak terelakan. Usaha untuk mendirikan madrasah dalam suatu
pesantren menjadi trend yang umum di kalangan pesantren.

Atas dasar tersebut, pembahasan dan pembuatan kebijakan
yang berkaitan dengan pesantren oleh pemerintah waktu itu
hampir-hampir tidak dapat dijumpai sama sekali. Perhatian dan
pembuatan kebijakan tent g'lﬁlad}ﬁéab mumnya telah diangg
mewakili atau merepres é_,[nt atian dan kepedullan
terhadap lembaga pesa e baghasan serta pembuatan
kebijakan-kebijakan terkf n 1Pddrasah pada waktu itu
cukup ramai. Hal terseb kaﬁ juga merupakan upaya

untuk menyaingi atau s nya menyamai kualitas
y y y

pendidikan umum, mengmoat keadaan madrasah pada waktu
itu masih me I at kebijakan,
pembicaraan ::g?awn!m %ﬁ%!m{alagn masyarakat,
terutama mereka yano pendukun0 ' sistem
pendidikan pesa ﬁ\E‘ memperjuangkan
kesetaraan madraMth pakda omtbang protes yang
dilayangkan oleh kelompok ini ketika dlkelualkan Kepres No. 34

Tahun 1972 tentang upaya penyelenggaraan pendidikan di bawah
satu atap kementerian.'””

Minimnya perhatian dan pembahasan tentang pesantren
pada periode ini (orde baru) bahkan juga tampak dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 2
Tahun 1989. Beberapa ahli menyebutkan bahwa undang-undang
tersebut secara umum belum dapat dikatakan mengakomodir
pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Bahkan madrasah
pun belum terakomodir atau setidak-tidaknya belum disebutkan
secara jelas dan spesifik di dalamnya, meski eksistensi madrasah

109 Marwan Saridjo, Pendidikan Islam.... hlm. 90-91.



sebelumnya telah diakui melalui Surat Keputusan Bersama
(SKB) tiga menteri pada tahun 1975."?

Meski demikian, pesantren pada kurun waktu orde baru
ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang cukup menarik
perhatian berbagai kalangan. Gelombang besar lahirnya madrasah
dari rahim pesantren disatu sisi dianggap sebagai transformasi
besar pembaharuan dalam sistem pendidikan pesantren.
Transformasi tersebut, meski dilakukan dalam skala yang cukup
besar, namun tidak mematikan eksistensi pesantren itu sendiri.
Berkaitan dengan keunikan tersebut, pesantren menjadi lembaga
pendidikan Islam yang meski tidak diperhatikan dalam tataran
kebijakan, namun
luas dan juga akademusi. ers&) tdapat dilihat dari banyaknya
penelitian-penelitia pesantren yang pada masa itu
frekuensinya terma fid banyak dilakukan.

Memasuki rmasi, eksistensi dan posisi
pesantren dalam dlij fikan di Indonesia masih belum
berubah. Keberadaars um mendapat pengakuan yang
selayakn da R jﬂ njumlahnya terus
menanjam‘v‘E ta Isatl Asmtlkan pendidikan
terutama yang befgthMesantren mulai di lakukan.
Hal ini salah satunya dapat dilihat pada produk kebijakan yang
tertuang dal § a (SKB) dua menteri
Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 serta Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.'"!

Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Pendidikan
Nasional dan Kementerian Agama tertanggal 30 Maret 2000
dengan Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang
Pondok Pesantren Salafiyah yang berkaitan dengan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun ini merupakan
“keuntungan™ bagi pesantren. SKB tersebut mengatur dan
memberikan kesempatan kepada pesantren-pesantren salafiyah

110 /bid., hlm. 111.

I11 Supriadin, “Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Analisis
Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah”, Jurnal ElI-HiKMA, Volume 8
Nomor 2, Desember 2014, hlm. 37.



untuk menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya
mempercepat pelaksanaan program wajib belajar dengan syarat
adanya tambahan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika,
dan IPA dalam kurikulumnya. Adanya kebijakan ini merupakan
jawaban atas problem pesantren yang saat itu dihadapi, yaitu
berkaitan dengan lulusan pesantren yang tidak bisa melanjutkan
ke jenjang yang lain atau memasuki dunia kompetisi yang
mensyaratkan sertifikat atau ijazah. Oleh karenanya, kebijakan
ini selain sebagai penyetaraan pesantren salaf juga merupakan
kebijakan yang berimplikasi bagi eksistensi pesantren salaf.'"
Meski demikian, upaya yang dilakukan dalam rangka
menjaga eksistensi pesantren salaf pada masa ini tidak begitu saja
diterima. Tidak semua peapt'r%'n%é‘mf au mengikuti ketentuan
kebijakan tersebut dan mrﬁili : & pertahankan tradisinya
dengan pendidikan tradigign4
mengikuti yang dirasa a:LéJl mgénduntuh
pesantren salaf ini dapat fifseb 1) n kare¢na ketidaktahuan pihak

oo

atjrpfrfnereka  akan hilangnya

pesantren atau karena
identitas salaf yang dikarenakan masuknya intervensi pemerintah

terhadap kuriktl,NPW'ER S I TA S

Pengakuan terhadgp lembaga pendidikan pesantren dan
juga pendidikan Islam slagiunA mulai dirasakan ketika

Undang-Undang j i Q 0 %S nR003 terbit sebagai
penyempurnaan t m m a .‘Dari sisi konten,
UU ini dianggap yang paling lengkap mewakili amanat yang
tertuang dalam UUD 1945. Dibandingkan UU tentang Sistem
Pendidikan Nasional sebelumnya, Undang-Undang ini dirasa
telah memenuhi amanat yang terkandung dalam UUD 1945, yang
meliputi semua aspek dalam pendidikan. Dalam UU Sisdiknas
ini pula diatur tentang peran negara dalam pendidikan. yang

harus menganggarkan setidaknya 20% dari keseluruhan APBN.
Di era reformasi sampai hari ini, Undang-Undang ini juga selalu

112 M. Sulthon Masyhud, Dkk., Manajemen Pondok Pesantren,
(Jakarta: Diva Pustaka, 2004), hlm. 7.

113 Ali Anwar, Pembaharvan Pendidikan di Pesantren Lirboyo
Kediri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him 50-53.
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menjadi landasan lahirnya peraturan atau kebijakan baru dalam
bidang pendidikan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, sebagai negara yang
mayoritas penduduknya beragama Islam, UU Sisdiknas Nomor
20 Tahun 2003 ini dianggap yang paling bisa mengakomodir
pendidikan Islam dan pendidikan pesantren khususnya. Hal
tersebut dapat dilihat di dalam UU Sisdiknas tahun 2003
yang nemuat ketentuan-ketentuan tentang pendidikan Islam.
Setidaknya ada tiga hal yang termuat dalam UU Sisdiknas tahun
2003 yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu diakuinya
kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren,

diakuinya pendidi | gai mata pelajaran baik di
sekolah atau madra é’lh dap,diak@ihya Islam sebagai seperangkat
nilai-nilai dalam Sisk d% n Nasional."" Ini merupakan
pertama kali Pendi u dipertimbangkan dalam Sistem
Pendidikan Nasio 1. a dang-Undang sebelumnya,
pendidikan Islam m\.u. IJg n—masih  belum diperhitungkan
dalam Sistem Pendidik hm 1al. Pengakuan ini menjadikan

eksistensi lemba endlé Islam ataup n pendidikan Islam
sebagal V . Dalam perspektif
pendidikan Islam, r% isdi as ahun 2003 ini menjadi landasan
pengembangan pendi am yancr ada di Indoneisa sehingg
dapat lahir p}N@@NEE&Iaﬂ@n tidak lagi dlpandang
sebagai pendidikan kelas dua. Sebagai contoh, turunan dari
kebijakan dalam UU ini adalah kebijakan yang mengatur tentang
pendidikan agama dan keagamaan yang lahir pada tahun 2007.
Berlandaskan pada UU Sisdiknas Tahun 2003 tersebut,
kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan Islam
dan utamanya pendidikan pesantren secara perlahan terus
menerus diterbitkan. Eksistensi dan posisi pesantren sebagai
lembaga pendidikan Islam mulai diperhitungkan dengan berbagai
dinamika perkembangan yang terjadi. Berbagai kebijakan
baru yang berpihak pad eksistensi pesantren terus diusahakan,
terutama melalui Kementerian Agama (Kemenag) sebagai

114 Haidar Purta Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan
Nasional di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media. 2007), him. 7.



65

Kementerian yang bertanggung jawab mengelola pendidikan
pesantren. Beberapa diantara kebijakan tersebut adalah adanya
atau pengakuan terhadap pesantren mu’adalah. pengakuan dan
penguatan terhadap eksistensi Ma’had *Aly, rekognisi pesantren
dan lain sebagainya. Terakhir, hari ini sedang diusahakan
perancangan dan pengesahan undang-undang yang terutama
mengatur tentang pendidikan agama, khususnya pesantren, yang
prosesnya masih terus berlanjut sampai sekarang.

Pesantren secara umum berkembang mengikuti dinamika
perkembangan zamannya. Perkembangan dan modernisasi
terjadi dalam lembaga pesantren meliputi berbagai aspeknya
seperti aspek kelembagaan, didaktis pendidikan maupun dari
aspek fisiknya. Kemampuan pe dalam menyesuaikan diri
dengan dinamika perke
kunci tetap bertahan da i i eg ntren dalam percaturan

teruji dalam melewati be
dalam sejarah perkemban
sampai saat ini. ‘

Dari se@NWEﬁﬁ?ﬁ@erkembangan
dan perubahan dari masa ke masa. Pada awal pertumbuhannya,
pesantren hanya berupal inap santri, kemudian
berkembang secaM@' g pai titik sebagaimana
diklasifikasikan olch a ;Eﬁfg‘ogj ergan lima elemen
pokoknya, vaitu masjid, kyai, pondok, santri dan pengajian
kitab kuning. Perkembangan secara fisik dalam pesantren terus
berlanjut hingga saat ini, sehingga jika diamati secara fisik
pesantren hari ini memiliki lebih dari pada lima elemen yang
diklasifikasikan Zamkhsari tersebut.

Darisegi kuantitas, pondok pesantren juga terus mengalami
peningkatan yang signifikan terutama pasca-kemerdekaan
Indonesia. Survey yang dilakukan oleh kantor urusan agama
yang dibentuk oleh pemerintah Jepang (Shumubu) pada tahun
1942 mencatat jumlah pesantren dan madrasah sebanyak 1.871.
Jumlah tersebut lebih sedikit dari pada jumlahnya pada era
kolonial Belanda yang diperkirakan mengalami penurunan sebab

f"ﬁ;@]kemunculannya hingga



66

pembatasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda."s Jumlah
tersebut naik cukup signifikan ketika pada tahun 1977 telah
mencapai angka 4.176 dan sepuluh tahun berikutnya menjadi
6.579. Dari tahun ke tahun jumlah pesantren terus mengalami
peningkatan, dimana pada tahun 1997 jumlahnya telah mencapai
8.342, tahun 2000 sebanyak 12.012 dan pada tahun 2003
Jumlahnya telah mencapai 14.666 pondok pesantren.'

Secara lebih terperinci, jika dilihat dari tipologi
pesantren yang menggolongkan pesantren ke dalam jenis
salafiyah, kholafiyah dan kombinasi, secara keseluruhan jumlah
pesantren pada tahun 2012 telah mencapai angka 27.230
buah. Pembagiannya terdipi dart\pesantren salafiyah sebanyak

14.459 buah, pesa :)en lafigah sebanyak 7.727 buah dan
pesantren kombin ; ) sebanyak 5.044 buah dengan
total keseluruhan s @ri aiynk 3.759.198 orang.""” Jumlah

yang cukup fantasti¥dan nggﬁ birakan tentunya jika dilihat
dari dinamika yang beTkemi ,&%alam diskursus pendidikan di
Indonesia. Mengingat'pe$antten-selama ini tidak begitu mendapat
a
n

perhatiau i vﬁﬁ& 336A$ertahan atas dasar
kemandi M ¢ K tfian yang dimiliki
menjadikan jumlarﬁmtﬂt bertambah. Hingga sampai

tahun ini, jumlah pesantren secara keseluruhan telah mencapai
28.194 buahl [IND ONE S| A

Berkat perkembangannya yang pesat tersebut, pesantren
tumbuh dengan berbagai macam jenis dan bentuk pendidikan
yang dikelolanya. Pada prosesnya, perkembangan yang pesat
tersebut melahirkan pengklasifikasian jenis-jenis pesantren.
Secara umum, jika dilihat dari caranya dalam menyikapi tradisi,
pesantren dibagi ke dalam tiga tipologi, yaitu salaf, kholaf dan
modern."” Secara lebih khusus, perkembangan pesantren jika

115 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantre..., him. 62.

116 /bid., him. 66.

117 Husein Muhammad, Islam Tradisional yang Terus Bergerak;
Dinamika NU, Pesantren, Tradisi dan Realitas Zamannya, (Yogyakarta:
IRCiSoD, 20019), him. 53.

118 Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag
RI, www.ditpdpontren kemenag.go.id

119 Zainal Arifin, “Perkembangan Pesantren di Indonesia”, Jurnal
Pendidikan Agama Islam, Vol. 1X No. 1, Juni 2012, hlm. 51-52.
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dilihat dari segi kelembagaan pada prosesnya melahirkan model
pesantren yang beraneka ragam. Pertama. pesantren salaf murni
atau pesantren yang “tradisional-ketat. Dalam hal pengajaran,
pesantren model ini hanya mengajarkan kitab kuning dengan
penjenjangan dilakukan berdasarkan jenis kitab yang diajarkan.
Kedua, pesantren tradisional terbuka-terbatas. Pesantren tipe
ini sepenuhnya mengajarkan ilmu-ilmu agama, namun dengan
jenis yang berbeda, termasuk penjenjangan dan kurikulum yang
lebih teratur. Ketiga, pesantren tradisional terbuka. Pesantren
ini juga menekankan penguasaan ilmu-ilmu agama namun lebih
terbuka terhadap kurikulum umum meskipun masih sangat
terbatas. Keempat, pesantren modern. Pesantren model ini adalah
pesantren yano penoajara ﬁuﬁhﬁ\fﬁl umumnya lebih banyak dan
Al Gdikit. Kelima, pesantren
yang hanya merupakan as @ : it tinggal bagi santri.'

yang bermacam-macam J%ﬂﬂ%’@] rpstan kurlkulum yang

diajarkan. Secara lebih spesnﬁk pembagian tipologi pesantren
berdasarkan r Rl@[ﬂl‘dﬁ@nya tersebut
terbaglmenjadlempat yalt pesantren yang menyelenggarakan
pendidikan formal cle M

pesantren yang m ﬁ 11%\2111 formal dalam
bentuk satuan penm g;_ m ﬁﬁg trikulum sebagian
besar pengetahuan agama; 3) pesantren yang menyelenggarakan
satuan pendidikan non-formal dalam bentuk Madin: serta 4)

urikulum nasional; 2)

pesantren yang hanya berfungsi sebagai tempat pengajian.'”!
Klasifikasi terhadap pesantren terutama terjadi karena
adanya diversifikasi kelembagaan, dimana berawal dari pesantren
kemudian lahirlah berbagai macam lembaga atau institusi yang
secara relasi masih mempunyai hubungan dengan pesantren.
Diversifikasi pesantren muncul dalam berbagai macam bentuk
dan telah terjadi sejak tahun 1920-an. Bentuk-bentuk diversifikasi

120 Husein Muhammad, /slam Tradisional..., him. 46-48.
121 Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam,
Direktori Pesantren, (Jakarta: Depag RI, 2004), him. 7.
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tersebut dapat dilihat dalam bentuk madrasah, sekolah umum,
sekolah vokasional, ma’had “aly dan bahkan perguruan tinggi
yang ada dalam lingkungan pesantren.'”
penganekaragaman jenis-jenis pendidikan yang berada dalam
lingkup pesantren ini merupakan bukti nyata dinamika dan proses
modernisasi dalam pesantren yang tidak mengenal kata berakhir.

Diversifikasi atau

Selain dari segi fisik. kelembagaan maupun kurikulum,
perkembangan yang dinamis juga terjadi dalam orientasi
perjuangan pesantren. Karena sebagaimana diketahui, selain
pendidikan sebagai bidang garapannya, pesantren juga
mengambil peran-peran sosial dalam masyarakat sebagai
bentuk tanggungjawga atannya dengan masyarakat.
Jika dilihat pera g)era an‘g diambil pesantren sejak
ada |era sekarang ini, orientasi
egplami perubahan. Pada awal
- begmgsi sebagai ujung tombak
dakwah dan penyeb ientasi perjuangan pesantren
kemudian berkembarig’setetat’ penljajah datang dengan menjadi

pusat-pum Flﬂ elah kemerdekaan

Indonesi prok [¥mi ) t ipefcaya memainkan

peran yang vital WWanertahankan kemerdekaan
t jiha

dengan semanga mempertahankan Negara Kesatuan
Republik lnd“%‘Ei@Née&ulAuga ikut ambil bagian
dalam rangka pembangunan nasional yang digalakkan oleh
pemerintah pada kurun waktu orde baru. Sedangkan hari ini, kita
melihat pesantren concern dalam upaya menumbuhkan karakter
islami yang moderat serta terus berusaha mendesimenasikan
moderatisme dalam beragama.

Terlepas dari semua itu, pesantren sampai hari ini
masih dipercaya dan memiliki fungsi utama sebagai tempat
untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Persepsi masyarakat
tentang pesantren masih sangat kental dan tidak bisa dipisahkan
dengan pengajaran dan pendalaman ilmu agama. Semakin besar
penekanan institusi tersebut terhadap penguasaan ilmu-ilmu

122 Abdul Basyit, “Pembaharuan Model Pesantren: Respon Terhadap
Modernitas”, Jurnal Kordinat, Vol. XVINo. 2, Oktober 2017, him. 312.
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agama, semakin kuat pula anggapan masyarakat bahwa institusi
itu benar-benar pesantren. Begitu pula sebaliknya, semakin
sedikit penekanan yang dilakukan oleh sebuah institusi terhadap
penguasaan ilmu-ilmu agama maka semakin kuat pula anggapan
masyarakat bahwa institusi tersebut bukanlah pesantren dalam

123

Oleh karenanya, meski pesantren

artian yang sesungguhnya.
memiliki peran dan fungsi yang dinamis serta tidak tunggal
yang disesuaikan dengan keadaan zaman, pesantren dipercaya
konsisten dengan nilai dasar kelembagaannya yaitu sebagai
lembaga transfer dan transmisi ilmu-ilmu keagamaan, lembaga
pengkaderan kyai, ulama’ dan dai serta penjaga tradisi umat
Islam terutama Islam sunni.'*!

e rupakan bentuk bahasa
asa Indonesia memiliki

‘menyebut madrasah untuk
menunjuk su NW ﬁ la;fgaA ekolah — di
Indonesia — sa ﬁ S!b S pendidikan
dengan bahasa Inggris. SI@ . Se Mas, tidak ada perbedaan
berarti ketika menyebut sekolah baik dalam bahasa Arab maupun
bahasa Inggris. Elvi E&A@ Arab) maupun

school (dalam bahasa inggris) bila diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia memiliki makna yang sama, yaitu sekolah.

Istilah madrasah merupakan satu bagian penting yang
tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang pendidikan Islam.
Keberadaannya sudah mengakar dan menjadi istilah khas Islam
yang menunjukkan suatu lembaga pendidikan sejak sekian lama.
Istilah tersebut ikut tersebar seiring meluasnya pengaruh Islam
di belahan dunia, termasuk sampai di Indonesia. Sebagai negara
mayoritas muslim, Indonesia juga tidak lepas dari penggunaan

123 Ronald Lukens-Bull, A Peaceful Jihad: Negotiating Identity ang
Modernity in Muslim Java, (New York: Palgrave MacM:llan 2005), hlm. 66.

124 Azyumardi Azra, Pendidkan Islam: Tradisi dan Modernisasi
Menuju Melenium Baru, (Jakarta: Logos, 2003), him. 102.
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istilah madrasah untuk menunjukkan sebuah lembaga pendidikan
Islam. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan maksud
dalam penyebutan istilah madrasah di Indonesia jika dibandingkan
dengan penyebutan istilah tersebut di tempat lain. Meskipun secara
bahasa madrasah berarti sekolah, namun di Indonesia madrasah
tidak serta merta dipahami selayaknya sekolah pada umumnya
melainkan dipahami sebagai sekolah agama untuk pembelajaran
seputar hal-hal atau seluk beluk agama dan keagamaan.'?*

Jika kita mengupas akar kesejarahan madrasah sebagai
lembaga pendidikan Islam, maka kita harus kembali melihat
sejarah masa lalu dimana kata madrasah pertama kali dipakai

untuk menunjukkanp~suatu, ga pendidikan, begitu juga
perkembangannya. Memang benar ahwa pendidikan Islam sudah
dimulai sejak lahirnya I ngdibawa oleh Nabi Muhammad
SAW, namun sistemuy Burfakan masih sangat sederhana.
Pada awal masa Isl ; tersebut, nfasjid merupakan tempat sentral
untuk melakukan kégrataft ¢ dan pendidikan. Sistem yang
MU
sangat sederhana terse rkembang mengikuti dinamika

yang ada, sa pa| munculla h madrasah.untuk menunjukkan
Iembaga ﬁa ‘rféggvelopon pada masa
Bani Saljuk.

Pada abad peﬂengaﬁ Mm al-Mulk yang merupakan

Wazir BamlN@@NESWsah Nidzamiyah di

Baghdad. Madrasah ini merupakan lembaga pendidikan yang
bertujuan menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi
tantangan pemikiran Syi’ah serta untuk menyediakan pengajar-
pengajar di kalangan Sunni. Pada masa itu, bentuk dan sistem
yang kemudian disebut dengan madrasah ini menjadi trend
yang hampir seluruh wilayah Islam menggunakannya. Bentuk
madrasah ini merupakan hasil dari berbagai dinamika yang
dilalui oleh sistem pendidikan Islam yang dimulai dari masjid,
masjid khan, hingga kemudian muncul madrasah.'?¢ Bentuk dan
sistem madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam ini kemudian

125 Suwito, Sejarah Sosisal Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana,
2005), him. 94.

126 Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin, ”(IIT(UL’ML’H Madrasah
Berbasis Pesantren, (Jakarta: Lista Fariska Putra, "005) hlm. 31.
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juga sampai di Indonesia. sehingga istilah tersebut juga berlaku
di Indonesia, meskipun terdapat sedikit perbedaan.

Dalam sejarah dunia pendidikan Islam, madrasah menjadi
istilah untuk menunjukkan suatu lembaga pendidikan secara
umum, dimana di dalamnya terdapat proses pendidikan dan
pengajaran yang cukup luas tanpa ada pengkhususan. Hal ini
cukup berbeda dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia,
dimana madrasah pada awal berdirinya dikhususkan hanya
sebagai tempat pendidikan dan pengajaran agama. Di dalam
madrasah pada waktu itu tidak diajarkan pengetahuan selain
pengetahuan agama, bahkan madrasah dianggap sebagai lawan
atau bentuk penolakan terhadap pendidikan umum. Hal inilah
yang membedakan antara d'@sﬁl"d‘alai dunia pendidikan Islam

sedangkan di Indonesia %my
mengajarkan pengetahuafiPaga
pada sekolah yang pengetgh
khasnya.'?’

SejaraUMiW ER%E"HP&)‘Snadrasah di
Indonesia tidak bisa dirgs an dari pesantren pada awal abad
ke-20. Meskipun sebel LA dengan format atau
model madrasah II;NED;@NE ﬁclngh Abadiyah serta
madrasah-madrasah yang dipelopori-oléh orgahisai keagamaan,
namun hubungannya dengan sistem pesantren secara historis
hampir tidak dapat dihilangkan. Madrasah diyakini merupakan
kelanjutan dari sistem pesantren yang telah dimodifikasi dan
dikembangkan berdasarkan penyelenggaraan sekolah-sekolah
umum dengan menggunakan sistem klasikal."”* Jika tidak

demikian, ia merupakan hasil dari interaksi seorang terhadap
dunia luar dan ketidakpuasan terhadap pola pengajaran yang
berlangsung dalam sistem pesantren. Upaya yang dilakukan oleh

127 Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren
Sekolah dan Madrasah, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001), him. 59.

128 M. Ridlwan Nashir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal:
Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), hlm. 90.



kaum muslim Indonesia yang telah mendapatkan pengalaman
di luar Indonesia untuk melakukan pembaharuan pendidikan
Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk lembaga madrasah.
Semangat pembaharuan ini sedikit banyak disebabkan oleh
terjadinya pembaharuan di dunia Islam di timur tengah pada
waktu itu. Selain itu, umumnya madrasah juga lahir sebagai
respon terhadap kebijakan dan sistem pendidikan pemerintah
kolonial Belanda.'”

Pemakaian istilah madrasah di Indonesia pertama kali
digunakan oleh Abdullah Ahmad yang mendirikan Madrasah
Adabiyah. Madrasah ini merupakan madrasah pertama yang

qc lyél Jami’atul Washilah dan yang
A

msaj§1 keagamaan dengan tokohnya
masing-masing mer}cggﬂ Jnadlasah dengan corak yang
tidak jauh berbeda™d t? daerah."® Bermunculannya
InadrasaUN1W§i$t uga=menginspirasi KH.
Hasyim arl yalig ti A§|m dan KH. Ilyas

untuk memperbalj | polf\pgagidikan di pesantren. Maka
kemudian di ukalah mad&ah dsondok pesantren Tebuireng

dengan pen tung dan ilmu bumi.
Pembaharuan yang dilakukan di pondok pesantren tersebut
kemudian banyak diikuti oleh banyak pondok pesantren di
daerah-daerah lain.

Madrasah di Indonesia diyakini mulai muncul pada
awal abad ke 20 yang dilatarbelakangi oleh usaha pembaharuan
pendidikan I[slam serta ketidakpuasan dengan sistem pendidikan
Islam yang ada. Selain itu, madrasah juga merupakan bentuk
respon masyarakat muslim di Indonesia terhadap politik
pendidikan Belanda."”' Meskipun lahir dalam kondisi sosial-
politik yang terbatasi, madrasah tetap mampu berpartisipasi aktif

129 Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen
Madrasah..., him. 34.

130 Lihat Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah...hlm. 26-83.

131 Maksum, Madrasah ..., him. 82
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dalam dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Kenyataan
tersebut tidak muncul begitu saja, madrasah selalu berusaha
menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang ada.

Sebelum mencapai  bentuknya seperti sekarang,
madrasah di Indonesia mengalami cukup banyak perubahan dan
gejolak. Madrasah sendiri sebetulnya lahir atas dasar tantangan
perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat akan bentuk
pendidikan yang lebih sesuai dengan keadaan pada masa itu.
Dalam kaitannya dengan pesantren, tantangan dan tuntutan yang
ada tersebut direspon dengan mengadakan pendidikan yang
lebih terstruktur dan kemudian lahirlah madrasah dalam sistem
pendidikan pesantren. Meskipun pada tahap paling awal madrasah
dalam lingkungan pesa WeﬁSLiﬁiN\na ih hanya mengajarkan
pengetahuan agama, aka
sistem madrasah memu

pengelompokan pela|aranjpela]aran tentang pengetahuan Islam
yang penyam@M WER@IHT&AI(Smgkat 1
Dikarenakan tuntytan masyarakat sebab meluasnya
pengaruh  pendidikan é n oleh pemerintah
kolonial, pesantrmw Jj an memasukkan
beberapa pengetahuan Eﬁﬁg santren. Nuansa
pendidikan atau format madrasah mengalaml pergeseran dalam
hal kurikulum atau materi pembelajarannya sejalan dengan
hegemoni politik beanda yang menyelenggarakan pendidikan

sekolah untuk memenuhi tuntutan akan sumber daya manusia
yang bisa menopang roda pemerintahan."”* Meskipun di satu sisi

reformasi sistem pendidikan pesantren dengan menggunakan
sistem madrasah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi,
namun di satu sisi reformasi tersebut bukan berarti tanpa
tantangan dan hambatan. Reformasi atau modernisasi pendidikan

132 A. Malik fajar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung:
Mizan, 1988), hlm. 22.
133 /bid., him. 24.
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pesantren dengan lahirnya madrasah tersebut memunculkan
banyak penolakan dan reaksi yang keras dari berbagai kalangan.
terutama kelompok konservatif yang sangat anti dengan apa saja
yang menyerupai Barat.'*

Pada perkembangan selanjutnya, pertumbuhan madrasah
berjalan semakin cepat dan bahkan banyak berdiri madrasah
yang berada di luar atau tidak memiliki keterkaitan sama sekali
dengan sistem pendidikan pesantren. Hal tersebut pada prosesnya
memunculkan dua tipologi madrasah, yaitu madrasah yang di
dalamnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan agama
tanpa ada tambahan ilmu pengetahuan umum —yang selanjutnya
disebut dengan madrasab_dinjyal\(Madin)— dan madrasah yang
mengajarkan sebag ar fimu-ilmu pengetahuan agama
dan sebagian kecil i X0 t% an umum —yang selanjutnya

sedangkan sisanya digtirtakan’ wfituk mengajarkan pengetahuan
umum. Atas d ter Ii:,, 1 jenjs.madrasah ini tidak
memilikﬁ(ﬁfﬂ&?ﬁﬁg TAtS:‘.namun umumnya
tetap dianggap se'@]ﬁrﬁgMndidikan yang memiliki ciri

keagamaan.

PemMDQNESSIAadrasah di Indonesia
seringkali bercampur-aduk antara dua jenis madrasah di atas.
Oleh karenanya, untuk menghindari kekeliruan pemahaman
perlu kiranya diberi batasan yang tegas agar pemahaman tentang
madrasah dalam pembahasan ini tidak melebar kemana-mana.
Penting dipahami bahwa pembahasan tentang madrasah disini
lebih kepada madrasah dalam pengertian yang umum, yaitu
madrsah yang disamakan atau disejajarkan dengan sistem
sekolah.

Perlu dipahami juga bahwa secara umum, pembahasan
secara spesifik terkait dengan dinamika dan perkembangan
madrasah yang berada dalam sistem atau lingkungan pesantren

134 Ainurrofig Dawam dan Ahmad Ta'arifin, Manajemen
Madrasah.... him. 15.
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sangat minim atau bahkan hampir tidak ada. Hal ini diantaranya
disebabkan pada perkembangannya, banyak sekali muncul
madrasah-madrasah yang formatnya sama dengan madrasah
yang ada dalam lingkungan pesantren. Selain itu, meski tidak
berada dalam lingkungan pesantren, madrasah-madrasah
yang ada umumnya didirikan oleh masyarakat atau organisasi
masyarakat dengan semangat dan tujuan yang sama. Hal ini
menyebabkan pembahasan secara khusus mengenai dinamika
dan perkembangan madrasah yang berbasis di pesantren menjadi
tidak memungkinkan. Pembahasan mengenai madrasah baik
yang memiliki keterkaitan kelembagaan dengan pesantren atau
yang berdiri sendiri umumnya digeneralisir dan melebur menjadi

yang cukup panjang dan bg ﬁe ,
eksistensinya dalam dunjia pe lkaﬁ di Indonesia, terutama

undang-undang tentang /p{é&ﬂ ik ng pertama kall terbit
pasca kemerdekaan (UU No. 4 Tahun 1950J0 UU No. 12 Tahun
1954), madra * S n pendidikan
Islam selayaki%%r;iantren tidak n%‘!ig:%l perhatian yang
serius dan cenderung dl luar sistem pendidikan

nasional.'*  Aki cﬁ |$I h pada periode
ini masih belum”ter Q raEA usbsnya dalam hal
kurikulum pembelajaran. Prosentase pengetahuan keagamaan

dan pengetahuan umum dalam kurikulum madrasah masih
beragam sesuai keinginan pengelolanya dan belum seragam

secara nasional.

Dinamika dan perkembangan madrasah pada periode ini
umumnya terlihat dari upaya untuk menyamai atau setidaknya
menyerupai kriteria sekolah umum karena pengakuan dan
perhatian pemerintah yang tercurahkan hampir hanya pada
sekolah umum. Upaya-upaya yang dilakukan atas nama
madrasah dilakukan dalam rangka mendapat pengakuan yang
pada akhirnya mendapat sertifikat ijazah yang sah dan berlaku

135 Maksum, Madrasah ..., him. 132.
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untuk kepentingan tertentu serta yang pasti mendapat bantuan
pendanaan dari pemerintah. Hal ini mengingat bahwa hanya
madrasah yang mengikuti ketentuan pemerintahlah yang akan
mendapat bantuan subsidi."** Pada posisi ini, madrasah sebetulnya
dihadapkan pada pilihan untuk mempertahankan karakternya
sebagai institusi yang lahir dan merepresentasikan pesantren
sebagai lembaga pendidikan Islam atau kesempatan mendapat
pengakuan dan bantuan dari pemerintah dengan syarat mengikuti
ketentuan yang ada.

Pada tahap berikutnya, strukturisasi kelembagaan
dan reformasi kurikulum madrasah menjadi agenda penting

pemerintah teruta 3 p;me Agama. Eksistensi madrasah

ya karakter madrasah secara
kelembagaan sebagat aga pendidikan yang merupakan hasil
pembaharu Kﬁan hari ini banyak
anggapawwr Eﬁﬂ* gi sekolah dengan
ciri khas agama, rIk_anAkaolah yang sedikit memiliki
jumlah mata jaran yang lebih namun jam belajarnya relatif
e INDONE STA

Secara umum sejak pertama kali muncul sampai akhir
abad ke 20, madrasah di Indonesia mengalami berbagai dinamika.
Dinamika tersebutlah yang membawa madrasah menjadi lembaga
pendidikan seperti yang kita lihat sekarang ini. Namun secara
garis besar, dinamika yang dialami oleh madrasah — terutama
yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan kurikulum
— dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, yaitu periode
kemunculan sampai sebelum kemerdekaan, periode pasca-
kemerdekaan, dan periode pasca-terbitnya SKB tiga menteri.
Periode-periode tersebut menggambarkan madrasah pada masa

136 /bid., him. 140.
137 Marwan Saridjo, Pendidikan Islam..., hlm. 93.
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pertumbuhan, masa perkembangan, serta penguatan eksistensi
madrasah dalam dunia pendidikan di Indonesia.

1. Periode Pertumbuhan; Dari Kelahiran Sampai Sebelum
Kemerdekaan Indonesia
Lahirnya madrasah di lingkungan pesantren memang
terhitung lebih akhir dari pada madrasah-madrasah yang
lainnya seperti Madrasah Adabiyah yang didirikan oleh
Abdullah Ahmad pada tahun 1909 atupun Diniyah School
(Madrasah Diniyah) yang didirikan pada tahun 1915 oleh
Zainudin Labai al-Yunusi. Di kalangan pesantren, madrasah
mulai dikenal dan meluas pertama kali pada tahun 1929
ketika KH. Moh. Ilyas dibertueasanenjadi pengawas umum
dan pemimpin pesa gen S setelah ia lulus dari
HIS. Dengan persetujfa im Asy’arie, KH. Moh.
mum seperti membaca
i, sejarah serta bahasa
cpupie juga merupakan putra
KH. Hasyim Asy’ari& KH I.:l Hasyim —, KH. Moh.
Ilyas melakukan terobosan yang benar-benar baru dalam

lingkungah_pdiabiy’ fendard SedaduldanSmata pelajaran
umum dalam madragghsyang sgbelumnya hanya mengajarkan
TSLEARX

pelajaran agama.'’

Sebelt‘ND@NEssllﬁ yang didirikan
pada tahun 1919' oleh KH. Hasyim Asy arie hanya khusus
mengajarkan pelajaran agama. Madrasah dalam lingkungan
pesantren pada batas-batas tertentu juga telah ada sejak
tahun 1915, ketika KH. Wahab Hasbullah bersama dengan
KH. Mas Manshur mendirikan madrasah taswirul afkar.'"!
Dalam madrasah-madrasah ini hanya diajarkan pelajaran
agama, khususnya pengajaran al-Qur’an, namun dengan
menggunakan sistem klasikal. Pada periode ini, madrasah

138 Selain mata pelajaran yang telah disebutkan di atas, di Madrasah
Salafiyah juga telah diajarkan ilmu hitung. Lihat Zuhairini, DKk., Sejarah
Pendidikan Islam, cet. 9. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), him. 222.

139 /bid., him. 70.

140 Dalam versi lain disebutkan madrasah salafiyah didirikan pada
tahun 1916. Lihat Karel Steenbrink, Pesantren....., hlm. 70.

141 Haidar Putra Daulay, Historisitas......, him. 64.



dalam lingkungan pesantren umumnya masih hanya
mengajarkan pelajaran agama. akan tetapi dari segi sistem
dan metode sudah ada perubahan dari metode sebelumnya.
Hal ini sedikit berbeda dengan madrasah-madrasah
yang berdiri di luar lingkungan pesantren. Madrasah-
madrasah tersebut pada umumnya telah memasukkan
pelajaran umum, atau bahkan didominasi oleh pelajaran
umum. Sebagai contoh, Madrasah Adabiyah di Padang yang
didirikan oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Dalam
madrasah ini, perubahan radikal dilakukan oleh Abdullah
Ahmad dari sistem surau. la merasa tidak puas dengan
mudian mengubahnya dengan

51stem madrasa q{ano /U ajarannya banyak terdiri dari
pata pelajaran Lin kan pelajaran agama hanya
diberkan selam: AmAperminggu. Sistem tersebut cukup
diterima di Pad gg, 56 gk‘gﬁ di tempat sebelumnya yang
juga pernah ia d . Jrasgh — Padang Panjang —, sistem

tersebut di tolak st aksa madrasah tersebut dltutup
Peruba ng, di mim imad ini berbeda
dengUMM -<§ Zainuddin Labay.

Perubahan dn!lagtﬁan Labay secara halus dari

sistem surau, dengan mendirikan Madrasah Diniyah yang di
dalam ku l umum seperti sejarah
dan ilmu bumi.'"

Sampai pada tahun 1930, kurikulum yang digunakan
dalam madrasah pada umumnya masih berorientasi pada
pelajaran agama, terutama pada madrasah yang berbasis
pada pesantren. Keadaan ini sedikit banyak juga dipengaruhi
oleh kebijakan Belanda yang cukup ketat mengawasi
perkembangan pendidikan Islam. Mereka khawatir misi
eksploitasi dan kristenisasi yang dilancarkan akan terhalangi
sebab perkembangan pendidikan Islam, terutama madrasah.'*
Keadaan semacam ini berlangsung sampai berakhirnya

142 Karel Steenbrink, Pesantren....., hlm. 38-44.
143 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1996), him. 61.
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pendudukan Belanda di bumi Nusantara. Meski demikian
madrasah tetap mampu memperahankan keberadaannya, dan
sebagian darinya mampu berkembang menjadi lebih baik.
Hal ini dapat dilihat pada periode setelah tahun 1930, dimana
mulai banyak madrasah yang memasukkan mata pelajaran
umum dalam kurikulumnya.'*

Dinamika kurikulum madrasah pada periode ini
tidak berjalan seragam. Masuknya mata pelajaran umum
dalam kurikulum madrasah terjadi secara tidak merata,
dan dalam lingkup madrasah yang berbasis pada pesantren
perkembangannya cukup lambat karena masih banyak
kalangan yang belum_bisa menerima kehadiran sistem
yang baru tersebut. [Ryosehta¥¢ kuhikulum madrasah yang
membedakan antara &la' ntzjun dan pelajaran agama
pada waktu itu sanga i 30:70 sampai dengan
70:30. Selain itu, enjangan dan lamanya
belajar, sistem madr d de ini juga masih sangat
beragam.'** Hal ini teﬁéﬂM@ﬁa periode ini belum ada
standarisasi yang mengatur tentang madrasah. Perkembangan
yang terjawrvmgwﬁgan kebijakan
yang dilakukan oleh pengelola tiap-tiap madrasah yang
bersangkutan.

Berbelwmmiﬁg kgq pendidikan Islam
yang diterapkah o merin n .elp%, dapat dikatakan
sedikit lebih longgar. Hal ini tentu memberikan keuntungan
bagi perkembangan pendidikan Islam, salah satunya dalam
diri madrasah. Pada masa tersebut, madrasah dikembangkan
secara massif untuk mamanfaatkan kesempatan yang ada
dari kebijakan Jepang. Situasi tersebut labih menguntungkan
lagi bagi madrasah yang berada dalam lingkungan pesantren

vang tidak mendapatkan pengawasan secara langsung dari
pemerintah Jepang."®* Memang tidak terdapat laporan
yang pasti terkait perkembangan kurikulum yang terjadi

144 Haidar Putra Daulay, Historisitas....... hlm. 65.
145 1bid., hlm. 73.
146 Hasbullah, Sejarah Pendidikan......., hm. 70.
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pada masa pemerintahan Jepang ini, namun kemungkinan
besar yang terjadi dari aspek kurikulum juga berkembang
secara massif. Kemungkinan tersebut dapat dilihat dari
keadaan kurikulum sebelum Jepang berkuasa dan setelah
kemerdekaan Indonesia, yang menampilan perbedaan yang
cukup jauh.

Periode Perkembangan; Madrasah Pasca-Kemerdekaan
Indonesia

Tidak jauh setelah kemerdekaan Indonesia diraih,
pemerintah Indonesia mendirikan Departemen Agama yang
salah satu bidang garapannya adalah pendidikan Islam. Secara
inilah yang mempunyai otoritas
didikan Islam dalam ranah

kebijakan pem @n a@ posisi demikian, Departemen
Agama merupdiin alsi dari umat Islam Indonesia
dalam memperj enﬁi1kan Islam secara lebih luas.

Kemeld (liraih Indonesia menjadikan
kendali kebuakan tldak 1aol dlpevang oleh kaum Kkolonial,

teta;l? W a sendiri. Keadaan
yang lan tersebut menjadikan pemerintah Indonesia
bebas menent‘ IlgbAMng dirasa sebagai kebutuhan
masyarammd n §l zian penting yang dirasa
menjadi ke ) ) NE I Indonesia pada saat
itu, dan ketika itu lembaga pendidikan yang ada umumnya
adalah sekolah warisan kolonial dan madrasah yang menjadi
basis pendidikan umat Islam. Meskipun secara sosial-politik
keadaan belum sepenuhnya stabil, pemerintah Indonesia tetap
menguasahakan proses pendidikan bagi masyarakatnya yang
sesuai dengan cita-cita negara. Hal itu dibuktikan dengan
didirikannya Departemen P&K dan Departemen Agama
yang masing-masing memiliki fokus garapan pada bidang
pendidikan. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, kedua

departemen ini berkolaborasi dalam bidang pendidikan di
Indonesia. '’

147 Zuhairini, Dkk., Sejarah Pendidikan Islam, cet. 9, (Jakarta:

Bumi Aksara, 2008), him. 153-154.
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Pada periode ini, pola pendidikan diarahkan pada
proses konvergensi dan atau kolaborasi antara sekolah
dengan madrasah. Hal ini dapat dilihat dari dimasukannya
pelajaran agama pada sekolah umum dan pelajaran umum
di madrasah yang diprakarsai oleh Departemen P&K dan
Departemen Agama. Proses tersebut belum ditemukan pada
lembaga pendidikan sebelumnya yang secara umum hanya
satu bidang saja yang digarap, atau kalaupun sudah ada,
skalanya sangat terbatas seperti di madrasah.

Perkembangan madrasah pada periode ini awalnya
berjalan beriringan dengan sekolah umum sebagai upaya
pemerintah memajukan_pendidikan di Indonesia. Namun
upaya tersebut belu
khususnya yang men
madrasah pada pene ugl memiliki format yang
sama, walaupun seca 2[‘(351 ' emcfgl tah telah mengeluarkan
kebijakan sebagai pe ak orma terhadap madrasah.

Dari sisi J(ﬂ%ﬁ}@ﬁ@ﬁtah telah menetapkan

jenjang pendidikan madrasah berdasarkan Peraturan Menteri
Agama F@NllWJERg'I‘q'Sm akan dengan
Peraturan Menteri A aNo 7 Tahun 1952. Ketentuan dalam
peraturan tersebut M s pendidikan madrasah
berupa ibtidaw ﬂ§$ 148 Sedangkan dari
sisi kurikulum rggg geluarkan kebijakan
berupa Madrasah Wajib Belajar yang kurikulumnya berupa
mata pelajaran agama sebesar yang prosentasenya 25%, serta
mata pelajaran umum dan keterampilan yang prosentasenya
sebesaar 75%. Penguasaan keterampilan difokuskan pada
bidang ekonomi, industrialisasi, dan transmigasi sebagai
bekal anak didik setelah ia tamat belajar."*” Namun kebijakan

ini tidak berjalan sesuai harapan, yang salah satu sebabnya
adalah tanggapan vyang kurang dari masyarakat dan

penyelenggara madrasah.""

148 Haidar Putra Daulay, Historisitas....... hlm. 75.
149 /bid., him. 76.
150 /bid., him. 78



Hal tersebut menandakan masih belum menyatunya
masyarakat dan penyelenggara madrasah dengan pemerintah
yang memiliki otoritas kebijakan. Keadaan ini menyebabkan
tidak seragamnya format madrasah, terutama dari aspek
kontent kurikulumnya. Berbagai usaha dilakukan oleh
Departemen Agama, terutama untuk memancing pesantren
mengikuti model madrasah yang dikonsep oleh pemerintah
atau mendirikan madrasah dengan model yang ditawarkan
pemerintah. Untuk menguatkan daya tarik, pemerintah akan
memberikan bantuan pendidikan kepada madrasah yang
mau mengikuti kehendak Departemen Agama, yaitu dengan

but cukup membuahkan hasil,
i lingkungan pesantren yang

baru ini sudah merupakan

progge a
Llﬂi?ﬁﬁ;éimnsembaga madrasah
- khususnyalSLbﬂlMlam lingkungan pesantren

- padaN él - lum pendidikan yang
dipakai ma ﬁe iﬁlﬁpﬁi jaran agama.'*? Itulah
sebabnya mengapa Departemen Agama sebagai lembaga
yang memiliki kewenangan menaungi dan mengembangkan
madrasah melakukan upaya yang keras agar eksistensi
madrasah semakin diakui dengan cara memajukan pelajaran
umum dalam madrasah. Pada periode tersebut, pendidikan
umum di madrasah dianggap tidak akan mampu mencapai
tingkat yang sama dengan sekolah umum. Anggapan itulah
yang oleh Departemen Agama berusaha dihilangkan dengan
membuat rumusan kurikulumnya sepertiga berupa pelajaran

151 Karel Steenbrink, Pesantren....., hlm. 97.
152 Muhammad Nasir, “Kurikulum Madrasah: Studi Perbandingan

Madrasah di Asia” Jurnal Pendidikan Islam Nadhva, volume 9, Nomor 2, 2015
hlm 6.



agama dan sisanya berupa pelajaran umum."

Anggapan miring yang dilayangkan kepada madrasah
serta sering tidak dianggapnya peran madrasah dalam sistem
pendidikannasional membawadampak negatifpadacksistensi
madrasah. Meskipun hal tersebut sudah berusaha diredam
oleh Departemen Agama, namun pada akhirnya tetap ada
upaya untuk menghilangkan peran atau bahkan keberadaan
madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah
dalam hal ini berupaya melimpahkan peran Departemen
Agama sebagai penaung madrasah kepada Departemen P &
K. Upaya ini dianggap sebagai satu upaya menghilangkan
keberadaan madrasah karena Departemen P & K dianggap
kurang mampu dalanf,métig€ltta
Pro-Kontra terhadap é)a
namun pada ujungn & pSlein ng enempatkan madrasah

bai
3. Periode Penguatan lE RS

Bersama (SKB) Tlgmg%éﬂﬂ@]
Pada sekitaran tahun 1970, kondisi pendidikan di
Indonesia MINISM &T@un tersebut,
terjadi dikotomi J$ uan s scukup mempengaruhi
kondisi pendidika nggapan masyarakat
tentang dlkotcllN@@NEuse' mtidian coba diredam
oleh pemerintah saat itu dengan keluarnya Kepres No. 34
tahun 1972 tentang penyatuan payung semua lembaga
pendidikan dibawah naungan kementrian P&K. Keputusan
Presiden (Kepres) tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan
dikeluarkannya Inpres No. 15/1974 agar Kepres No. 34
Tahun 1972 segera direalisaikan.'® Penegasan dengan
Inpres tersebut menandakan adanya polemik yang cukup
membuat tidak dijalankannya Kepres yang berkaitan. Situasi
ini menggambarkan ketegangan yang cukup keras antara

¢ndidikan keagamaan.'*

pada posisi yang lebi

153 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, “Sejarah Pendidikan
Islam™, dalam www.pendis kemenag.go.id. Diakses pada 25 April 2019 pada
pukul 09.00 WIB.

154 Karel Steenbrink, Pesantren....., him. 99.

155 Maksum, Madrasah......., him. 146-147.
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madrasah dengan sistem pendidikan nasioal.

Sadar akan kebaratan dari masyarakat yang
“mendukung” keberadaan madrasah, pemerintah kemudian
mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Kepres dan Inpres
sebelumnya yang salah satu isinya menyebutkan pembinaan
madrasah berada pada tanggung jawab Menteri Agama.
Dari situ kemudian lahirlah SKB tiga menteri tentang
“Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah™ pada tahun
1975.1%¢ Keluarnya SKB tiga menteri tersebut selain sebagai
pengakuan terhadap eksistensi madrasah juga menjawab
keresahan masyarakat akan dihapuskannya sistem madrasah.
Dengan SKB ti

dalam mencerda&;k 1dZ| an banosa mengarah pada
pengakuan dan ;n 3@ ke dalam sistem pendidikan
nasional. W

Secara L@ sejgjdran antara madrasah dengan

sekolah menja J KB tiga menteri tersebut.
Prasyarat yang It =fithi sebuah madrasah untuk

menU A n sekolah umum
adala N mgﬁ:f lum sebesar 30%
untuk pelajarelrs@ﬁam% untuk pelajaran umum.
Selain kese a Iln%tan (MI dengan SD, MTs
dengan bd&‘ Iam SKB tiga menteri

tersebut juga menetapkan hal-hal sebagai berikut:"’

a. ljazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan
ijazah sekolah umum yang setingkat.

b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum
setingkat lebih di atasnya.

c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum
setingkat.

d. Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran
agama dilakukan menteri agama, sedangkan pengelolaan
dan pembinaan mata pelajaran umum pada madrasah

156 Ibid., hIm. 149.
157 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, “Sejarah Pendidikan

Islam”, dalam www.pendis.kemenag.go.id.
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dilakukan oleh menteri P&K, bersama-sama menteri
agama dan menteri dalam negeri.

Demi menunjang keberlangsungan dan mendukung
maksud yang tertuang dalam SKB tiga menteri pada tahun
1975, Departemen Agama menyusun kurikulum 1976 yang
diberlakukan secara intensif sejak tahun 1978."** Selanjutnya,
Menteri Agama dan Menteri P&K bekerjasama menyusun
kurikulum bagi sekolah dan madrasah. Dari proses tersebut,
lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama
dan Menteri P&K No. 0299/U/1984 untuk Departemen
P&K; 045/1984 untuk Departemen Agama tahun 1984
tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum

pelajaran agama mulaﬁi{ﬂM@}fﬂdalyah sampai denoan

‘aliyah mulai diperinci dengan prosentase pada masing-

masing twg?iqq gR §I A$

akuan Kkuri lam kurikulum 1984 ini
menjadi lanOkah Mnya madrasah dalam
sistem pendu! $§ rintah, madrasah
yang mendapatka Qt‘m pf ebijakan ini hanya
madrasah yang mau mengikuti pola yang ditetapkan oleh
pemerintah. Kebijakan ini selanjutnya banyak menarik
madrasah dalam lingkungan pesantren untuk mengikuti dan
membuka diri dengan kebijakan pemerintah. Civil effect yang
muncul dari kebijakan ini menjadi sebabnya, karena ijazah
madrasah yang diakui oleh pemerintah hanya diperuntukkan
bagi madrasah yang mengikuti kebijakan tersebut. Di lain
pihak, para peserta didik dalam lingkungan pesantren mulai

mempertimbangkan keberadaan ijazah, sehingga madrasah
yang berada di lingkungan pesantren harus mengikuti pola

158 Maksum, Madrasah....... , him. 153.
159 Zuhairini, DKk., Sejarah Pendidikan........, him. 198.



tersebut untuk tetap manarik minat calon santrinya.
Gelombang peralihan dalam diri madrasah nampak
besar pada waktu itu bahkan bagi madrasah yang berada
dalam lingkungan pesantren. Hal ini menimbulkan
kekhawatiran dan keprihatinan akan kualitas pendidikan
agama, terutama untuk mencetak generasi yang mempunyai
pengetahuan keagamaan yang mendalam sebagai calon
ulama yang tangguh. Madrasah yang berdasarkan SKB tiga
menteri dan mengikuti kurikulum 1984 dikhawatirkan tidak
memiliki modal yang cukup untuk menjadi ulama yang
tangguh. Oleh karenanya, pemerintah melalui Departemen
Agama membukerjalyrbarupada tingkat ‘alivah yang disebut
Madrasah Aliy rogramZKhusus (MAPK). Prosentase
kurikulum padagmns 3 i% sebesar 70% untuk pelajaran
agama dan 30% j
bertujuan meny
agama secara met e

h g&a mempunyai kemampuan
Ao Agama. 160

er selangutnya terjadi ketika
terblLl)JHile \ZERgTﬂiL 89 yang secara sah
telah menemp'Sh%Mam bagian sistem pendidikan

nasional. Undang tersebut membicarakan pendidikan
secara LIND@.N An peraturan-peraturan
yang mengatur keberadaan madrasah juga terbut dalam
UU tersebut. berdasarkan peraturan tersebut, madrasah dari
tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah memiliki kedudukan yang
sama dengan sekolah umum. Perbedaannya terletak pada
ciri khas Islam yang melekat dalam diri madrasah sebagai
landasan pengakomodasian kepentingan keagamaan.'®'
Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 2 Tahun
1989 ini, pemerintah menyusun kurikulum baru sebagai
penyempurnaan terhadap kurikulum sebelumnya. Kurikulum
ini selanjutnya dikenal dengan kurikulum 1994. Secara

160 M. Ridlwan Nashir, Mencari Tipologi....., hal. 94-95. Lihat juga
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. “Sejarah Pendidikan Islam”, dalam
wwnpendis. kemenag.go.id.

161 A, Malik Fajar, Madrasah...hlm. 33
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umum, kurikulum ini tidak mempengaruhi jam pelajaran
serta karakter pendidikan keagamaan siswa. Kurikulum ini
dirancang hanya untuk menyesuaikan dengan kebijakan
yang baru dan tidak terlalu bepengaruh terhadap pendidikan
agama baik di sekolah maupun di madrasah.'®

Secara umum pada periode ini pendidikan madrasah
diarahkan pada bentuk yang seragam, baik dari sisi jenjang
maupun kurikulum.  Pada periode ini pula madrasah
mengalami perubahan dari berbagai macam aspek, terutama
pada aspek kurikulum yang memberikan madrasah tempat
dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan madrasah pada
periode ini memiliki kesetaraan dengan sekolah umum,
dimana siswa dan u;lu'ssahﬁy"é\ diakui dan mendapatkan

tempat yang sam ése 1 ckolah  umum. Kondisi

Namun demikian kan® berarti eksistensi yang

ditunjukkan madrasahjﬁﬁ'&gjﬂ}:@B tiga menteri tersebut

tanpa menimbulkan masalah. Meski secara kelembagaan

madrasah [t @NFV'ER@I ?A glan , namun
di sisi lain madrasah.se ert&hllangan — atau setidaknya
kurang jelas — orleritsca- 0 ditempati madrasah
saat ini secampbﬂ\ kan atau bahkan
mendangkalkan madr: ﬁrgnempunyal ciri
intrinsik keilmuan agama Islam. Selanjutnya, madrasah
dengan kondisi yang sekarang tidak mampu melahirkan
generasi yang secara kualitas keagamaan “mumpuni”, dan
pada gilirannya tidak akan mampu menyediaan tanaga ahli
agama yang menyebabkan kesenjangan antara Islam dan
pemeluknya.'® Pada kenyataannya sekarang, masalah inilah

yang umumnya dihadapi oleh madrasah yang perlu mendapat
perhatian secepatnya.

162 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, “Sejarah Pendidikan
Islam™, dalam www.pendis. kemenag go.id.

163 Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, “Madrasah Dari Masa ke
Masa” dalam Nwansa Figh Sosial, cet. VII (Yogyakarta: LKiS, 2011), him.
293-294.
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C. Dinamika Hubungan Kesalingterkaitan Pesantren dan

Madrasah

Secara historis, lembaga pendidikan Islam pesantren sejak
pertama kali berdiri memiliki ciri khas yang menempel dalam
lembaga tersebut, yaitu kemandirian. Kemandirian pesantren
sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang berbasis
masyarakat meliputi berbagai hal, seperti kemandirian dalam hal
pembiayaan, kurikulum atau materi yang diajarkan bahkan juga
kepemimpinan dan pengelolaannya secara umum. Kemandirian
tersebut mencerminkan kekuatan kokoh yang dimiliki pesantren,
sehingga tanpa campur tangan dan bantuan dari pemerintah
pun pesantren tetap g)apiﬁ—lﬁﬁ'f‘ahﬂ dan berkembang menglkutl
perubahan Zaman.

eksistensinya tidak W}@ﬁ@fan Darl sejarahnya, lembaga

pendldlkan pesantren yang dahulu hanya menyedlakan pengajaran
untuk m iag enggunakan sistem
klasik — andongan dan wethonan —, Iam at laun mengalami
perkembangan url IH.WA Wan dengan tuntutan zaman.
Jika kita llh mog ﬁ ian yang terjadi dalam
pesantren ya !ﬁ )Mi %Téwal abad ke 19 dengan
dimasukkannya materi-materi selain topik keagamaan dalam
kurikulum pesantren. Penggunaan sistem klasikal dalam proses
pengajaran serta lahirnya madrasah dalam lingkungan pesantren

untuk mengimbangi pengaruh pendidikan kolonial di masyarakat
juga merupakan dinamika perkembangan dalam pesantren.

Selain itu, pasca-kemerdekaan, pesantren dan juga
madrasah — sebagai lembaga yang merepresentasikan pesantren —
tetap mengalami dinamika yang kompleks. Kurikulum madrasah
yang semulamemuat 70% materi agama dan sisanya materi umum
dituntut untuk melakukan perubahan dengan kurikulum yang
minimal memuat 70% materi umum. Meskipun pada akhirnya
tuntutan tersebut tetap dipenuhi, pada dasarnya pengembangan
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yang dilakukan ini diawali dengan dilema yang mendalam.'!

Pesantren dan juga madrasah, yang notabene adalah lembaga
pendidikan Islam yang mengajarkan pengetahuan keagamaan
an sich diharuskan untuk memasukkan pengetahuan umum yang
bahkan pernah dihindarinya. Dilema yang menyelimuti tersebut
antara mempertahankan identitas kesejarahan sebagai lembaga
pencetak ulama dan faqih (orang yang menguasai hukum figih)
atau mengikuti tuntutan modernisasi dengan memasukkan
pendidikan non-keagamaan untuk memenuhi tuntutan dunia
kerja.

Tidak sampai disitu saja, pengelolaan madrasah yang
awalnya berada dibawah naungan hukum Departmen Agama

¢ alisaikan.'” Lantvkah yano
diambil oleh pemerintah waktu itu kemungkinan besar dilakukan

dengan maksu m@rﬂpﬂ 0$(d| kalangan
masyarakat antara pend1d| an umum dan pendidikan agama.

Namun secara kelemba i korban dalam upaya
tersebut adalah mgﬂm ngelolaan tersebut
direspondengan p E% pehdukung lembaga
pendidikan tradisional yang khawatir madrasah akan kehilangan
karakter dan keterikatan dengan pesantren. Problematika dan
dinamika tersebut kemudian diselesaikan dengan lahirnya
SKB tiga menteri tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan pada
Madrasah™ pada tahun 1975. SKB tersebut sebagai tindak lanjut
dari Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974
yang intinya bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan

di bawah tanggung jawab Menteri Agama dan statusnya setara
dengan sekolah-sekolah umum sesuai tingkatannya.'®

164 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, Manifesto Modernisasi...hIm.
219.

165 Maksum, Madrasah..., him. 146-147.

166 Ibid., hlm. 149.
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Terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi dalam
dunia pesantren, satu poin penting yang dapat ditemukan adalah
bahwa di Indonesia, proses modernisasi pendidikan Islam
vang terjadi tidak serta merta menggusur dan menghilangkan
lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan
madrasah. Di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti di
Malaysia, lembaga pendidikan Islam sejenis pondok pesantren
pada akhirnya kehilangan eksistensinya karena tidak mampu
mengakomodir tuntutan modernisasi dengan mengkombinasikan
intelektualisme dan mistisisme. Berbeda dengan di Indonesia,
pondok pesantren tetap bertahan karna mampu mengakomodir
dan mengkombinagi gduanya.'”  Diantara salah satu
buktinya adalah bahyak barmurculannya madrasah yang lahir
dari pesantren trad gio angomulai berkenan memasukkan
materi-materi umurfiime

agamaan.
hir dari pesantren tradisional
us menyesuaikan lagi dengan

tuntutanmm‘l sgil)‘\[nulsl Sda tahun 70-an,

madrasa al'i ntu rapkan kurikulum

pemerintah deng %HM)ambah prosentase materi-
i 0.

materi umum menja ukens-Bull menyebutkan bahwa
langkah yanj E@Ell@al lembaga pendidikan
Islam yang merepresentasikan karakter pesantren dengan
menerapkan kurikulum dari pemerintah yang memiliki prosentase
70% materi umum dan 30% materi agama merupakan sebuah
strategi untuk menegosiasikan modernisasi dan globalisasi.'®
Langkah tersebut diambil selain sebagai konsekuensi lahirnya
SKB tiga menteri agar suatu madrasah dapat memiliki status setara
dengan sekolah umum setingkatnya, juga merupakan langkah
untuk memastikan terakomodirnya dinamika perkembangan
zaman berupa modernisasi dan globalisasi serta tetap kokohnya
cksistensi pesantren ataupun madrasah sebagai penjaga moralitas

167 Ronald Lukens-Bull, “Madrasah By Any Other Name Pondok,
Pesantren, and Islamic School in Indonesia and Southeast Asian Region”,

Jurnal of Indonesian Islam, Volume 04 Nomor 01, 2010, hlm. 4.
168 Ronald Lukens-Bull, A4 Peaceful Jihad:......, him. 2005.
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bangsa di tengah perkembangan zaman.

Proses modernisasi yang dilakukan dalam dunia pesantren
ini pada satu sisi merupakan langkah fenomenal demi menjaga
eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Melalui adaptasi
yang dilakukan dengan mengikuti tunutan zaman ini, pesantren
tidak hanya tetap eksis, namun juga mampu berkembang pesat
dengan pola pendidikan baru yang tercermin dalam bentuk
sekolah/madrasah di dalamnya. Namun di sisi yang lain, pada
perkembangannya, posisi sekolah/madrasah yang ada dalam
lingkungan pesantren ini berdiri seakan mempunyai otonomi
tersendiri dan terpisah dari sistem pesantren. Sehingga meskipun
madrasah diklasifikasikan sebagai sekolah umum berciri khas
Islam, kualitas output darfi,mhdrdsih c,e derung tidak maksimal
dan dianggap serba tanf -
berciri khas Islam, mad

madrasah kurang mampu mﬂiﬁMj?fzrasi ilmuan yang unggul
ala

dalam bidang penoetahuan umum m hal ini pengetahuan

yang d1ajarka V;Eﬂ d& adal 169
Proses meneoosmsnkan mo ernitas dengan identitas yang

dilakukan dalam dum n lahirnya madrasah
yang kemudian mgﬁﬁ rapan kurikulum
pemerintah dalam as §1 salah satu cara
agar masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan pesantren.
Modernisasi disikapi oleh kalangan pesantren dengan berusaha
tetap menampilkannya dengan tampilan yang Islami. Kombinasi
dari pelatihan agama dan mengembangan karakter di pesantren
serta pendidikan umum di sekolah/madrasah diarahkan untuk
menciptakan generasi yang dapat hidup dan berkompetisi di

arena global namun dengan tetap memegang nilai-nilai luhur
yang ada.'” Upaya yang berjalan untuk memadu modernitas

169 Raharjo, “Madrasah Sebagai The Centre of Excellence”, dalam
Ismail, Dkk. (ed), Dinamika Pesaniren “dan Madrasah (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar 2002), hlm. 227-228.

170 Ronald Lukens-Bull, “Teaching Morality: Javanese Islamic
Education in a Globalizing Era”, Jowrnal of Arabic and Islamic Studies 3,
2000, hlm. 42.



dalam dunia pesantren ini kemudian menjadi tren yang banyak
diikuti oleh hampir sebagain besar pesantren yang ada. Sehingga
hari ini hampir dapat dipastikan sebagian besar pesantren yang
ada di Indonesia sudah memiliki sekolah/madrasah di dalamnya.

Kenyataan tersebut juga didukung dengan fakta bahwa
hampir sebagian pesantren mengklasifiksikan dirinya sendiri
dengan sebutan “terpadu”, atau menerapkan sistem terpadu
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keinginan yang
besar dari kalangan pesantren agar dilihat sebagai sebuah institusi
yang seimbang antara pendidikan agama secara tradisional
dan pendidikan modern sebagai sebuah kebutuhan.'”” Namun
terma “seimbang”
hanya dipraktekka

lain, untuk tidak meix adiktif, pola pendldlkan yang

berlangsung dalam lﬁggwg&mren yang sekaligus terdapat

sekolah/madrasah didalamnya hampir sebagian besar tidak

smergls-wmlt\){ﬁ% Idl IM penerapan sistem

pendidikan yang ﬁm taga sistem pendidikan pesantren
dan sistem pend drasah tersebut. Pesantren

oldh
memiliki ddN@@NElﬁslsmn pendidikan sendiri
dengan sitem tradisionalnya, sedangkan sekolah/madrasah yang
ada di lingkungan pesantren tersebut umumnya menerapkan
sistem pendidikan dengan mengacu pada sistem pemerintah.
Secara historis, modernisasi pesantren dengan lahirnya
madrasah  merupakan upaya kalangan pesantren untuk
mengakomodasi tantangan dan tuntutan zaman. Itulah sebabnya
mengapa madrasah pada awal-awal pertumbuhannya di Indonesia
dapat dikatakan sebagai sebuah pembaharuan dalam hal metode
pengajaran dan penjenjangan. Madrasah sepenuhnya menjadi
“bentuk baru™ pendidikan pesantren dengan pola pengajaran
yang berbeda namun tetap dengan konten atau materi yang
sama. Dalam hal konten atau materi yang diajarkan, hanya

171 Ronald Lukens-Bull, “Madrasah...., him. 11.



ada sangat sedikit perbedaan antara pesantren dan madrasah
yaitu ditambahkannya materi-materi baru akibat tuntutan dan
kesadaran kalangan pesantren akan pentingnya materi-materi
tersebut dalam rangka membangun sebuah negara-bangsa.

Pengaruh yang sangat kuat dari model persekolahan yang
diterapkan Belanda serta tuntutan penyesuaian dari masyarakat
untuk mengadakan pendidikan sebagaimana yang dijalankan
Belanda sebenarnya tidak begitu berpengaruh bagi madrasah,
terutama yang berada di lingkungan pesantren. Hal tersebut
dapat dilihat misalnya dari konsistennya madrasah menerapkan
kurikulum yang berisikan 60%-70% ilmu pengetahuan agama
dan 30%-40% ilmu pengetahuan umum. Konsistensi tersebut
terus mendapatkan ujian fgiring befkenmbangnya waktu, namun
setidaknya masih banya ' p ampu bertahan dengan
format tersebut setidakn elang berakhirnya orde
baru. Sampai titik ini, hu%uc,a t dan sinergis-integratif
1gan memainkan peran
ukung.

antara pesantren masih s
yang saling melengkapi

Pada perkembano;n selanJutnya secara perlahan banyak
pesantren yan b ng*@ﬁﬁpersekolahan
dalam bungkus yang tetap islami, madra Pergeseran
ini secara perl ahan ensn pada penurunan
kualitas dan mutu Nmﬁiﬂﬁl esantren.'” Yang
patut dlsayané,ka n"a S»l kecenderungan
atau pergeseran fokus tersebut tidak berbanding lurus dengan
kualitas pendidikan madrasah yang dikelola, dimana umumnya
madrasah tersebut secara umum juga memiliki mutu pendidikan
non-keagamaan yang kurang baik. Hal tersebut diperparah lagi
dengan belum adanya pengakuan legal tentang kesetaraan antara
madrasah dan sekolah. Madrasah masih dianggap sebagai sistem
persekolahan kelas dua setelah sekolah umum, disamping juga
tidak mendapat dukungan dari pemerintah.

Pola hubungan sinergis-integratif antara pesantren dan
madrasah pada akhirnya menjadi kabur —untuk tidak mengatakan

172 Salahuddin Wahid, Transformasi Pesantren Tebuireng: Menjaga
Tradisi di Tengah Tantangan, (Malang: UIN Malang Press, 2011), him. 79.
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tidak ada— ketika kebijakan pengakuan kesetaraan madrasah
telah terbit. Kebijakan tersebut, di satu sisi memberi angin segar
bagi perkembangan madrasah dari sisi legalitas —meskipun
realitasnya madrasah tetap dalam keterpurukan—, namun di sisi
lain memberikan dampak yang tidak menyenangkan bagi pola
hubungan sinergis-integratif pesantren dan madrasah. Hal ini
dikarenakan melalui peraturan yang terbit tersebut, madrasah
tidak bisa tidak harus menerapkan kurikulum yang rancang oleh
pemerintah. Di pihak lain, perencanaan kurikulum tersebuthampir
sama sekali tidak memperhatikan atau mempertimbangkan
keberadaan pesantren serta madrasah/sekolah yang berada dan
berbasis di pesantrep

z . ;
Konsekuens gfpe 21 an% kurikulum nasional dalam

70% ilmu pengeta
agama. Madrasah k¢
yang berciri khas Iskatrt; sebagian memaknainya sebagai

pelemahgn 1\6‘171 %ﬁg T(E eberapa persoalan
kemudlabm\i g j A&I an berkurangnya
muatan materi perltgm ﬁ?%ng dianggap sebagai upaya

pendangkalan pemahaman agama. Selain itu, pada posisi yang
demikian @@M slﬁ\ institusi yang serba
tanggung karena tidak bisa memproduksi pengetahuan agama

maupun pengetahuan umum yang unggul dengan berbagai
173

n sisanya ilmu pengetahuan
ifikasi sebagai sekolah umum

alasannya.

Sementara pengelolaan madrasah terus dilakukan
dan didorong sampai pada pengakuan kesetaraan, pesantren
tetap belum mendapat pengakuan yang legal dari pemerintah.
Hubungan antara pesantren dan madrasah yang berbasis
pesantren pun semakin tampak buram karena pengelolaannya
yang perlahan beralih menjadi otonom. Madrasah dikelola
dengan manajemen tersendiri dan umumnya lebih diutamakan
dan diperhatikan untuk mengejar ketertinggalan dengan sekolah
umum, sementara pesantren dikelola nyaris seadanya dan tidak

173 Raharjo, “Madrasah..., him. 228.
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terlalu diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara
pesantren dan madrasah yang merupakan “anak™ dari pesantren
telah “berakhir”. Dua institusi ini berjalan sendiri-sendiri dengan
tujuannya masing-masing yang orientasinya cenderung berbeda.

Modernisasi dalam pesantren yang pada akhirnya
keluar dari ekspektasi awal tersebut sebenarnya telah menjadi
kekhawatiran oleh banyak kalangan dan juga sudah diwanti-wanti
oleh banyak pihak, termasuk Gus Dur. Gus Dur, sebagaimana
dipaparkan oleh Shidig, mengingatkan agar pembaharuan atau
modernisasi dalam pesantren perlu adanya pencegahan terhadap
kemungkinan munculnya intelektualisme yang dangkal. Hal
ini dilakukan sebagai upaya preventif terhadap pembaharuan
pesantren yang berhenti (,hé%ﬁ“'&%l tataran teknis, yang

ada madrasah/sekolah, sn%ﬂ% t/kedua lembaga tersebut
dapat dikatakan tidak ada, atau setldak tldaknya hanya terlihat
di sebagian kéci Ia# Eﬁ Atgk maksimal.
Semisal sebaoal penun untu men apatkan rekomendasi
pendaftaran beasiswa ig yanﬂ diadakan oleh

Kemenag sehingglﬁm®1ﬁ§§wu an pendidikannya
ke jenjang yang lIcbih'tifggl” Sel 1 netgi institusi yang
dapat memberikan pengaruh positif diantara keduanya tidak
terlihat lagi.

Banyaknya penyelenggaraan madrasah baik MI, MTs,
MA vyang berada dalam naungan pesantren sesungguhnya
dapat dimanfaatkan untuk menciptakan satu mekanisme
tersendiri guna menutupi kekurangan pelajaran dan pendidikan
agama dalam kurikulum madrasah serta mengoptimalkan
pembelajaran pelajaran umum. Seperti sering terlontar di tengah-
tengah masyarakat, kurikulum madrasah sekarang ini sangat
memungkinkan para siswanya mendapatkan ilmu pengetahuan

174 Rohani Shidiq, Gus Dur: Penggerak Dinamisasi Pendidikan
Pesantren, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), him. 177.
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agama yang jauh dari memadai serta pemahaman dan penghayatan
Islam yang dangkal. Madrasah yang berada di bawah naungan
pesantren memberikan kesempatan kepada siswanya untuk
menambah kekurangan ilmu pengetahuan agama atau justru
memperolehnya hanya dari sistem pesantren melalui pengajian-
pengajian kitab atau pembelajaran yang didesain lebih terstruktur
di bawah bimbingan para kiai atau ustad yang kompeten. Selain
itu, dengan tinggal di pondok pesantren, siswa madrasah dapat
memperoleh bimbingan dan kesempatan menjalankan agama
lebih intensif.'”

Mengingat dulunya sekolah/madrasah yang berada di
lingkungan pesantrem—me :
pesantren, makausa K menginergikan dan mengintegrasikan
kembali sistem pengijdi
ke dalam satu sist
mustahil, meskipunz
tersebut dapat diange

terhadap modernisasiata mbaharuan dalam sistem pesantren
yang dahulu ban@dikam anyekan namun dalam prakteknya
aW's

Justru Ie;‘a; Mh IlgFAeSangan perannya di
madrasah dan macl'r Mn an karakter keagamaan sebagai
lembaga yang me e§ sl Mpesantren. Proses modernisasi
yang terjadilN@EgbfAndahan dari satu titik
ekstrim pendidikan (agama sentris) ke titik ekstrim pendidikan
vang lain (hanya pengetahuan umum). Karenanya, refleksi dan
evaluasi pembaharuan pesantren dengan menggagas pendidikan
yang sinergis-integratif dirasa sangat perlu untuk kembali

menempatkan pendidikan pada track yang benar dalam upaya
menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang seutuhnya.

Mengapa Harus Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan
Islam?

Berbicara tentang lembaga pendidikan dalam diskursus
pendidikan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini
terdapat berbagai jenis lembaga pendidikan yang berkembang

175 A. Malik fajar, Madrasah..., him. 30.
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dan mewarnai dunia pendidikan kita. Meski demikian, jika dilihat
dari perspektif sejarah, lembaga pendidikan yang berkembang di
Indonesia pada periode-periode awal dapat dibedakan menjadi
dua jenis yaitu pesantren dan sekolah. Pesantren secara umum
diyakini merupakan lembaga pendidikan indigeneous yang
telah berurat-akar dalam budaya Nusantara, sedangkan sekolah
dianggap sebagai model pendidikan warisan Belanda. Keduanya
tetap bertahan dan berkembang sampai sekarang, dan proses
diversifikasi kelembagaan dari dua jenis lembaga tersebut
melahirkan adanya banyak pola pendidikan yang berjalan di
Indonesia.

Tanpa bermaksud _mereduksi keberadaan lembaga
pendidikan yang bermacdm-ritdcany tersebut, apabila dilakukan
generalisasi, lembaga-le i
dapat dibedakan dalam dua @
pesantren dengan berbaga ﬁiver asifiya dan pola persekolahan
dengan berbagai bentukaya. arus besar ini seringkali

dihadap-hadapkan hmgg%@rjﬂ@ﬁ perbedaan-perbedaan
di antara keduanya, dan umumnya berujung pada demonstrasi

keunggulan S@NW% RFSS] Tﬂm yang lain.

Padahal sebagaimana juga telah menjadi pemahaman umum,

dua pola pendidikan ibua#NMNAmiliki kelebihan dan
kekurangan masi T g ﬁ pat dielakkan. Sikap
untuk mempertegrmgamﬁ I Q;ﬁa‘keduanya secara
tidak langsung merupakan upaya melanggengkan dikotomi
yang telah meracuni sistem pendidikan kita."”* Karenanya, yang

perlu dilakukan sebenarnya adalah mencari titik temu di antara
keduanya untuk menemukan format pendidikan yang sesuai
dengan karakter kepribadian bangsa serta responsif terhadap
perkembangan.

176 Meski harus diakui bahwa dikotomi yang terjadi secara umum
tidak hanya terjadi pada dunia pendidikan, melainkan sudah merasuk dalam
setiap lini kehidupan umat muslim khususnya. Menurut Abdurrahman
Mas’ud, secara historis dikotomi yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor
yang cukup kompleks yang meliputi sikap mental umat yang yang dikotomis
baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan serta tribalisme baru berupa
fanatisme mazhab yang berlebihan. Lihat Abdurrahman Mas’ud, Menggagas
Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius Sebagai Paradigma
Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 122.
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Dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia sudah
sepatutnya menerapkan pendidikan yang dapat menunjang
terbentuknya pribadi yang sempurna sebagai seorang muslim
serta unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagai modal pembangunan bangsa. Dari gambaran ideal
arah pendidikan tersebut, jika dilihat dari satu sisi maka tidak
bisa dilepaskan dari implementasi pendidikan Islam. Tanpa
bermaksud mengesampingkan lembaga persekolahan, akan
tetapi jika berbicara pendidikan Islam dalam konteks Indonesia,
maka pesantren seharusnya tidak dapat dipisahkan. Artinya,
bangunan sistem pendidikan Islam di Indonesia setidaknya harus
mencakup sistem pega idatamnya. Hal ini bukanlah suatu
yang berlebihan me*é’gin ra/éz besar yang dijalankan oleh
pesantren selama in Q

Pesantren s¢bagd -: pendidikan asli nusantara

pE M

terbukti telah mam

sosio-kultural di te-J e _inasyarakat. Dalam konteks
pembentukan muslin“séfati“fisalnya, pesantren telah banyak

memperlih N S}\ %:gfglde gapsistem pendidikan
yang ber Id S sA;Sdldlkan pesantren,

ajaran agama tldaqgi_dAIMebagal sebuah pengetahuan,

namun juga diharuskan adanya ralisasi dalam bentuk ketaatan
serta kesesudi a E ang demikian tersebut
tidak atau belum dimiliki oleh lembaga pendidikan lain selain
pesantren.

Ajaran agama merupakan suatu yang aplikatif dan bukan
sebatas sebuah pengetahuan. la tidak cukup hanya diajarkan dan
kemudian dinilaikan berdasarkan pengetahuan serta penguasaan
seseorang tentang definisi-definisi, rukun-rukun ataupun hukum-
hukum yang ada dalam ajaran tersebut. Tolok ukurnya adalah
perwujudannya atau implementasinya dalam perilaku sehari-hari.
Nilai dari pengetahuan tetang ajaran agama tersebut terletak pada
pengamalan atau aplikasi dalam kehidupan seseorang. Dalam
diskursus teori pembelajaran, ajaran agama yang dibreakdown
ke dalam kurikulum pembelajaran agama tidak hanya cukup
sampai dimensi kognitif. Dalam khzanah Islam, dikenal istilah al
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ilmu bila “amalin ka asy-syajaru bila tsamarin yang menunjukkan
keharusan dalam menjalankan suatu ilmu yang diketahui. Maka
dari itu dibutuhkan komponen pendidikan yang dapat mendukung
seseorang untuk menerapkan dan mengaplikasikan apa yang
telah diketahuinya tersebut. Komponen tersebut dimaksudkan
agar ajaran agama yang telah diketahui dan dikuasai melalui
proses pendidikan dapat diamalkan dan diterapkan sebagaimana
mestinya.

Esensi pendidikan Islam adalah terdapatnya unsur
iman, ilmu dan amal dalam totalitas teori dan praktek suatu
pendidikan.'” Suatu kegiatan atau lembaga bisa dikategorikan
sebagai “pendidikan Islam™  manakala di dalamnya di
kembangkan secara harm(@ pidKefifd unsur tersebut. Sajauh ini,
lembaga pendidikan Islaht di 0 yang secara eksplisit
menggambarkan ketigan anya pesantren. Lebih
dari itu, dalam rangka pefabentikpn kiiis
booming di Indonesia ak it-ak J i, yaitu karakter yang Islami.
terdapat rukun yang haru%ﬁ%’@’k mewujudkan karakter

tersebut yang meliputi moral acting dengan cara habituasi

(pembiasaan) (? WR 1 ingemoral feeling
e am modelin r$l4TﬂA

and loving, s Semua rukun ini tidak

mora
berlebihan jika dikatall&k]ah&rM dan berjalan dalam
mekanisme pendidika !
Selain itujmglﬁaﬁ%ln‘m Yilosofis edukatif

modern, sebagaimana disebutkan Djauhari, sistem pendidikan

0
@ \,4/‘

kter sebagaimana yang

pesantren  memiliki  beberapa  keunggulan  kompetitif

dibandingkan sistem pendidikan lainnya. keunggulan tersebut

diantaranya berupa:'”

I. Orientasi pendidikan pesantren tertuju pada pendidikan
berbasi masyrakat (community based education):

2. Keunggulan  visi  pendidikan  pesantren  dalam

177 Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam. Studi
Tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993),
him. 80.

178 Maragustam, Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan
Karakter, (Yogyakarta: Pascasarjana FITK, 2018), hlm. 285.

179 Mohammad Tidjani Djauhari, Masa Depan Pesantren, Agenda
yang Belum Terselesaikan, (Jakarta: TAJ Publishing, 2008), hlm. 81-83.
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mengimplementasikan fungsi ibadah kepada Allah:;

3. Misi ganda menyiapkan SDM berkualitas imaniyah, ilmiah
dan amaliyah serta menyiapkan kader pemimpin yang
memahami agama;

4. Sejak dini telah menekankan pentingnya niat tulus karena
Allah dalam mencari ilmu;

5. Arah pendidikan yang tidak hanya bersifat vertikal, tetapi
juga horizontal kemasyarakatan;

6. Orientasi ilmu pada kebermanfaatan bukan sekeder content
oriented.

7. Fungsi pemimpin pesantren yang tidak hanya sebagai
leader, tetapi 'mgasnaral\ forge bagi lingkungan pesantren:;
dan Z

pendidikan, pengasuhan
prinsip keteladanan dan
pdari sekedar pengajaran yang

Pendapat lain menyEL;t an, sistem pendidikan yang
berjalan tr; lﬁ$¢ngan pendidikan
formal sgl')amﬁ n ‘ménunju cberapa kelebihan,
diantaranya smtel\SLoAlMyang memungkinkan kiai
melakukan é kepada santri secara
langsung, hul‘fmp Mﬁﬁ%yang terbangun antara
santri dan kiai memungkinkan pendidikan yang kondusif, sistem
pendidikanyang menunjang kemandirian dan kesederhanaan serta
pendidikan yang murah dan terjangkau.'® Singkatnya, dalam hal
urusan pembinaan moral khususnya, pesantren lebih unggul dan
lebih bisa diandalkan dibandingkan lembaga pendidikan formal.
Moral yang terpuji sebagai cerminan keberagamaan seorang
muslim secara umum lebih mudah terbentuk dengan sistem
pendidikan di pesantren. Meski begitu, bukan berarti pesantren

sepenuhnya merupakan lembaga yang tanpa kekurangan.
Kritik-kritik yang diarahkan kepada pesantren sebagian besar

180 Rohani Shidiq, Gus Dur... him. 163. Lihat juga Agus Sunaryo,
Identitas Pesantren Vis a Vis Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka IImu,
2017). him. 38.
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sampai hari ini masih relevan seperti pola kepemimpinan kiai,
metodologi yang digunakan dalam pengajaran yang dirasa tidak
efisien dan lain-lain.'"!

Selain memainkan fungsi didaktis dalam hal pendidikan
serta penanaman nilai dan moral, lembaga pendidikan pesantren
secara umum juga memiliki banyak peran lain. Misalnya saja
semangat perjuangan pesantren yang secara tidak langsung
mencerminkan semangat menjaga kesatuan NKRI, desimenasi
Islam yang ramah dan toleran serta desimenasi budaya damai
pesantren dalam masyarakat. aspek-aspek ini sekiranya dapat
menjadi bahan pertimbangan tambahan mengapa revitalisasi
sistem dan karakter pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam

dan inklusif. Pola keben%Mﬂ@mikian itu sesunguhnya
telah tertanam dalam diri masyarakat muslim Indonesia. Namun

belakangan n‘?N I)Wgemr$'a1rﬂas yang secara

perlahan merubah karak aman masyarakat muslim
Indonesia yang 1nklu51 yang ramah menjadi

keras dan lain s ¢H§ i besar menyulut
api konflik dan m.a nt §3Aak bangsa yang
membahayakan keutuhan NKRI.

Ideologi transnasional yang berkembang menembus
batas-batas wilayah telah masuk juga di Indonesia. Ideologi ini
umumnya disebut dengan ideologi salafi dan ideologi syiah.
Dengan masuknya ideologi transnasional ini, maka upaya
penyebarannya doktrin ideologi tersebut pasti akan terjadi. Hal
tersebut dapat dilihat misalnya dari banyak bermunculannya

lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berideologi salafi.
Lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh pengikut

181 Yasmadi, Modernisasi Pesantren: Kririk Nurcholish Madjid
Terhadap Pendidikan Islam Tradisional, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005),
hlm. 63-72.
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ideologi ini mulai berkembang pesat di Indonesia.”? Jika
ideologi transnasional dapat masuk dan berkembang dengan
subur di Indonesia serta dapat mempengaruhi masyarakat
muslim Indonesia, maka dapat dikatakan ideolagi tersebut
mampu mencapai kemenangan. Hal tersebut akan berpengaruh
pada cara keberislaman muslim Indonesia secara umum, karena
sebagaimana kita ketahui, paham-paham transnasional memiliki
prinsip yang berbeda dengan cara keberislaman muslim Indonesia
pada umumnya dan cenderung bertolak belakang.'®?

Dengan karakter keberislaman yang berbeda, munculnya
lembaga pendidikan transnasional akan banyak mempengaruhi
dan berpotensi m r keberislaman masyarakat
muslim Indonesia 1 ngaruh pesantren. Jika sudah
demikian, maka pe in ndalam menciptakan masyarakat
muslim yang ramahto eksklusif akan tergeser dengan

anme
ideologi baru ter @ut. 'sin%a peran pesantren dituntut

untuk tampil dal%lm@enanggulangl paham-paham
, Ha

yang mengarah pad# dikalisme. Pesantren harus
tampil ker ﬂ bagai.y S;[ulfk epxebaran Islam yang
berkarakg ml' lu ié)gimana masyarakat
muslim Indonesialsslriiﬁﬁm.'“

Dalam perjuangannya_menyebarkan Islam yang ramah
dan Wasathi)lbflm@mﬁglémassiﬁkasi pendidikan

pesantren perlu digaungkan mengingat penyebaran lembaga-

lembaga pendidikan Islam salafi yang dipersepsikan “radikal”
terus meluas. Pesantren-pesantren terutama yang berhaluan
ahlussunnah wal jama’ah yang bijak dalam mengakomodasi
tradisi lokal sebagaimana yang berkembang di Indonesia sebagai
sebuah lembaga indegeneous perlu dihidupkan kembali perannya,
terutama dalam  menanggulangi  kemunculan-kemunculan

182 Noorhaidi Hasan, “Salafi Madrasahs and Islamic Radicalism
in Post-New Order Indonesia, dalam Kamaruzzaman Bustmam-Ahmad dan
Patrick Jory (Ed), Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary
Southeast Asia, (Kuala Lumpur: Yayasan llmuwan, 2011), hlm. 97.

183 Ali Muhtarom, /ldeologi dan Lembaga Pendidikan Islam
Transnasional di Indonesia, (yogyakarta: Zahir Publishing, 2019), him. 154.

184 Jamal Ma mur Asmani, Peran Pesantren dalam Kemerdekaan
dan Menjaga NKRI, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), him. 209.
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gerakan yang mengarah pada radikalisme. Karena sebagaimana
yang telah terbukti selama ini, kalangan pesantren tradisional
ini memiliki keseriusan dalam mendukung perdamaian, resolusi
konflik dan penjagaan atas kehidupan pluralitas dalam perbedaan
etnis dan agama.'®

Konsep Sinergi Pesantren dan Madrasah Sebagai Model
Alternatif Pendidikan Islam Indonesia

Problem dan dilema pendidikan Islam Indonesia yang
terjadi sampai hari ini adalah tidak atau sulit terpenuhi dan
terealisasinyaidealismesertaharapandaritujuanpendidikanIslam,
yaitu terwujudnya manusia yang kamil sebagai “abdullah (hamba
Allah Swt) dan manusia/yang_ko pS en sebaoai khalifatullah
(wakil Allah Swt di mukat
tujuan pendidikan Islam [te k;a disinyalir telah terjadi
sejak Indonesia berdiri yéng $@r@ bat dari sejarah dinamika
dan tarik ulur dalam h4E
tujuan pendidikan Islam sia-i1j, menghendaki dan dapat
digambarkan dengan la T ; !a yang dari perspektif

keilmuan men ihaik %%Tyﬁa ntuk menjalankan
peran dan kewayfban Mﬁl 1fbalse wetahuan umum

(pengetahuan alam) urilgniimAkMan menjalankan peran

sebagai khalifah.

Realitas le@QNEﬂSJAnOuasaan parsial
terhadap apa yang disebut dengan pengetahuan, baik pengetahuan
agama maupun pengetahuan alam. Hal itu tampaknya telah

menjadi sesuatu yang umum, dimana jika seseorang menguasi
ilmu pengetahuan alam maka umumnya ia kurang memadai
dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan agama. Begitu pula
sebaliknya, banyak orang yang telah menguasi dan mumpuni
dalam hal ilmu pengetahuan agama, namun penguasaan dan
kemampuannya terkait dengan ilmu pengetahuan alam umunya
masih kurang. Meski menggeneralisir persolan tersebut hanya
dalam satu gambaran saja barangkali merupakan suatu yang

185 Badrus Sholeh, “Antara Konflik dan Perdamaian: Peran
Pesantren”, dalam Badrus Sholeh (Ed), Budaya Damai Komunitas Pesantren,
(Jakarta: LP3ES, 2007), him. 91.
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kurang tepat, namun pada kenyataannya gambaran tersebut bisa
jadi merupakan gambaran yang paling mendekati dengan realitas
yang ada.

Jika dilihat dari lembaga pendidikan yang ada di
Indonesia, terdapat setidaknya tiga lembaga pendidikan, yaitu
sekolah, madrasah dan pesantren. Masing-masing dari ketiganya
tentu memiliki kelebihan, disamping juga pasti memiliki
kelemahan. Pesantren umumnya dianggap unggul dalam bidang
ilmu-ilmu agama dan aplikasinya sehari-hari, namun lemah di
bidang ilmu-ilmu umum. Sedangkan sekolah umumnya lemah
di bidang ilmu-ilmu agama, namun lebih unggul di bidang
penguasaan ilmu gl ay, imu umum dibanding dengan
lembaga pendidikan dainnya Mazi asah pada dasarnya didirikan
untuk mengakomod i t_,\) g@ bungkan dua keunggulan dua
lembaga pendidika
kelemahan keduan a: Na ag kenyataannya, secara umum
ekspektasi yang ‘u --1 Wi deal tersebut tidak mampu
dlquudkan 158 "

di gTd fgfm dapat menjadi
Jawaban NIMSII A an di Indonesia
nyatanya tidak lriagll_bﬁm:Manyak Bahkan di sinyalir
output keluaran madrasah kurang mumpuni jika dihadapkan
pada persoall mtldak matang dalam
hal penguasaan 1lmu ilmu pengetahuan umum. Hal ini pada
prosesnya mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam
pengelolaan madrasah seperti Madrasah Aliyah Program
Keagamaan (MAPK), Madrasah Aliyah Program Keterampilan,
Madrasah Model, Madrasah Unggulan, Madrasah Terpadu
serta Madrasah Tsanawiyah Terbuka.'®” Madrasah-madrasah ini
didirikan dengan berbagai latar belakang, maksud dan tujuan
yang berbeda-beda, seperti MAPK yang didirikan berdasarkan
kenyataan bahwa lulusan madrasah dari segi basic competence
agamanya diniai terlalu lemah. Sayangnya, inovasi-inovasi

186 Sutrisno, Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistimologi
dan Sistem Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him. 202-203.

187 Ahmad Zayadi, DKk., Desain Pengembangan Madrasah,
(Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama lslam 2005). hlm. 7-10.
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seperti ini hanya berlaku secara parsial karna penerapannya tidak

menyeluruh pada semua madrasah sehingga format madrasah

secara umum masih seperti sebelumnya.

Kenyataan lulusan madrasah yang dianggap serba

tanggung tersebut jika dianalisis dapat disebabkan oleh berbagai
faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya:'**

L,

Pengembangan madrasah masih bersifat tambal sulam. Hal
ini dapat dilihat misalnya pada pendirian MAPK sebagai
respon terhadap lemahnya penguasaan ilmu keagamaan
siswa, adanya program keterampilan sebagai respon
terhadap tingginya lulusan madasah yang tidak dapat
melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi serta madrasah
unggulan sebagai lngléalrﬁ‘éﬁ‘yelmatan Meski program-
program baru ters¢but .- anfaatnya bagi proses
twkah tersebut tampaknya

)
. . . w T
tidak didasari dengai kon lu terencana dan matang;:
z

dilihat dari banyak%%@ﬁla dlaJarkan sementara

waktu tidak memadai. Misalnya saja mata pelajaran agama
di madr@NWE:Rtg p@nyak namun
waktu yang dlsej‘éan umumnya tidak terlalu berbeda.
Selain itu dalam h masih ada duplikasi

materi yanm l§ da mata pelajaran
yang berbeda dan7juga pMﬁ fno berbeda;

Akibat dari kurikulum yang belum fokus tersebut (bahan
terlalu berat dan tumpang tindih), maka proses pendidikan

yang terjadi di madrasah tidak sesuai dengan visi dan misi
pendidikan madrasah;

Ketiadaan cetak  biru  pengembangan  madrasah.
Pengembangan yang terjadi di madrasah umumnya
hanya merupakan respon refelktif terhadap satu persoalan
tertentu. Hal ini menjadikan pengembangan madrasah
tidak memiliki arah yang jelas dan komprehensif.
Persoalan dan dilema yang demikian ini akan tampak

188 /bid., him. 2-3.
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lebih memprihatinkan bagi madrasah-madrasah yang secara
kelembagaan tergabung dengan pesantren atau satu atap
“yayasan’ dengan pesantren. Madrasah identik dengan pendidikan
Islam dengan sentuhan modernisasinya yang umumnya tetap
diidentikkan dengan domain ilmu agama, sedangkan pesantren
sedari awal dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang
khusus menekankan pengetahuan dan pengamalan ilmu-ilmu
agama. Menjadi ironi apabila dengan berbagai keunggulan
gabungan dari dua institusi tersebut, output lulusannya tidak
mumpuni dalam persoalan agama. Sebetulnya, dari gabungan dua
institusi tersebut ada peluang besar untuk melaukan reformasi
dalam tubuh pendidi

paling realistis b@‘

rangka pembangu gn S
tidak hanya di bidang gt ugn agama, tetapi juga unggul
dalam bidang pengetahiian o) serta skillfull dalam bidang
penerapan tekno log1 Den enggabungkan keunggulan atau
aspek- as &é %hA didikan pesantren
dengan Iembaga p 15 dlsmyallr akan mejadi jalan
keluar bagi dllema muan yang sedancr melanda masyarakat
Indonesia prEcﬁlﬁtama dianggap tidak

mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap proses
pembangunan yang sedang berlangsung pada waktu itu. Dengan
digabungnya dua keunggulan dari dua institusi pendidikan
tersebut —pesantren dan sekolah— maka secara otomatis akan
melahirkan output sumber daya manusia Indonesia yang ulama’
yang ilmuan atau ilmuan yang ulama’, untuk menggambarkan
seseorang yang menguasai kompetensi keilmuan agama dan
kompetensi keilmuan umum. Model pendidikan yang demikian
itu kemudian digambarkan atau direpresentasikan dengan
lahirnya madrasah dalam sistem pendidikan pesantren.

Penggambaran madrasah atau sekolah dengan sedemikian
rupa tersebut memang bukanlah sebuah kekeliruan. Pada masa-
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masa dimana gencar dikampanyekan pendirian madrasah dalam
pesantren, tujuannya memang dimaksudkan untuk keperluan
vang sesuai dengan kebutuhan zaman pada waktu itu. Dengan
segala kondisi yang ada pada waktu itu, dimana lembaga
pendidikan yang ada dan dapat diakses masyarakat luas hanyalah
pesantren, dan karena model pendidikan yang berjalan dalam
sistem pesantren dirasa tidak cukup mampu untuk memenuhi
kebutuhan dan tuntutan yang ada, maka keluarlah ide untuk
mendirikan atau mendiversifikasikan lembaga pesantren tersebut
dalam bentuk persekolahan yang masih mempresentasikan
nilai-nilai pesantren. Maka kemudian lahirlah madrasah dalam
sistem pesantren dan pada perkembangannya banyak diikuti oleh
arena adanya dorongan

nyawaktudandinamika
.| pendidikan madrasah
pesantren secara perlahan

“terpisah’ dari sistem awal.l?a M@I}mn ini dapat dikatakan
a

bahwa madrasah-madras tau sekolah- sekolah yang berada

dalam lmgkum ﬁmw * baik secara
kelembagaan maupun tata kelo anya engan pesanfren. Pesantren

dan madrasah/sekolah masm0 masing yang
pengelolaannya dij } ﬁ m$ 1g berbeda. Dalam
hal ini, modernis HQ. 1&] JAangsuné dengan
cepat mengakibatkan efek samping yang tidak ringan, yaitu
disorientasi kurikulum pesantren, antara konsisten memegang

tradisi, kreatif mengadopsi perubahan atau kombinasi keduanya
yang nyatanya tidak menampkakkan kesuksesannya.'’

Hal tersebut tentu menjadikan cita-cita awal dirintisnya
madrasah dalam sistem pendidikan pesantren secara perlahan
manjadi pudar. Memang benar dengan adanya madrasah aspek
seperti kurikulum, relevansi pendidikan serta pengelolaan
pendidikan yang lebih terstruktur dan terencana lebih baik dari
pada dalam sistem pesantren. Namun barangkali justru ada yang

189 Jamal Ma mur Asmani, Peran Pesantren..., hlm. xi.
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terlewatkan atau tertinggal dari proses transformasi pendidikan
tersebut, yaitu substansi atau prinsip dasar pesantren untuk
mengajarkan dan melatih siswa atau santri dalam penguasaan
ilmu dan nilai-nilai Islam yang justru tidak terakomodasi dengan
baik atau tidak terlihat dari institusi modern hasil pembaharuan
pesantren. Dengan kata lain, madrasah telah kehilangan orientasi
dan akar sejarahnya yang keadaan tersebut justru berperan pada
semakin menajamnya dualisme pemaknaan pendidikan.'”

Realitas yang demikian tersebut tentu memprihatinkan
dan perlu mendapatkan perhatian agar proses perjalanan
pendidikan Islam di Indonesia dapat menjadi lebih baik. Perlu
adanya refleksi dan va tadap proses modernisasi atau
pembaharuan siste <pen' ikan Tslam di pesantren yang terjadi
khususnya pada pe = ke-20. Refleksi dan evaluasi
af |[kembali semangat dan arah
modernisasi pendidilan ;\ ilrencanakan dan diharapkan,
: paiannya hari ini atau justru
terJad1 ketidaksesuard ~ Likibdtkeéluar dari track yang telah
dlrencanm modernisasi yang
terjadi d ER@TAS telah mengalami
pergeseran darl Man perencanaan awal. [tu
terjadi bukan merupa an sebuah kesenoajaan namun akibat dari
berbagai din Nﬁa@ m sejarah pendidikan
Islam di Indonesia.

Dinamika perkembangan yang menuntun pada pola
vang tidak sinergis-integratif antara pesantren dan madrasah
ini terjadi di hampir semua tempat. Misalnya saja, proses
modernisasi atau perubahan dengan melahirkan madrasah atau
sekolah yang terjadi di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien
Ngunut Tulungagung. Meski jika dilihat jenis pendidikan yang
dipraktekkan cukup beragam, namun di dalamnya terdapat sistem
pengelolaan pendidikan yang cenderung mendua, tidak sinergis-
integratif. Sistem tersebut tampak dalam praktek pendidikan

190 Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen
Madrasah..., hlm. 23.
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yang terjadi pada pesantren yang sekaligus juga tempat tinggal
bagi santri yang sekaligus mengikuti program pendidikan formal
pada SD. SMP ataupun SMA. Sekolah formal yang ada tersebut
secara keseluruhan menerapkan kurikulum nasional, tentu
dengan muatan mata pelajaran agama di dalamnya. Sedangkan di
luar jam sekolah formal, siswa yang sekaligus juga menjadi santri
di asrama pesantren juga mendapatkan pengajaran selayaknya
pembelajaran pada pesantren umumnya.'”'

Pola pendidikan yang demikian tersebut umumnya
dipraktekkan hampir di setiap pesantren yang juga mengadakan
pendidikan formal sekolah maupun madrasah. Di Daerah
Istimewa Yogyakarta misalnya, hampir semua pesantren yang
cukup besar juga me pendidikan formal,
baik sekolah ataupun |Umumnya pesantren-
pesantren ini mengklasthkass % em pendidikan yang
mereka selenggarakan de
Bagaimanapun, pelabelapSint aupun terpadu tersebut
merupakan bagian dari gﬁ?ﬁ%ﬂ@roduct untuk menarik
minat masyarakat luas, meskipun pelabelan tersebut juga tidak

sepenuhnya sgl i tenya. Setidak-
tidaknya, label integratif atau terpadu tersebut tergambarkan dari
penyelenggaraan penditl' AMna siswanya sekaligus

diharuskan mengirwb Gﬁﬁgrkﬁfsantren. Dengan

191 Nur Effendi, Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren:
Konstruksi Teoritik dan Praktik Pengelolaan Perubahan Sebagai Upaya
Pewarisan Tradisi dan Menatap Tantangan Masa Depan, (Yogyakarta: Teras,
2014), hlm. 199.

192 Beberapa di antaranya misalnya, Pondok Pesantren Ali Maksum
Krapyak yang selain menerapkan pendidikan tradisional pesantren dan
madrasah “diniyah serta Ma’had Aly, juga menyelenggarakan pendidikan
formal berupa Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum, Madrasah Aliyah Ali
Maksum dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ali Maksum (www.krapyak.
org); Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang selain menyelenggarakan
sistem pesantren, Madrasah Diniyah, Madrasah Tahfidz serta Ma’had Aly,
juga menyelenggarakan pendidikan formal berupa Madrasah Ibtidaiyah,
Madrasah Tsanawiyah, SMP Sains Alqur’an, Madrasah Aliyah dan SMA Sains
Alqur’an (www.ppwahidhasyim.com); Pondok Pesantren As-Salafiyyah yang
selain menyelenggarakan pendidikan dengan sistem pesantren tradisional
dan Madrasah Diniyah, juga menyelenggarakan pendidikan formal seperti
Madrasah Tranawiyah, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) (www.as-salafiyyah.com); serta beberapa pondok pesantren lain di
Yogyakarta.
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pola pendidikan yang demikian, maka label integratif ataupun
terpadu dianggap telah cukup terwakili walaupun dalam lingkup
yang sangat kecil.

Dalam  pandangan peneliti, pola-pola  pendidikan
gabungan antara sistem pesantren dan sistem sekolah formal
seperti di atas tidak sepenuhnya menggambarkan suatu yang
integratif atau terpadu, apalagi sinergis. Meski penyempurnaan-
penyempurnaan tentu juga dilakukan, namun secara garis
besar terdapat pola hubungan yang menghendaki atau bahkan
mengharuskan sistem pesantren dan sistem sekolah formal tidak
dapat menyatu dalam satu konsep dan sistem pendidikan yang
smergls integratif. en@nAlMta in, walaupun secara dhohir

Sistem pendidikan pesantren
nbaga tradisional dan sistem
en dengan “ruh”nya untuk

“jiwa’ atau ‘ruh”
tetap dengan “ruh”n&a sghi ai

pendidikan formal ;ya ;&r}k
memenuhi tuntutan f’(SYtg ﬂ)@
Nja Tb 1y, pesantren  yang
menyeleg ra Vﬁ%%gl aAe%ldu sebagaimana
konsepsi di atas. TIJS!I_IVA Mbihan jika dikatakan secara
umum samp. Iﬁﬁgﬁlre dengan pola pendidikan
terpadu ter TN@ g ang pendidikan ilmu
umum sekaligus bagus dalam bidang pendidikan ilmu agama.
Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa apa yang disebut
dengan pesantren dengan konsepsi ini hanyalah merupakan

asrama tempat siswa menginap, atau bahkan mungkin lebih
kepada sekolah berasrama (boarding school).'”

Hari ini kita tidak bisa memungkiri bahwa persepsi
masyarakat tentang lembaga pendidikan menunjukkan adanya
garis perbedaan antara lembaga pendidikan pesantren dan
lembaga pendidikan formal baik sekolah atau madrasah.
Persepsi tersebut bagaimanapun akan berimplikasi pada tetap

193 Salahuddin Wahid, Transformasi Pesantren..., hlm. 133-134.
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kuatnya stigma antara lembaga pendidikan agama dan lembaga
pendidikan umum. Konsepsi dan labeling terpadu atau integratif
pada gabungan dua lembaga tersebut tidak serta merta dapat
menghilangkan stigma yang telah lama memenuhi dunia
pendidikan kita. Ditambah lagi pola penyelenggaraan konsepsi
lembaga terpadu tersebut yang masih belum sinergis antara satu
dengan yang lainnya.

Tidak sinergisnya pengelolaan dua lembaga ini
(pesantren dan madrasah) dapat dilihat terutama dari penerapan
kurikulumnya. Meskipun dilabeli dengan sistem terpadu,
penerapan kurikulum di dalamnya dijalankan masih dengan

sekolah umum dengan j%}%@ﬁaran agama yang lebih
banyak. ' -

Adany NlpV:E%g'afrﬁrs yang lebih

banyak dalam urikulmg naSlOK eharusnya diikuti dengan

penambahan jam belajel' asah antara 10-14 jam

setiap mingguny N i ﬁ ;&1 mata pelajaran
pada madrasah 11 h mzpm §J n tersedianya waktu
belajar yang cukup, maka kualitas lulusan madrasah diprediksi
agan lebih bagus di bidang keagamaannya dan mampu bersaing
di bidang keilmuan umum.'” Namun kenyataannya, jumlah jam
pelajaran pada madrasah umumnya masih sama, dengan sedikit
memangkas jatah jam pelajaran untuk materi pengetahuan
umum. lIronisnya, di beberapa madrasah atau sekolah yang
berbasis di pesantren, alokasi waktu pembelajaran yang sudah
tidak berpihak pada siswa tersebut masih harus ditambah dengan

194 Dede Rosyada, Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam
Arus Dinamika Pendidikan di Era Otonomi Daerah, (Depok: Kencana,
2017), him. 24.



beberapa jenis mata pelajaran, seperti kitab kuning dan lain-lain.
Hal ini tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan
mempengaruhi kualitas pembelajaran pada semua mata pelajaran
dan khususnya pada materi-materi ilmu alam.

Di sisi lain, sebagaimana disebut di atas, pola pengelolaan
dua lembaga ini umumnya masih mengedepankan “ruh”nya
masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari keharusan madrasah
atau sekolah (termasuk yang berbasis di pesantren) untuk
meyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum nasional secara
menyeluruh. Artinya, pendidikan agama dalam kurikulum
nasional (yang bahkan di beberapa tempat masih dibari

¢ ra mutlak karena terkait dengan
an formalisme. Sementara itu,
nga juga diajarkan materi-materi
u bahkan lebih tinggi muatan
kontennya. Hal ini i merupakan bentuk tumpang-
tindih kurikulum da ar ' cpsifembaga terpadu/integratif yang
membuang-buang k t hemat peneliti, tumpang-

tindih km fﬁga g tu ini seharusnya
bisa die wvggﬁgl 1IA$ sinergis-integratif

antara pesantren FSIn_deolah sehingga penguasaan

akan pengetahuan agama maupun pengetahuan umum dapat
lebih dtmaleN@ON SIA

Misalnya saja dalam kurikulum yang sekarang berlaku,
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mata
pelajaran fikih pada kelas tujuh (VII) Madrasah Tsanawiyah
(MTs) yang meliputi materi tentang hadas dan najis serta cara
menyucikannya, ketentuan shalat lima waktu, waktu-waktu
shalat lima waktu, ketentuan azan dan igamah, ketentuan shalat
berjamaah, ketentuan sujud sahwi serta tata cara berzikir dan
berdoa setelah shalat.'”™ Dalam diskursus keilmuan pesantren,
materi-materi  yang menjadi muatan pendidikan agama di

keagamaan yang hg

195 Lihat dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, hal. 140.
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madrasah tersebut merupakan materi-materi dasar yang diajarkan
bahkan dalam pembelajaran yang cukup basic. Selain menjadi
materi yang diajarkan, implementasi atau pelaksanaan materi-
materi tersebut dalam level perilaku lebih ditekankan, terutama
dengan makanisme yang berjalan dalam sistem pesantren yang
didukung dengan lingkungan yang kondusif untuk mengamalkan
pengetahuan-pengetahuan tersebut. Yang terjadi kemudian
adalah materi-materi tersebut tetap diajarkan di madrasah dan
“merampas” waktu belajar siswa untuk mempelajari hal-hal yang
lain hanya demi formalitas pelaksanaan kurikulum dan penilaian
melalui ujian tulis.

Secara lebih terperinci, berikut muatan kurikulum berupa
Kompetensi Inti (KI) dan (K A?deﬁ?él Dasar (KD) mata pelajaran
agama (al-Qur’an dan fi &) baik idh m@zd asah (MTs-MA) atau di

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

196 [bid. Lihat juga dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24
Tahun 2016 tengtang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada
Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
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» Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fikik pada jenjang
Tsanawiyah (MTs):

Level Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
Smt
- Memahami - Memahami - Memahami
hadas dan najis | ketentuan ketentuan
dan tata cara| sujud syukur menyembelih
menyucikanny |- Memahami binatang
a - Memahami
- Memahami ketentuan
ketentuan 2} qurban  dan
shalat li 1 aqiqah
waktu = - Memahami
- Memahami |2 m ketentuan jual
waktu-waktu [2 beli dan qirad
shalat liléiﬂ%]w@aan - Menganalisis
waktu zakat larangan riba

| |- NV ERSITAS
etentuan
dan iqamahaleI_AM

- MenggplifD ONE S| A
ketentuan
shalat
berjamaah

- Mengetahui
ketentuan sujud
sahwi

- Memahami
tatacara
berzikir dan
berdoa setelah
shalat

II |- Memahami - Memahami - Memahami

[




ketentuan tata cara | Ketentuan
shalat Jum’at melaksanakan | pinjam
Memahami haji dan| meminjam
ketentuan umrah - Memahami
shalat  jamak |- Memahami ketentuan
dan gasar ketentuan utang piutang
Memahami sedekah, - Menganalisis
kaifiat ~ shalat| hibah dan | ketentuan
dalam berbagai| hadiah gadai
keadaan Menganalisis |- Menjelaskan
Memahami ketentuan ketentuan
shalat ~ sunah upah
muakkad dan - Memahami
gairu muakkad ketentuan
pengurusan
jenazah
- Memahami
ketentuan
WEUS

ISI_AM

» Kompetensi Dasar_mata pelajaran Alqur’an pada jenjang
Tsanawiyah (MIlls)¥ DéNEsqIA

Level Kelas VII Kelas VIII Kelas IX

Smt
Memahami - Memahami - Memahami
kedudukan Al-| ketentuan ketentuan
Qur’an dan| hukum hukum — mad
hadis sebagai| bacaan mad| silah, mad

1 pedoman ‘iwad,  mad| badal,  mad

hidup  umat| [layyin, dan| ramkin,  dan
manusia mad ‘arid | mad farqi
Memahami isi | /lissukun dalam Q.S. al-
kandungan dalam al-| Qari’ah, Q.S.
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Q.S al-
Fatihah, an-
Nas, al-Falaq,

dab al-Ikhlas
tentang tauhid
dalam konsep
Islam
Memahami
keterkaitan isi

kandungan
hadis dengan
iman riway
Ali bin A
Talib  ddt}
Ibnu  Maj E
dan  riway
Muslim dazﬁa
Umar bm

Kyt
adis  riwayat
Muslim Jvﬁ

Abu I“SQ(

Hadis

ibadah  yang
diterima Allah
hadis riwayat
Al-Bazzar dari
Adh-Dhahlaq
dan hadis
riwayat
Muslim  dari
Aisyah dalam
fenomena

kehidupan dan

ke
I_B}; llan
ol Muh isi

akibatnya

Qur'an  QS-
QS pendek
pilihan
Memahami isi
kandungan
Q.S. al-
Quraisy dan
Q.S. al-
Insyirah
tentang
ketentuan

}J dan
Ma un

DINE =4

perilaku
tolong-
menolong
riwayat  Al-
Bukhori
Abdullah
Ibnu Umar
dan hadis
riwayat
Muslim adari
Abu Hurairah

dari

’

dan hadis

al-Zalzalah
dan pada QS-
QS  pendek
pilihan
Memahami isi
kandungan
Q.S. al-
Qari’ah, Q.S.
al-Zalzalah
tentang
fenomena
alam  dalam
kehidupan
Memahami
ketertarikan
isi kandungan
hadis riwayat
at-Tarmizi
iwayat Ibnu
ajah,
riwayat
Ahmad,
riwayat  Al-
Bazzar
tentang
perilaku
menjaga dan
melestarikan
lingkungan
alam dengan
fenomena
kehidupan
dan akibatnya
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riwayat
Muslim
tentang
mencintai
anak  yatim
riwayat  Al-
Bukhori dari
Sahl bin Saad
san hadis
riwayat Ibnu
Majah  dari

Memahami - - Memahami
ketentuan ketentuan
hukum bacaan hukum hukum — mad

Qalqatash) NI \mR Sl T A4S
dalam Q.S. al- ra gal mukhaffaf
Bayyinah, al- I$!_AM kilmi, mad
v, INDONE S|

Q.S.

Al-Qur’an at- | mukhaffa
surat-surat Takasur dan| harfi  dalam
pendek pilihan |  QS-QS  lain| Al-Qur’an
Memahami isi | dalam al- |- Memahami isi
kandungan Qur’an kandungan
Q.S. al- |- Memahamiisi| Q.S. al-"Asr
Kafirun, Q.S| kandungan dan Q.S. al-
al-Bayyinah Q.5 al-| “Alaq tentang
tentang Humazah dan| menghargai
toleransi  dan| Q.S at-| waktu dan
membangun Takasur menuntut

kehidupan tentang sifat| ilmu
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umat
beragama dan

hadis riwayat
Ahmad, At-
Tirmizi  Ibnu
Hibban, Al-
hakim, Al-
baihaqi  dari
Ibnu Umar r.a.
dan hadis
riwayat

Muslim d i
Anas i
Malik 2
Memahami 8
kandungan E
Q.S. al- Lahgtézj
dan Q.S an- '

prg‘am riwayat JTdP
| S|L_BAMA dari

INDOKE SIA

dakwah

cinta  dunia
dan
melupakan

kebahagiaan
hakiki
Memahami isi
kandungan
hadis tentang

perilaku
keseimbangan
di dunia dan

Ll

>

- Memahami

S

keterkaitan isi
kandungan
hadis riwayat
al-Bukhari
dari Abdullah
bin Umar
tentang
perilaku
menghargai
waktu dan
hadis riwayat
Ibnu  majah
dari Anas bin
Malik tentang
menuntut
ilmu.

» Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fikik pada jenjang

Aliyah (MA):
Level Kelas X Kelas XI Kelas XII
Smt
- Memahami Menelaah - Menelaah
konsep  fikih| ketentuan ketentuan Islam
| dalam Islam Allah tentang| tentang
- Menganalisis jinayat  dan| pemerintahan
tata cara | hikmahnya (khilafah)
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pengurusan - Menganalisis |- Memahami

jenazah dan| ketentuan konsep jihad

hikmahnya allah tentang| dalam Islam

Menelaah hudud dan |- Mengidentifikasi

ketentuan hikmahnya sumber  hukum

Islam tentang |- Memahami Islam yang

zakat, undang-| hukum Islam| muttafaq dan

undang tentang mukhtalaf

pengelolaan bughot  dan |- Menjelaskan

zakat dan | hikmahnya pengertan, fungsi

hikmahnya - Menganalisis dan kedudukan

Menelaah ijtihad

ketentuan - Memahami

Islam  tentang konsep  hukum

haji dan umrah, syar’i dalam

Undang- Islam

Undang

penyelenggaraa

n haji dan

mesh UNIVERSITAS

ikmahnya

Menganalisis ISI—AM

tata N <

pelaksanaan DONE\,IA

kurban dan

akikah  serta

hikmahnya

Memahami - Menelaah - Memahami amr

ketentuan ketentuan dan nahi

Islam tentang | perkawinan - Memahami lafal
I kepemilikan dalam Islam,| ‘am dan khass

dan akad ketentuan - Memahami

Menelaah perkawinan takhsis dan

ketentuan menurut mukhasis

Islam tentang | perundang- - Menjelaskan




perekonomian undangan dan
Islam hikmahnya
Memahami - Menganalisis
ketentuan ketentuan
Islam tentang | hukum
wakaf, hibah,| mawaris dan
sedekah  dan| wasiat dalam
hadiah Islam
Memahami
ketentuan
Islam tentang
wakalah d P
sulhu g Z
Memahami | g
ketentuan < m
Islam tenta g ;;n
daman - SIS
o Tﬁl“l‘f'ﬁ/ =RSIT.
ukdm riba,
bank  $fHlL_ AM
asuraniND(DNESl

mujmal dan
mubayyan
Memahami
muradif fan
musytarak
Memahami
mutlaw dan
muqayyad
Memahami zahir
dan ta’wil
Memahami
mantuq dan

mafhum

~

» Kompetensi Dasar mata pelajaran Alqur'an pada jenjang

Aliyah (MA):
Leve
I Kelas X Kelas XI Kelas XII
Smt
Memahami - Menganalisis - Memahami
pengertian al-| larangan ayat-ayat  al-
| Qur’an pergaulan bebas | Qur’an dan
menurut para| dan perbuatan| hadis tentang
ulama’ keji yang | pola hidup
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Memahami
bukti
keautentikan
al-Qur’am
Memahami
tujuan dan
fungsi al-
Qur’an
Memahami
pokok-pokok
isi al-Qur’an
Memahami
ayat-ayat  al-
Qur’an tentang
manusia  dan

tugasnya

sebagai hamba
Allah dan
Khalifah di

bumi pa@N
al-Mu’minun:
12-14, QS an-
Nahl: 78,
al-Baqarah: 30-
32, dan QS. az-
Zariyat: 56

terdapat  pada

QS. al-Isra: 32,
dan QS. an-
Nur: 2 dan

hadis  riwayat
al-Bukhari dari
abu Hurairah

- Memahami
ayat-ayat al-
Qur’an dan

hadis  tentang
( .

al-Hujurat: 10-

VER SIT Aufgerkaitan

TR

INDONES

hadis  tentang
kewajiban
menuntut  ilmu
dan
menyampaikan

nya pada QS.
at-Taubah: 122,
QS. al-
Mujadilah: 11
dan hadis
riwayat  Ibnu

Majah dari

sederhana dan
perintah
menyantuni
para duafa pada
QS. al-Furqgan:
67, QS. al-Isra:
26-27,29-30
dan hadis-hadis
yang berkaitan

- Memahami
ayat al-Qur’an
dan hadis
tentang  ujian
dan cobaan
pada QS. al-
baqarah: 155-
157, QS. Ali
‘Imran: 186

dan hadis-hadis

- memahami
ayat-ayat  al-
I Aur’an dan
hadis  tentang
kelestarian
lingkungan
hidup pada QS.
ar-Rum: 41-42,
QS. al-A'raf:
56-58 dan
hadis-hadis
yang berkaitan

- menganalisis
ayat-ayat  Al-
Qur’an dan
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Anas bin Malik hadis  tentang
ilmu
pengetahuan
dan teknologi
yang terdapat
pada QS. al-
“*Alaq: 1-5, QS.
al-Baqarah:
164 dan hadis-
hadis yang
berkaitan.

A
Memahami | Z|- deé nstras |- Memahami
pengertian Q & g afalan | ayat al-Qur’an
hadis, sunan;,lJ artilper kata |  tentang
khabar  dd4f a}{ ur'an| kewajiban
atsar ' "jj %?ﬂ hadls berdakwah
Memahami tentang tangung yang terdapat
un Ml‘ / ada QS. an-
haxsj | terh §Wﬁs§lahl 125, QS.
Mengidentifl& LkArM dan| asy-Syu’ara’:
214-216  serta

macanjmqaﬁﬁclaﬁ hadis-hadis

11 dan fungsinya| pada yang berkaitan
terhadap al- Tahrlm. 6, QS. - Memahami
Qur’an Taha: 132, QS.| ayat-ayat al-
Memahami al-An’am: 70, Qur’an dan
pembagian dll. hadis  tentang
hadis dari segi |- Mempresentasi amar  ma’ruf
kuantitas dan| kan isi dan| nahi  munkar
kualitasnya kandungan ayat| pada QS. Ali
Memahami Al-Qur’an dan Imran: 104
ayat-ayat  al-| hadis tentang| serta hadis-
Qur’an tentang | kompetesi hadis yang
keikhlasan dalam kebaikan | berkaitan




S8
(9%

dalam
beribadah pada
QS al-
An’am:162-
163, QS. al-
Bayyinah: 5
dan hadis
riwayat al-
Bukhari  dari
Aisyah r.a.

UNI

QS. al-Baqarah:

148, QS. al-
Fatir: 32, QS.
an-Nahl: 97 dan
hadis yang
sesual.

Mendemonstras
ikan hafalan

dan arti per kata
ayat Al-Qur’an
dan

da (]

et

- Mempresentasi

\E FR ST A e hadis

ISLR A

INDONES

makanan yang
halal dan baik
pada QS. al-
Bagarah: 168-
169, al-
Bagarah: 172-

173 dan hadis
yang berkaitan

- Memahami
ayat-ayat  Al-
Qur’an tentang
demokrasi pada

QS. Ali Imran:
159, QS. asy-
Syu’ara™> 38
serta hadis-
hadis yang
berkaitan

- Memahami
ayat-ayat  al-
Qur’an dan
hadis  tentang
jujur dan adil
yang terdapat
pada QS. al-
Maidah:  8-10.

QS. at-Taubah:

hadis
berkaitan

A

yang
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» Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Level Kelas VII Kelas VIII Kelas IX

Smt
Memahami Memahami - Memahami
makna Q.S. al-| Q.S. al-Furgan: | Q.S. az-Zumar:
Mujadilah: 11, 63, Q.S. al-Isra:| 53, Q.S. an-
Q.S. ar- | 26-27 dan| Najm: 39-42,
Rahman: 33 Hadis  terkait| Q.S. Ali Imran
dan Hadis tentang
terkait tentarfg, optimis, ikhtiar
menuntut ilm <_[ dan tawakal
Memahami % serta hadis
makna Q. - terkait
an-Nisa: 14 \ 1| - Memahami
Q.S. a&fﬂjﬁﬂj}@] Hadis| Q.S. al-
Bagarah: 153,  terkait tentang | Hujurat: 13
P EFRSITA, Senons

i Imran: ﬁmﬂ dan| toleransi  dan

I-11 : .
serta H yang | menghargai
terkai perbedaan dan
ikhlas, r?a@}:)tﬂg sd!]ﬁ Hadis terkait.
dan pemaaf kehidupan - Memahami
Memahami sehari-hari makna iman
makna al- |- Memahami kepada Hari
Asma’ul makna beriman| Akhir
Husna: al-| kepada kitab-| berdasarkan
*Alim, al- kitab Allah pengamatan
Khabir, as-| Swit. terhadap
Sami® dan al-|- Memahami dirinya, alam
Bashir makna beriman | sekitar, dan
Memahami kepada  Rasul | makhluk
makna  iman| Allah Swt. ciptaan-Nya
kepada Memahami - Memahami




(89
wn

malaikat
berdasarkan
dalil naqli
Mamahami
makna
perilaku jujur,
amanah, dan
istigamah
Memahami
makna hormat
dan patuh
kepada kedua
orang tua dan
guru, dan
empati terhdap
sesama
Memahami
ketentuan
bersuci  dari
hadas UN'
berdasarkan
ketentuan
syari’at Isl
Memahami
ketentuan salat
berjamaah
Memahami
ketentuan salat
Jumat
Memahami
ketentuan salat
jamak qasar
Memahami
sejarah
perjuangan

bahaya
mengonsumsi
minuman keras,
judi. dan
pertengkaran
Memahami
cara
menerapkan
perilaku  jujur
dan adil

Memahami

A TAKU

gemaar beramal

R R Sl

thaik sangk
ISL AR
|

INDONE

cara salat suna
berjamaah dan
munfarid
Memahami tata
sujud
sujud
dan

cara
syukur,
sahwi
sujud tilawah
Memahami tata

cara puasa
wajib dan
sunah

iman
Qadha
Qadar
berdasarkan
pengamatan
terhadap

makna
kepada
dan

dirinya, alam
sekitar
makhluk
ciptaan-Nya
Memahami
penerapan jujur
dan
janji
kehidupan
sehari-hari
Memahami
cara  berbakti
dan taat kepada

dan

menepati
dalam

‘Aas tua dan

guru
Memahami

akna tata
krama,

santun,

sopan
dan
rasa malu
Memahami
ketentuan zakat
Memahami
ketentuan
ibadah haji dan
umrah
Memahami
ketentuan
penyembelihan




Nabi
Muhammad
saw.  periode
Makkah
Memahami
sejarah
perjuangan
Nabi
Muhammad
saw  periode
Madinah
Memahami
sejarah
perjuangan
dan
kepribadian
Khulafa
Rasyidun

&%‘ ONIVERSITAS

Memahami
ketentuan

makanan  dan
minuman yang
halal dan haram

berdasarkan al-

Qur’an dan
Hadis

- Memahami
sejarah
pertumbuhan

Uﬂj%lhan
UNIVERSITA

ISILé\ AA
INDORNESIA

hewan  dalam
[slam
Memahami
ketentuan
qurban
aqiqah
Memahami
sejarah
perkembangan
[slam di
Nusantara
Memahami
sejarah

dan

tradisi
[slam
Nusantara

S

» Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
di Sekolah Menengah Atas (SMA)

IL Ve Kelas X Kelas XI Kelas XII
Smt
Menganalisis |- Menganalisis |- Menganalisis dan
Q.S. al-| makna Q.S.| mengevaluasi
-1 Hujurat: 10 dan| al-Maidah: makna Q.S. Ali
12 serta Hadis| 48, Q.S. an-| Imran: 190-191
tentang kontrol | Nisa: 59, dan| dan Q.S. Ali
diri Q.S. at- | Imran: 159, serta
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(mujahadah
an-nafs),
prasangka baik
(husnuzzan),
dan
persaudaraan
(rtkhuwah)
Menganalisis
Q.S. al-Isra: 32,
dan Q.S.
Nur: 2
Hadis
larangan
pergaulan
bebas
perbuatan zina
Menganalisis

an-
serta
tentang

dan

makna al-
Asma’u al-
Husna: U N
Karim, al-
Mu’'min, al-
Wakil,

Matin, al-
Jami’, al-"Adl,
dan al-Akhir

Menganalisis
makna beriman
kepada
malaikat-
malaikat Allah
Swit.
Menganalisis
ketentuan
berpakaian

Taubah:
serta
tentang

105,
hadis
taat
pada aturan,
kompetisi
dalam
kebaikan, dan
etos kerja
Menganalisis
makna Q.S.
Yunus: 40-4]

dar1

n d1r|

iR S|
ISEAM

INDONES

kepada kitab-

kitab  Allah
Swit.
Menganalisis
makna iman
kepada rasul-
rasul Allah
Swit.

Menganalisis
makna
syaja’ah
(berani

hadis
berpikir
dan

tentang
kritis
bersikap
demokratis
Menganalisis dan
mengevaluasi

makna 0.S;
lugman:  13-14
dan Q.S. al-
Baqarah: 83,
serta hadis
tentang
kewajiban
beribadah  dan
bersyukur

kepada Allah
serta berbuat
baik kepada

sesama manusia

Tﬁp&alisis dan

mengevaluasi

makna iman

>Iﬁada hari akhir

Menganalisis dan
mengevaluasi

makna iman
kepada gadha
dan qadar

Menganalisis dan
mengevaluasi
perilaku bekerja
keras dan
bertanggung
jawab dalam

kehidupan




sesual  syariat
Islam
Menganalisis
manfaat
kejujuran
dalam
kehidupan
sehari-hari
Menganalisis
semangat
menuntut ilmu,
menerapkan,
dan

ITAS

menyampaika
kepada sesam
Menganalisis

UNIVE

kedudukan a%
Qur’an, Hadis.’b '

da ko |
sebagal sumber

hukum Islanls
Mengapalisi

hikmaljwaml
haji, zakat, dan

wakaf
individu

N

bagi
dan
masyarakat
Menganalisis
substansi,
strategi,
penyebab
keberhasilan
dakwah  Nabi
Muhammad

dan

membela
kebenaran)
dalam
kehidupan
schari-hari

- Menganalisis
perilaku

hormat  dan

patuh kepada
orangtua dan
guru

praktik
ekonomi
dalam Islam

- Menelaah
perkembanga
n peradaban
Islam  pada
masa
kejayaan

- Menelaah
perkembanga

saw. di Makkah

[

n Islam pada

sehari-hari yang
berkembang  di
masyarakat

Menganalisis dan
mengevaluasi
ketentuan
pernikahan
dalam Islam
Menganalisis dan
mengevaluasi
ketentuan waris
dalam Islam
Menganalisis dan
mengevalusi
strategi  dakwah
dan
perkembangan
Islam di
donesia
enganalisis dan
mengevaluasi
sejarah
perkembangan
Islam di
Indonesia
Menganalisis dan
mengevaluasi
faktor-faktor
kamajuan
peradaban Islam
di dunia
Menganalisis dan
mengevaluasi
faktor-faktor
kemunduran
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Menganalisis
substansi,

masa modern
(1800-

peradaban Islam
di dunia

strategi,  dan | sekrang)

keberhasilan
dakwah  Nabi
Muhammad
saw. di
Madinah

Berdasarkan gambaran secara umum kompetnsi inti dan
kompetensi dasar yang diajarkan baik di madrasah maupun di
sekolah pada tingkat mep ana/Tsanawiyah maupun

#i di madrasah maupun

fateri yang diajarkan di

gngan sistem pengajian
>

kitab kuningnya, maka s“ edlMna-materi-materi keagamaan

yang diajarkan di madrasalia @Jh tersebut telah tercover

sepenuhnya dalam pengajian kitab kuning. Sebagai contoh kecil

perbandingan, u v I?FAi h mulai dari
kelas tujuh sampai kelasl§|£m‘A tep materi yang diajarkan
sebetulnya sudah secara 1an tefeakup dalam kitab fikih
yang barangkali ”N@@NE@PMPW diajarkan di
pesantren secara menyeluruh, yaitu Kitab fath al-qarib dengan
berbagai derivasinya. Jika dilihat lebih detail, konten bab atau
materi yang ada di dalam kitab tersebut dari awal sampai akhir
telah meliputi pembahasan tentang bersuci, shalat, zakat, puasa,
haji, muamalah, faraid dan wasiat, pernikahan (munakahat),
kriminalitas (jinayat), hudud, jihad, makanan,
sumpah, pengadilan dan persaksian serta kemerdekaan budak.'”’
Dalam Kkitab tersebut bahkan dapat dikatakan pembahasannya
lebih lengkap dan lebih dalam. Selain itu, pada tingkat yang lebih
tinggi, masih terdapat berbagai banyak kitab yang penjelasannya
lebih mendetail serta terdapat kitab-kitab yang menunjang

kompetisi,

197 Ibnu Qosim al-Ghozziy, Fath al-Qarib al-Mujib, (Semarang:
Karya Thoha Putra).



pemahaman fikih di pesantren seperti kitab kaidah fikih maupun
kitab kaidah ushul fikih. Hal yang demikian tersebut berlaku
tidak hanya pada materi fikih saja, melainkan pada semua jenis
materi yang diajarkan.

Jika melihat perbandingan tersebut, maka sesungguhnya
pengulangan materi yang diajarkan di sekolah dan di pesantre
dapat dikatakan merupakan sebuah proses yang membuang-
buang waktu. Dari sisi keilmuan, siswa atau santri tidak
mendapatkan pengetahuan yang lebih dan cenderung berkutat
pada pembahasan yang sama. Di sisi lain, pengulangan tersebut
juga membawa konsekuensi beban jam belajarnya yang semakin
panjang. Padahal ji a dilibatydan perspektif ilmu pendidikan,
apa yang terjadi di Qesa n JI/E ru tidak hanya terpaku pada
aspek kognitif, tetacot/%j qog pkanan pada aspek afektif dan
psikomotorik.

Hal-hal yang
terjadi di lingkungan; n;

tersebut nyatanya memang
gan ”J‘lyang di dalamnya terdapat
madrasah atau sekotah saja program pembelajaran

agama yﬁﬁrv a2k rgn $em disebut dengan
pengajia ta I RSITA n (dan mungkin
secara umum  tid lS*_ﬁaMdengan pesantren-pesantren
lain) telah men a'arkan kitab-kitab yang secara level keilmuan
telah mencal"BiQQNEl&lAn pembelajaran agama
di madrasah atau sekolah umum. Seperti misalnya, program
pengajian kitab kuning yang berlangsung di pesantren As-

Salafiyyah Mlangi yang dibagi ke dalam tiga kelompok kelas
dengan kitab pegangan yang berlainan:'”

I. Kelas Ula mempelajari kitab Tartil Al-Qur’an, Jurumiyah,
Tajwid, Aqidatul Awam, Hidayatu Shibyan, Washoya,
Durratul Bahiyyah, Alala, Taysirul Khalag, dll;

2. Kelas Wustha menggunakan kitab Imriti, Sharaf Amtsilah,
Qawaidful I'rab, Taqrib, Aqidatul Islamiyah, Jawahirul
Kalamiyah, dan Ta’lim Muta’alim;

3. Kelas “Ulya I mempelajari kitab Alfiyah (awal), Fathul

198 Lihat www.as-salafiyyah.com
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Mu’in (Awal), Fathul Wahab (Awal), dan Durotun
Nasihin. Sedangkan “Ulya Il mempelajari Fathul Muin
(Tsani). Alfiyah (Tsani), Ibnu Aqil Syarah Alfiyah, Shahih
Bukhori, Mahalli. Tafsir Jalalain dan lhya Ulumiddin.
Jika dilihat dari substansi keilmuan, mata pelajaran-mata
pelajaran yang diajarkan di dalam madrasah diniyah yang ada di
pesantren ini umumnya telah melebihi level dan cakupan materi
yang diajarkan di sekolah formal. Kalaupun ada aspek yang perlu
mendapat penekanan dan perhatian adalah metode pembelajaran
yang lebih efektif serta manajemen dan pengelolaan yang lebih
tertata rapi. Kenyataan bahwa di sekolah formal masih diajarkan
materi-materi agama yang terkadang bahkan lebih rendah
levelnya dan lebih dangiyl pemfbihasinnya karena memenuhi
tuntutan formalitas pengimplefhe taé n kurikulum nasional

menurut hemat peneliti 1 t% 1h pemborosan waktu.

Realitas yang me lL)Enju i i _]Lll'g’l h mata pelajaran agama
di madrasah yang lebih byak dn besimplikasi pada tersitanya
jumlah jam belajar siswaxtnifyfki i ¢ini materi-materi umum

barangkali merupakan salah ‘satu sebab tidak majunya bidang-

bidang ilmu UQNIWWWAL(@I kita harus
membedakan rasah yang Berada dalam lingkufigan pesantren
dan madrasah yang tidlaSﬁdAleingkungan pesantren.
Hal ini karena mr&ﬁ lﬂ-g io h yang berada di
lingkungan pesantren m | T I$ Aa pembelajaran-
pembelajaran diniyah yang bisa atau harus dijalani siswa dalam
sistem pesantren atau madrasah diniyah. Sehingga adanya
pengulangan pembahasan tentang materi pembelajaran agama
di sekolah formal memiliki peluang untuk ditiadakan, diganti

dengan sistem yang sinergis-integratif antara sckolah formal
dengan pesantren dan madrasah diniyah.

Madrasah atau sekolah yang dari sisi kelembagaan
terintegrasi secara terbatas dengan pesantren memiliki peluang
untuk mensinkronkan program-program pendidikan yang
dimiliki. Dengan adanya pesantren, peluang siswa sekolah atau
madrasah untuk mendapat pelajaran agama yang lebih dalam dan
luas terbuka lebar, begitu pula kesempatannya untuk menseriusi
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pengetahuan alam di sekolah. Dengan sistem pembelajaran
agama yang ada di pesantren. maka sesungguhnya tidak perlu
lagi ada pembelajran agama di sekolah, tentu apabila konsep
pendidikan yang integratif-sinergis telah terwujud. Jangan
sampai keberadaan pesantren dianggap hanya sebagai aspek
atau komponen penunjang bagi pelaksanaan pendidikan sekolah
formal baik itu madrasah atau sekolah umum yang berada di
lingkungan pesantren.

Peluang dan kesempatan untuk menciptakan pendidikan
non-dikotomik —dalam artian adanya penekanan yang sama
antara ilmu umum dan ilmu agama— sangat terbuka lebar dalam
integrasi kelembagaars qdrasah dan pesantren. Melalui
lembaga integrasi @rseb peSerta didik akan mendapatkan
pembelajaran yang ‘9_;1 (e )% antara ilmu umum dan ilmu
agama, schingga aKan Begpengarfih pada kualitas kehidupannya
di masa yang akl% datapg.
sistem dalam uru ﬁ i agama yang tidak dimiliki
oleh sekolah atau rhad: ' angkan sekolah atau madrasah
biasanya cenderung mengejar penguasaan ilmu alamnya, meski
kadang MMIV gl:!‘gﬁoigan memanfaatkan
keunggulan ked %L' embangunan sistem yang
sinergis-integratitj?a a M] kualitas output lulusannya

benar-benar |N@@NE®I\A seorang muslim dan

hamba yang kamil serta seorang khalifah Allah yang mumpuni.

gsantren memiliki keunggulan

Konseptualisasi sistem yang sinergis-integratif antara
pesantren dan madrasah menuntut adanya rekonstruksi sistem
pendidikan secara komprehensif. Rekonstruksi tersebut harus
dilakukan dalam kerangka manajemen pendidikan yang efektif,
mulai dari pola pengelolaan. kurikulum, sarana dan prasarana
serta penilaian. Semua harus dilakukan dalam kerangka
manajemen yang integral, menyatu serta dengan ruh atau
semangat yang universal. Ini harus dilakukan karena selama ini
yang menjadikan kedua lembaga pendidikan ini (madrasah dan
pesantren) tidak sinergis adalah pola manajemen yang terpisah,
parsial dan berjalan dengan “ruh”nya masing-masing.

Secara lebih detail pada level konseptual, rekonstruksi



sistem pendidikan yang sinergis-integratif tersebut dapat dilihat

pada pemaparan berikut:

Manajemen Pengelolaan

Pertama-tama yang patut menjadi perhatian adalah
sistem pengelolaan. Selama ini, pengelolaan dua lembaga ini
cenderung tepisah dan berjalan sendiri-sendiri. Sebagaimana
disebutkan sebelumnya, masing-masing lembaga memiliki
“ruh” sendiri dan memilikiarah perjuangan sendiri. Meskipun
adaaspek-aspek yang bersinggungan. namun pengelolaannya
cenderung dengan semangat dan tata cara yang berlainan.
Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan konsekuensi
dari pola pengelolaan pendidikan di Indonesia yang tidak
terpadu. Di level kefpenterianvmisiinya, pendidkan berada
S ia% ementerian pendidikan

pendidikan denoan bwg, baSlS agama. Kalaupun
dikatakan pesantren “dan madrasah sama-sama berada di

bawah n l! adunya pola
penge!olzgﬁsfz;4 Vﬁﬁﬁlla]:n a§)a direktorat
padamasing-masin Ien‘AMebut Namundemikian,
yang senyata % da,pembahasan disini
adalah pola p ﬁjﬁ S 'A antara madrasah

dan pesantren para level operasional-teknis.

Hampir di setiap pesantren yang ada lembaga formal
di dalamnya, pengelolaan pendidikan diantara keduanya
dilakukan secaraterpisah atau setidak-tidaknya menunjukkan
sesuatu yang tidak sinkron. Hal ini dipengaruhi oleh adanya
ruh atau semangat yang memunculkan anggapan berbeda
terkait dengan tujuan kedua lembaga ini. Pengelolaan secara
profesional umumnya hanya diterapkan pada lembaga
formal, sedang pesantren dikelola ala kadarnya. Di banyak
tempat, lembaga pendidikan formal mendapat prioritas yang
lebih tinggi sedangkan pesantren terkadang hanya dianggap
sebagai pelengkap saja tanpa ada keterkaitan dengan sistem
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pendidikan yang berjalan di lembaga formal.

Model pengelolaan yang semacam ini kiranya perlu
diperbaiki dan dikembangkan kearah yang lebih baik.
Terlebih lagi jika dilihat dari perspektif sejarah, pesantren
dan madrasah pada dasarnya mempunyai keterkaitan yang
erat serta memiliki tujuan yang sama. Pengelolaan yang
terpadu yang mencerminkan semangat sinergis-integratif
antar keduanya diperlukan untuk menciptakan sistem
pendidikan yang efektif dan seimbang. Hal ini dapat tercapai
apabila pengelolaan kedua lembaga ini berada dalam satu
konsep yang integral, tidak ada pembeda-bedaan antara
pesantren dan [y

dari segi prioritas, tujuan
serta ruh atau s lolaannya Dengan kata lain,
pengelolaan pd adrasah harus berada dalam
satu fraework, udiM §Cbadai gabungan institusi yang
integral dan me tujli@. yang sama.

Pada leve Vel
dipimpin oleh Satir byl
denga er Eﬁ |g-'aaa Namun yang
per]ﬂﬁ Qi( EEQTD s berjalan secara
bersama, dengl$ ma tm sama serta satu tujuan yang
sama. Dengan begitu, sistem pendidikan yang terwujud
adalah im ling melengkapi satu
dengan yang lainnya. Pendidikan dengan sistem sekolah
berjalan dan dengan sistem pesantren atau madin juga
berjalan dalam kerangka konseptual yang utuh. Tidak ada
lagi rasa iri dan kecemburuan karna salah satunya menjadi
prioritas dan yang lain terabaikan. Tidak ada lagi salah satu

diantara keduanya harus mengikuti ritme salah satu yang
lainnya, keduanya berjalan dengan ritme yang sama dan

emimpin atau satu pemimpin

sinergis.
Kurikulum

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah
kurikulum lembaga terpadu ini. Untuk mewujudkan sistem
yang sinergis-integratif, maka kurikulum yang diterapkan
harus juga merupakan satu kesatuan yang dijalankan
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berdasarkan kesatuan tujuan integral. Adapun yang
terjadi selama ini adalah sekolah formal berjalan dengan
kurikulumnya sendiri (kurikulum nasional) dan pendidikan
di pesantren berjalan dengan kurikulumnya sendiri. Bahkan
seringkali terjadi adanya “pemaksaan™ kurikulum pesantren
pada kurikulum sekolah formal hanya untuk mendapatkan
perhatian dan antusias peserta didik karena juga menjadi
aspek yang dinilai untuk menentukan hasil akhir. Selain
itu dari sisi konten sebagaimana dipaparkan sebelumnya,
khususnya dalam hal materi agama, terjadi tumpang tindih
antara kurikulum di pesantren dan kurikulum di sekolah
formal.

integratif dan mutualis
sah harusnya diarahkan
enghilangkan tumpang
ada di dalam sistem

Perencanaan wil&mm\/yap

antara lembaga pesarjtfen ac%
untuk mengurangi @u D

agama — antara di rjﬁe antrefr dan di madrasah harusnya
dapat dingi iﬂL'r R ji lﬁgﬁiﬂ(an agar
tidak ad;.tpl b M‘ﬁ kteggac' -sta™Pengefektifan
kurikulum agama tel@ll&iﬂmm’aatkan oleh lembaga
pendidikan utﬁi engoptimalisasikan penguasaan siswa
terhadap kuri lﬁémlggf khususnya pada
pengetahuan alam dan teknologi. Dengan begitu, siswa atau
santri dapat belajar dengan maksimal meteri pembelajaran
yang ada, baik pada pengetahuan umum maupun pengetahuan
agama.

Perencanaan kurikulum tersebut secara tidak
langsung menghendaki adanya “pemisahan™ domain ajar
dalam pesantren atau madrasah. Kata pemisahan tersebut
dipakai hanya sebagai penjelas terhadap apa yang harus
dimasukkan dalam domain madrasah dan apa yang harus
dimasukkan dalam domain pesantren sebagai sebuah

institusi yang integral. Pesantren sebagai sebuah lembaga
yang telah terbukti secara nyata dan menyakinkan dalam




melahirkan  generasi-generasi yang mumpuni dalam
urusan agama sepatutnya diberikan tanggung jawab untuk
mengelola domain agama dalam kurikulum integral tersebut.
Sedangkan madrasah, sebagai institusi yang dari awalnya
memang didesain untuk memberikan pengetahuan umum,
diamanatkan untuk mengelola domain pengetahuan umum
tanpa harus ikut merepotkan diri dan menghabiskan waktu
untuk mengelola domain agama yang telah dipegang oleh
pesantren. Dengan begitu, proses pembelajaran integratif
yang sinergis dan mutualis antara pesantren dan madrasah
akan tercipta dengan harmonis.

Sejauh int—dh ak madrasah yang berbasis
pada pesantre ,i’tben selolaafy pendidikan agama cenderung
tumpang-tindi ‘,7_,di belajaran agama yang secara
pesantren, juga diajarkan di

m

madrasah. Hal %i te ”\ ya fherupakan sebuah pemborosan

waktukarna selainadahyasebuah pengulangan, materiagama
antara dua insﬁﬁﬂﬂjﬁ%ﬁ@@bmumnya memiliki tingkatan

yang berbeda. Dan sayangnya, umumnya pembelajaran

agatua) Fd Wit kS b dfaséi pya mengulang apa
yang telah digjarkan d¢i pesantren. Bahkan apa yang di
ajarkan di pe §J‘I‘E‘é‘] uh febih tinggi tingkatannya dari
pada yalNNlEi@i’:Aal ini menjadi peluang

bagi pengefektifan dan optimalisasi pembelajaran agama.

Dengan implementasi kurikulum integral yang
sinergis, maka tumpang tindih sebagaimana yang terjadi
selama ini akan dapat dihilangkan. Namun begitu,
perencanaan kurikulum ini harus benar-benar mencerminkan
suatu yang menyatu serta penekanan yang seimbang.
Kurikulum tersebut harus berjalan bersama, kurikulum
pembelajaran materi umum tidak bisa diterapkan jika
kurikulum pembelajaran materi agama tidak dijalankan,
begitu pula sebaliknya. Dengan adanya pemisahan domain
seperti  dijelaskan  sebelumnya, maka implementasi
kurikulum integral ini seharusnya tidak mustahil untuk
dijalankan. Yang perlu mendapat perhatian adalah pada
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pembelajaran dipesantren yang harus lebih ditingkatkan
mutunya baik melalui peng-upgrade-an metode pengajaran,
stratifikasi kelas dan materi serta penilaian sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari penilaian pada sekolah formal.
Jika dirasa perlu, dapat pula materi-materi keagamaan yang
diajarkan di pesantren disesuaikan dengan tema-tema yang
dianggap perlu dan lebih bermanfaat.
Evaluasi dan Penilaian

Di antara aspek yang ikut menentukan dalam
konsepsi pendidikan yang sinergis-integratif dalam
gabungan lembaga pesantren dan madrasah sebagai lembaga
yang integral ini adalah sistem evaluasi dan penilaian.
Sebagaimana yang (i e'l%hfh"'bah a selama ini evaluasi
dan penilaian dari k&la | gzbl i yang berjalan secara
plikasi yang berbeda.
ornjal menerapkan evaluasi

- ARdna lmiliki daya tekan pada
kebergunaan hasﬂ pem-lﬂ asa yang akan datang.
Sedangkan pesantren yang mer upa an lembaga nonformal

umumny n penilaian
dengan IW ggar %I%] tanA$anya karena
tidak ada pengarul1rlg$hu_gA1Md1an gap tidak terlalu
bermanfaat. ﬁﬁam ang menerapkan
evaluasi dan"pen @Mgsrn hasilnya secara
formal juga tidak terlalu diakui. Akhirnya. hasil evaluasi dan

penilaian tersebut hanyalah berupa secarik kertas yang tidak
terlalu bermanfaat bagi kehidupan pemiliknya.

Hal itu secara tidak langsung berdampak pada
semangat belajar peserta didik untuk mengejar formalitas
ijazah dan sedikit mengabaikan yang tidak memiliki nilai
formal. Dalam kasus madrasah atau sekolah, peserta didik
dan juga pengajar sama-sama memberikan prioritas yang
tinggi pada Mapel-Mapel yang menjadi materi ujian nasional
dan mengabaikan materi yang tidak di-ujiannasional-kan,
termasuk Mapel-Mapel agama. Formalisme-formalisme
yang seperti ini sayangnya sudah menjangkiti kehidupan



secara umum dan nyaris tidak dapat dibendung. Namun
demikian, meski selama ini penentuan kelulusan didasarkan
pada nilai ujian mata pelajaran yang di-ujiankan, menurut
pandangan peneliti lembaga pendidikan tententu dapat
menentukan atau melakukan improvisasi pada syarat-syarat
kelulusan seorang peserta didik. Di sinilah peluang lembaga
integral dalam konsepsi peneliti untuk melakukan evaluasi
dan penilaian pembelajaran.

Jika membendung arus formalisme hampir mustahil
untuk dilakukan, maka bukanlah sebuah kesalahan jika
sebuah lembaga pendidikan menciptakan konsepsi-konsepsi
untuk mengimb, gtisme tersebut. Konsepsi tersebut
maksudnya adalgh membuatkebijakan-kebijakan di tingkat
lembaga terkait & RASYa rag elulusan yang harus dipenuhi
oleh seorang gse gidikZ selain dari hasil nilai ujian
nasional. Dengdi mplementasi dan penekakan
penerapan kurikttt dapat dilakukan secara seimbang
pada lembaga integraktersebut.

NWE nilaian EK‘ baga integral ini
dapaLQ rvaria %éir‘nf ait dengan materi-
materi agamd. aluagh, danApenilaian yang selama ini
umumnya hajy;sd‘aﬁ;%e\rMmodasi aspek kognitif saja,
dapat diNE &Wengakomodasi aspek
afeksi dan psikomotor. Dalam lembaga integral, hal ini tentu
sangat memungkinkan karena selama ini konsep tersebut
telah berjalan. Kalaupun perlu adanya penyempurnaan,

maka penyempurnaan itu dapat dilakukan pada aspek
perencanaan dan pelaksanaan yang terprogram dan teratur.

Konsepsi evaluasi dan penilaian yang dilakukan
secara menyeluruh dan proporsional ini juga sekaligus
menggambarkan gubungan yang saling melengkapi antara
sistem madrasah dan sistem pesantren. Prosentase penilaian
yang diberikan harus sama sehingga dua-duanya memiliki
pengaruh sama terhadap kelulusan serta memiliki daya
tekan yang sama pula. Jika sudah demikian, maka tidak
ada lagi peserta didik maupun guru yang mengabaikan atau
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menyepelekan mata pelajaran tertentu. Hasil paling akhir
yang diharapkan adalah terciptanya output pendidikan
yang seimbang dalam penguasaan ilmu pengetahuan antara
pengetahuan agama dan pengetahuan umum, sehingga
mimpi untuk memiliki seorang ulama yang ilmuan dan
ilmuan yang ulama dalam jumlah yang besar dapat benar-
benar terwujud.
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BAB YV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan uraian penjelasan
yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya tentang sinergitas
kelembagaan antara pesantren dan madrasah yang ada di dalam
lingkungan pesantren sebagai satu kesatuan integral lembaga
pendidikan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

alternatif dalam bent g el agaﬂ yang sinergis-integratif
antara pesantren da fle. i Lxe mnglsyaratkan perlunya
evaluasi dan rekon u frioses modernisasi yang

peluang besar untuk disempurnakan sistem
pendidik NL menciptakan
sistem pe mgiﬁ@tg& pat dimulai
dari menousahakarl Mergls integratif’ antara
pesantren dan madrasah. Secara terbatas, aspek-aspek yang
perlu mendaM@NE&*Ansepm lembaga
pendidikan Islam yang sinergis-integratif ini meliputi:
) manajemen pengelolaan, yaitu dengan menjadikan
pesantren-madrasah sebagai satu kesatuan integral lembaga
pendidikan Islam yang saling berhubungan dan terikat
satu sama lain; 2) implementasi kurikulum, yaitu dengan
menerapkan satu kurikulum integral yang pelaksanaannya
meliputi pesantren dan madrasah: serta 3) evaluasi dan
penilaian, yaitu dengan membuat satu sistem penilaian yang
integral dan menyeluruh untuk mengukur kemampuan serta
sebagai syarat kelulusan peserta didik.
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B. SARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang
ideal, tidak dapatdipungkiri bahwa diperlukan sikap yang fleksibel
dan terbuka dalam menerima masukan-masukan konstruktif
bagi sistem pendidikan yang telah ada. Selain itu, kemauan
untuk selalu mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan turut
berperan dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang ideal
dan efektif. Berbagai pihak yang mempunyai tanggung jawab
terhadap pendidikan juga harus berani memenuhi tanggung
jawabnya serta berperan dalam menciptakan sistem pendidikan
Islam yang lebih baik.

Berdasarkan( sifipulan basil  penelitian  sebagaimana
dipaparkan di atag<m kirgnya perlu direkomendasikan
beberapa hal sebagaj’k & o
I. Kepada penye éfngg pelzl’!l dikan Islam pesantren dan

madrasah, khiSusn 4 level operasional-teknis,
hendaknya pengéio#ﬂ iflikan Islam dijalankan sebagai
satu sistem integra yang sa mg melengkapi dan tidak bisa

dipi Rngﬁ sial adap dua institusi
ini n@gtanaa tela mﬁamgpa méﬂ -sisi kekurangan dari

berbagai sudul &LAMﬂggaraan sistem pendidikan

[slam y riSci tPf ijadikan sebagai solusi
terhadajﬁﬁa S At berbagai keunggulan

dan kekurangan lembaga pesantren dan madrasah.

2. Kepada Dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pendidikan Islam pesantren dan madrasah,
hendaknya dualisme pendidikan di Indonesia terus dicarikan
upaya pemecahan masalahnya. Dalam lingkup yang sangat
kecil, upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan
keberadaan pesantren dan madrasah yang terintegrasi dalam
satu lingkungan. Menjadikan dua institusi pendidikan yang
awalnya memiliki keterkaitan erat untuk kembali menjadi
institusi integral yang sinergis-integratif merupakan langkah
kecil yang dapat mengurangi stigma negatif dualisme sistem
pendidikan. Untuk memperlancar implementasi konsep
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tersebut, kiranya diperlukan sebuah kebijakan khusus
agar para penyelenggara pendidikan integral ini memiliki
landasan legal-yuridis sehingga hambatan-hambatan yang
sifatnya teknis, birokratif atau berhubungan dengan legalitas
dapat ditiadakan.

Kepada masyarakat muslim Indonesia secara umum,
bahwasannyamembangun peradaban Islam diIndonesiatidak
dapat dilakukan hanya dengan memuja-muja keberhasilan
dan kegemilangan masa lalu. Semua harus dimulai dari
pendidikan yang efektif dan optimal serta seimbang.
Sebagai hamba Allah, kita sudah selayaknya memenuhi
tanggung jawab kita untuk melakukan ibadah yang didasari

tersebut harus dilakﬁc@ﬂj@# Bgeimbang, atau setidak-
tidaknya proporsional)."fmp ikasinya, pendidikan yang harus

diterima atay gijplani iy hares mempunyai
penekanMMMﬁ3§WA§nen tersebut,
dan orang tua menii@ @@Mab untuk memberikan
pendidikan yiwﬁt@wgugeﬁegﬁ anak-anaknya.
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